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KATA PENGANTAR,

Fuji Syukur kehadirat ALLAH SWT, karena hanya
berkah  limpahan nikmat-NYA  lah penulis  dapat
menyelesaikan edisi revisi buku ini. Alhamdulillah setelah
melalui proses panjang akhirnya buku ini dapat hadir di
tengah-tengah pembaca sekalian.

Buku yang sedang berada di hadapan pembaca ini
adalah buku yang mengurai tentang pengelolaan kekayaan
laut dilihat dari aspek hukum. Buku in berisi uraian salah satu
aspek dari pengaturan keiautan untuk mengantarkan pada
para pembaca terkait dengan pengaturan pengelolaan potensi
laut Indonesia, baik dari optik hukum internasional maupun
nasional yang sebagian besar bersumber dari kumpulan tulisan
penulis, baik yang berasal dar hasil peneliian  maupun
tulisan-tulisan selama penulis mengikuti Program Doktor [lmuy
Hukum Universitas Diponegoro, Semarang,

Keberadaan buku ini, merupakan upaya melengkapi
literatur dan informasi terkait dengan pengaturan pengelolaan
sumber daya alam kelautan, dimana Indonesia merupakan
salah saty negara  kepulauan yang diakul masyarakat
internasional dan diatur dalam United Nattons Conpention on the
Law of the Sen 1982 (UNCLOS 1982), Diratifikasinya UNCLOS
1982 menimbulkan konsekuensi bagi Indonesia untuk
menindaklanjuti  ketentuan konvensi  dalam peraturan
perundang-undangan Indonesia. Kajian inj diharapkan dapat
menjadi informasi keberadaan peraturan perundang-undangan
Indonesia terkait dengan UNCLOS 1982, sekaligus pula
nformasi tentang keterkaitan pengaturan kelautan Indonesia
dengan ketentuan otonomi daerah vang saat ini masih
menimbulkan persoalan hukum.



Penulis menghaturkan terima kasth kepada Frof. Dr. L
Tri Setyawanta, S.H., M.H. dan Dr. Nanik Trihastuti, 5.H.,.M.H
yang banyak memberikan masukan terhadap isi buku, teman-
teman sejawat, Prof. Dr. M. Akib, SH.M.H, Dr. H.S. Tisnanta,
S.H.,M.H, yang telah menjadi partner diskusi dan memberikan
support  kepada  penulis  untuk  menulis  dan
mempublikasikannya ke dalam bentuk buku. Terima kasih
kepada Alm. Prof. Dr. Khaidir Anwar, S.H., M.Hum, yang
merupakan sahabat, teman diskusi dan selalu menyemangati
penulis untuk terus memajukan dunia akademik melalui
tulisan-tulisan,

Buku ini pas jauh dari sempurna, sehingga saran,
kritik, dan sumbarngsih pemikiran dari pembaca akan sangat
berguna bagi perbaikan buku ini di kemudian hari, Semoga
buku ini ada manfaatnya. Amiin.

Bandar Lampung, Februari 2017
Penulis
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PENGERTIAN UMUM TENTANG HUKUM,
SISTEM HUKUM, PENGELOLAAN SUMBER
DAYA ALAM KELAUTAN DAN OTONOM
DAERAH

1.1 FPengertian Hukum dan Perundang-Undangan

=

1.1.1 Hukum

Istilah hukum identik dengan istilah law dalam Bahasa lnggris,
droef dalam Bahasa Perancis, rechit dalam Bahasa Jerman, reclit dalam
Bahasa Belanda, atau diritio dalam bahasa italia. Kata "hukum” yang
dikenal di Indonesia berasal dart Bahasa Arab hukm vang berarti
“putusan (Judgerment)” atau "ketetapan (provision) ™.

Hukum merupakan rangkaian kaidah, peraturan-peraturan tata
aturan, baik tertulis maupun ddak tettulis yang menentukan dan
mengatur hubungan-hubungan antar para anggota masyarakat. Dalam
arh luas hukum dapat disamakan dengan “aturan”, “kaidah”, “norma”
alau "ugeran”, batk tertulis maupun tidak tertulis yang pada dasarnya
berlaku dan diakul orang sebagai peraturan vang harus ditaati dalam
kehidupan bermasyarakat dan apabila dilanggar maka akan dikenakan
sanksi.’

Thomas Aquinas (1225-1274) berpendapat bahwa hukum
diperlukan untuk menegakkan kehidupan moral di dunia, Ini berati
bahwa hukum tidak lain merupakan moral ingkah laku manusia dalam
pergaulan hidupnya sehari-hari. Aquinas membedakan hukum
menjaci empat macam, yaitu: lex aetera; hukum dan kehendak Tuhan,
lex maturalis; prinsip umum (hukum alam), lex devt; hukum Tuhan

H. Muchsin, (hbeser o Flukus, Badan Peperbsit [Blam, Jakarts, 300, bl 4.
' H.A Hafizh Dasuki, Ensiblopedi Hukvon felap, PT, Ichélar Baru van Hoeve, Jakarea,
1997 him. ™
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dalam kitab suci, lex humane; hukum buatan manusia yang sesuai
dengan hukum alam. Aguinas membedakan antara hukum yang
berasal dari wahyu dengan hukum vang dijangkau oleh akal manusia.
Hukum vang berasal dari wahyu disebut aus devinum posifivum hukum
MMahi positif), sedangkan hukum yang ditemui lewat kegiatan akal,
terdiri dari; ius maturale (hukum alam), lus gentivm (hukum bangsa-
bangsa). dan ius pesitivum Jeomanum (hukum positif buatan manusia).”
lus gentinm kemudian berkembang menjadi hukum internasional *
Aristoteles dalam bukunya Rhetorica, membagi hukum menjadi
dua bagian, vaitu particular law dan universal late, Particular law is that
otuch each commumiby lays down and applies fo its oun members, sedangkan
rniversal lawe is the law of pature. Grotius/ Hugo de groot berpendapat
bahwa law is rele of moral action obliging o that whach is right’ Sementara
itu, Antony Allot, memberikan definisi hukum sebagai sebuah abstraksi
dari realitas dari hukum-hukum atau dari hukum yang khusus.*
Berbagai definisi atau pengertian hukum menurut para ahli di
atas, masing-masing memberikan arti sendiri-sendiri terhadap hukum.
Banvaknva pengertian tentang hukum, Purnadi Purbacaraka dan
Soerjono Soekanto menyimpulkan bahwa terdapat 9 {sembilan) macam
arti hukum, yaitu:
a.  Hukum sebagai ilmu pengetahuan, yaitu pengetahuan yang
tersusun secara sistematis atas dasar kekuatan pemikiran;
b.  Hukum sebagai disiplin, yaitu sistem ajaran tentang kenyataan
atau gejala-gejala yang dibadapy;
. Hukum sebagai kaidah, yaitu pedoman atau patokan sikap tindak
atau perilaku yang pantas atau diharapkan;
d.  Hukum sebagai tata hukum, vaitu struktur dan proses perangkat
kaidah-kaidah hukum yang berlaku pada waktu dan tempat
tertentu serta berbentuk tertulis: &

" Bernard L. Tanva, Teon Hibwen, Strategd Tertib Loetas. Bunng dun Generass, O, Kila,
Surabava, 26, him. 24,

i Blochinr Eusumastmadis menyatakan bahwa; Flukum internasional publik sdakab
kesaluruban kaidah-kaidah dan asas-asas hukum yang mengatur hubungan atau
persoalan yang melintasi batas-batas negara-negara, antara negara dengan negara,
negara dengan subgek hukum lain bukan negara atau subjek hukum lain bukan negara
saty sama lain. Mochiar Kusumaatmadia, Peagandor Haboor [eferrasiend, Bina Cipta,
Bardung, 1578, hlm. 34
Fidwan Syvahsan, Eargkman fodser Moo Hickeei, Pustaka Karting, Jakarta, 159491,
him. 19. Likat pula M. Shiddiq Tgk, Armaa, Pekendargan Pevaikiran Dl iz
Mudum, Pradova Paramita, [akarta, 2002, him, 1.

Antony Allot, The Lemat of L, Butterworths & Co, USA, 1983, him, 2
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Hukum sebagai petugas, yaitu pribadi-pribadi yang merupakan
kalangan yang berhubungan erat dengan penegak hukum (law
enforcement officer);

Hukum sebagai keputusan penguasa, yaitu hasil proses diskresi
yang menyangkut decision making not strictly governed by legal rules,
ik rather with a sigrificani element of personal judgement. Dimaksud
dengan diskresi menurut Roscoe Pound (1960) adalah an authority
conferred by law to act in certain conditions or situations in according
with an official’s or an official agency's ewn considered pudgment and
conscience. [t as an idea of morals, belonging to the tualight zome befiveen
lirer! ameed asmornls,

Hukum sebagai proses pemerintah, yaitu proses hubungan timbal
balik antara unsur-unsur pokok dari sistem kenegaraan.
Hukum sebagai sikap tindak atau perilaku, yaitu perilaku yang
diulang-ulang dengan cara yang sama yang bertujuan untuk
mencapai kedamaian;

Hukum sebagai jalinan nilai-nilai, yaitu jalinan dari konsepsi
abstrak tentang apa vang dianggap baik dan buruk.”

Pengertian hukum yang sangat beragam, H. Muchsin

ményatakan bahwa untuk memudahkan dalam memahami arti hukum,
ia menentukan unsur-unsur hukum sebagai berikut:

a,
b.

C.

d.

Feraturan mengenai tingkah laku manusia;

Peraturan itu dibuat oleh badan berwenang;

Peraturan itu bersifat memaksa, walaupun tidak dapat
dipaksakan;

Peraturan itu disertasi sanksi yang tegas dan dapat rasakan oleh
yang bersangkutan.®

Jika dihubungkan dengan pembahasan masalah dalam buku ini,

maka hukum yang dimaksudkan adalah sekumpulan, asas-asas
hukum, kaidah-kaidah hukum tertulis dalam bentuk peraturan
perundang-undangan yang terkait dengan pengelolaan SDA kelautan,
baik dalam kelompok peraturan kewilayahan, kelompok peraturan
sektoral, maupun dalam kelompok peraturan terkait dengan
pemerintahan daerah.

- Purnadi Purbacaraka dan Soecjone Seekanto, Sevdi-Sendi e Hikwm dien Tats Pk,

Alumnt, Bandung, hios, 10-11.

' H Muchein, Op.Cil hlm. 3
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1.22 Perundang-Undangan

Kata "hukum” atau “perundang-undangan” menunjukkan
keseluruhan peraturan-peraturan negara dalam proses pembentukannya,
sedangkan perundang-undangan, tidak lain adalah undang-undang dalam
arti materiil, yakni setap keputusan tertulis vang dikeluarkan oleh pejabat
yang berwenang (negara) yang mengatur tingkah laku manusia dan
bersifat serta berlaku mengikat umum.?

A. Hamid Attamimi memberikan batasan peraturan perundang-
undangan sebagai semua aturan hukum yang dibentuk cleh semua
tingkat lembaga dalam bentuk tertentu, dengan prosedur tertentu,
biasanya disertai sanksi dan berlaku umum serta mengikat rakyat.”
Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, mengartikan peraturan
perundang-undangan_adalah peraturan tertulis vang dibentuk oleh
lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara
LT,

Berdasarkan pengertian perundang-undangan di atas, dapat
disimpulkan bahwa peraturan perundang-undangan, vang dimaksud
dalam buku ini adalah keputusan dar: lembaga negara atau lembaga
pemerintahan yvang tertulis dan mengikat secara umum, dibentuk
berdasarkan atribusion dan delegasian. Atribusi wewenang dalam
pembentukan peraturan perundang-undangan ialah pemberian
wewenang membentuk peraturan perundangan-undangan oleh
UUDNRI 1945 atau undang-undang kepada lembaga negara/
pemerintah,

Wewenang tersebut di atas, melekat terus menerus dan dapat
dilaksanakan atas prakarsa sendin setiap waklu diperlukan, sesuai
dengan batas-batas yang diberikan. Sebagai cdntoh, atribust yang
diberikan oleh Pasal 5 ayat (1) UUDNRI 1945 yang menyatakan bahwa
Presiden berhak mengajukan rancangan Undang-Undang kepada
Dewan Perwakilan Rakyat. Di sisi lain, ada delegasi wewenang, yaitu
pelimpahan wewenang membentuk peraturan perundang-undangan
vang dilakukan oleh peraturan perundang-undangan yang, lebih tingyi
kepada peraturan perundang-undangan yang lebih rendah, baik
pelimpahan itu dinvatakan dengan tegas atau tidak,

* B Hestu Cipte Handoyo, Prinsip-priesp Legal Drafting & Deson Maskah Aladennik,
Universitas Atmajoya, Yokakarta, 2008, him. 230,

oA Hamid, 5 Attamimi, Perasan Eepubusan Preseden B dulam Penyelenggarans
Pemerintatan Negara, Disortasi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, [akarta, LK,
him. 1a1.

4 Hukum Pengelolaan Sumber Dava Alaw Kelmitan



Berlainan dengan atribusi, pada delegus: wewenang tersebut Hdak

diberikan, melainkan “diwakilkan”. Selain itu, wewenang delegasi ini
bersifat sementara, dalam arti wewenang ini dapat diselenggarakan
sepanjang pelimpahan tersebut masih ada, Contoh pengaturan dalam
Fasal 5 ayat (2) UUDNRI 19453, delegasian ini adalah wewenang
pemerintah menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan
Undang-Undang sebagaimana mestinya."

Satjipto Rahardjo mengemukakan bahwa peraturan perundang-

undangan menghasilkan peraturan yang memiliki ciri-ciri sebagai
berikut:

.

b.

Bersifat umum dan komprehensif, dengan demikian merupakan
kebalikan dan sifat-sifat vang khusus dan terbatas;

Bersifat universal, peraturan perundang-undangan diciptakan
untuk menghadapi peristiwa yang akan datang yang belum jelas
bentuk konkretnya. Oleh karena itu, ia tidak dapat dirumuskan

untuk mengatasi perishwa-peristiwa tertenbu saja.t

Peraturan perundang-undangan, bersifat umum, yaitu ditujukan

urituk masyarakat pada umumnya, bukan hanya untuk pribadi. Isinya
bersifat abstrak, vaitu bukan mengatur hal yang konkrit atau kasuistis
dan berlaku terus menerus.”

Menurul istilah yang dikenal dalam cabang tlmu hukum *Hukum

Tata Pengaturan {Regelingsrechl; Fegelungsrecht})”, di luar “peraturan
perundang-undangan (wettelipke regels)”, ada lagi jenis peraturan lain
yvang discbut “ peraturan kebijakan (belendsregels; psewdo wetgeving)”.

Pembedaan antara peraturan perundang-undangan dengan per-

aturan kebijakan dapat dilihat dari fungsinya, dasar wewenangnya dan
materi muatan yang diatur, Fungsi peraturan perundang-undangan
adalah menyelenggarakan fungsi legislatif, dasar wewenangnya adalah
atribusi atau delegasi, materi muatan yang diatur terdiri dari:"

hlaria F. Indrati Soeprapio, Kedudukion dan Matere Muclan Perofuran Prmerortafk
F|'H££||Ir|'|' |'_.I.l|||'q.l|3-l_.l'|1||'.u:|£ Peraturan Feweevintoh, dan R.'n'pmru;.:m Presaden doliem
Penyelerigrarian Pepierintalne Negara i Repuhk Indonesic, " Chaertasi™, Progrm Doktor
i Hukum Universitas Indonesia, [akarta, 2002, him, T55-256,

Safipto Bahardjo, e Hicksers, Adusond, Bandung, 1989, hin. 113

Shidarta, Kerongka Berpkir Hurmormsan Prrafuran Perandeng-Usddngan Dulam
Pengeiofen Pesizir, Dalam Buku Morssi Mewwgu Hormonisas Sisteny Hukom Sebogin
Pilar Pergeiolann l'm'rl,..ll': Pesizir Indoveein, Bementerian Perencanaan Pembangunan
Masional Badan Pedan Perencanaan pembangunan Masional, Departemen Kelaotan
chonn Penkanan, l_}c'p..'.rlc_'mrn Flak Asasi Manuwsia boke A ama |I|.-r||._l;d11 Mlitra Pesisar/
Coalial Rescairors Maragement Project, [akarta, 2006, hlm. 33

M ibid
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a.  Tata kehidupan masyarakat yang mendasar;

b. dapat mengurangi, membatasi hak asasi warga negara/
penduduk;

¢ berisikan norma suruhan/ larangan;

d.  dapat memuat sanksi pidana, sanksi lainnya.

Adapun peraturan kebijakan, dapat dicirikan dari:

a. berfungsi menjalankan fungsi legislatit;

b, dasar wewenang diskresi;

¢ materi muatannya berisikan tentang penetapan;

d. sanksi yang diatur hanya menetapkan sanksi administratif.

1.2 Hukum Internasional dan Hukum Masional dalam Satu
Kesatuan Sistem Hukum

=

1.2.1 ["x-:ngl.*rt'larl Sistem Hukum

Sistem hukum dalam pengaturan pengelolaan SDA kelautan
hukum di suatu negara memiliki arti penting, terutama jika dilihat damn
sudut kegunaan kajian. Pencermatan terhadap sistem hukum akan
mengantarkan pada pemahaman secara komprehensif segala sesuatu
mengenai tata hukum suatu negara. Pemahaman komprehensif
tersebut, antara lain meliputi: keadaan nyata budaya hukum yang
tercermin dari perilaku hukum anggota masyarakat, dapat
diinventarisasi nilai-nilai yang hidup dan dipertahankan oleh
masyarakat, dengan demikian dalam membentuk kerangka hukum
nasional akan mudah dilakukan harmonisasi hukum.'”

Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa sistem mempunyai dua
pengertian, pertama adalah pengertian sistermn sebagai jenis satuan yang
mempunyai tatanan tertent. Tatanan ini menunjukkan pada strukbur
yang tersusun dar bagian-bagian. Kedua, sistem sebagal rencana,
metode, atau prosedur untuk mengerjakan sesuatu. Pemahaman yang,
umum mengartikan sistem adalah kesatuan yang bersifat kompleks
vang terdiri dari bagian-bagian yang berhubungan satu sama lain.
Selanjutnya, Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa dalam pengertian
sistern terkandung hal-hal sebagai berikut:

4. Sistem berorientasi pada tujuan;
b,  Keseluruhan adalah lebih besar darni sekedar jumlah bagian-bagiarn

(tfnelismk;

B | Gede AB, Wiranat, Eearentast Terhadip Tunnfy Sebagad Obpek noesias, Dhsertasi,
Universitas Lampung, Bandar Lampung, 007, hlm, 67,

[} Harkarn Pengelolaan Sumber Davd lam Kolauian



c.  Suatu sistem berinteraksi dengan sistem yvang lebih besar, yaitu
lingkungannya (keterbukaan sistem);

d.  Bekerjanya bagian-bagian dari sistem itu menciptakan sesuatu
vang berharga (branstormasi);

e. Masing-masing bagian harus cocok satu sama lain
{keterhubungan);

f.  Ada kekuatan pemersatu yang mengikat sistem itu (mekamsme
kontrol). '

Sehubungan dengan hukum sebagai sistem, L. Fuller menyatakan
bahwa hukum dapat dianggap sebagai sistem harus memenuhi delapan
asas atau princrple of legalthy, yaitu:

a.  Sistemn hukum harus mengandung peraturan-peraturan, artinya
ia idak boleh mengandung sekedar keputusan-keputusan yang
bersifat ad-hoc;

b, Peraturan-peraturan yang telah dibuat harus dinvmumkan;

Peraturan tidak boleh berlaku surut;

Peraturan-peraturan disusun dalam rumusan yang dapat

dimengerti;

. Sistemn tidak boleh mengandung peraturan yvang bertentangan
satu sama lain;

f.  Peraturan-peraturan bdak boleh mengandung tuntutan yang
melebihi apa vang dapat dilakukan;

g.  Peraturan tidak boleh sering diubah-ubah,

h. Harus ada kecocokan antara peraturan yang diundangkan dengan
pelaksanaannya sehari-hari.”

B

Jika pengertian sistemn di atas dikaitkan dengan hukum nasional,
maka hukum nasional merupakan sistem, karena terdiri dari:

a.  Sejumlah unsur yang saling terkait dan saling berpengaruh satu
sama [ain oleh satu atau beberapa asas,

b.  Asas utama yang menghubungkan semua unsur atau komponen
hukum nasional adalah Pancastla dan UUDNRI 1945, di samping
asas hukum lain yang berlaku dalam dan bagi disiplin hukum
lertent,

" Satppio Rahardje, Hickiees dasr Masgarakar, Angkasa, Bandung, 1986, hlm. 4B
7 Lo L Fuller, The Sdonchiby of Lice, BEdsd Bevisy, Mew Haven & London, Vale Universiby
Prems, 1971, him. 38-30.
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c.  Semua unsur atau komponen terpaut dan terorganisasi menurut
struktur atau pola tertentu, sehingpa senantiasa saling pengaruh
mempengaruhi.'®

Jadi sistem hukum nasional adalah sistern hukum yang tersusun
secara hirarkhis dan berintikan cita hukum Pancasila yang
dioperasionalkan ke dalam kenyataan melalui asas hukum nasional
pada proses pembentukan hukum positif melalui peraturan perundang-
undangan dan yurisprudensi.*® Dengan demikian, harmonisasi
peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan
pengelolaan SDA kelautan vang merupakan bagian dari sistern hukum,
tentunya juga ditujukan dalam kerangka pembangunan sistem hukum
nasional, yaitu bangun hukum yang tersusun secara sistematis dan
hirarkhis yang berintikan cita hukum Pancasila.

Seminar Hukum Masional [V Tahun 1979, sebetulnya telah
meletakkan landasan terhadap pembangunan sistem hukum nasional,
vartu:

a.  bistem Hukum Masional harus sesuai dengan kebutuhan dan
kesadaran hukum rakyat Indonesia;

b.  Landasan hukum nasional adalah Pancasila dan UUTDNEL 1945;

¢ Asas-asas umuom dan hukum nasional sdalah asas-asas yang tercantum
dalarmn GBHN vaity; asas manfaal, usaha bersama dan kekeluargaan,
demokrasi, adil dan merata, perikehidupan dalam keseimbangan,
kesadaran hukum dan asas kepercayaan pada din sendiri;

d.  Fungsi hukum nasional adalah pengavoman;

e, Dalam rangka menciptakan ketertiban dan kepastian hukum
untuk memperlancar pembangunan nasional, hukum nasional
sejauh mungkin diusahakan dalam bentuk tertulis. i samping
itu, hukum yang tidak tertulis tetap merupakan bagian dan
hukum nasional;

f. Untuk memelihara persatuan dan kesatuan, hukum nasional
dibina ke arah unifikasi dengan mempertahankan kesadaran
hukum masyarakat, khususnya dalam bidang-bidang yang erat
hubungannya dengan kehidupan spiritual

-

Sunarvati Hartono, Poliik Hukam Memipie Satu Sistemn Hikaim Muséonal, Alumnpi,
Bandung, 1931, him. 37

"™ Bermard Aref Sidharta, Befieks Tertang Struktur e Hukuon, Mandar Mapu, Bandung,

193, blen. 80-81, Lihat pula Kasnu Goesniadhie, OpoCif, hlme 79

*  Barda Mawawi Arief, Peggrpalion Hedum Dvlare Savegia Tigen Pesmbangrnmm Masoomd,
Mamalsh-Masalah Hukum, Mo, 9 Tahun 1991 FH UNTTHF, Semacang, 1991, Hal. 8. Libat
pula L. Tr Setyawantn [, Korsep Dasar don Mgl Pegaburan Pergelofiin Pesesir Terpady
Dralam Lingghup Sagonal, Chradika Bhakti Litiga Press, Semarang, 305, hlm, 162
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Kesepakatan nilai-nilai yang terkandung Pancasila dan UUDNRI
1945 sebagai landasan utama pembangunan hukum nasional, dengan
demikian paradigma pembangunan hukum terkandung paradigma
harmoni, termasuk sermua nilai-nilai yang dapat dimasukan dalam
kategori harmoni seperti kekeluargaan, keselarasan, keserasian, dan
keseimbangan. Kesemua nilai-nilai ind menunjukkan tatanan kehidupan
yang berkualitas komunal.®® Masalah yang dihadapi dalam
pembangunan struktur kepada paradigma dengan kelengkapan nilai-
nilainya tersebut melalui sistem hukum dalam peraturan maupun
dalam prakteknya tidaklah mudah, tetapi melalui peraturan
perundang-undangan yang harmonis akan dapat menempatkan SDA
di bawah kekuasaan negara yang menjadi pengemban amanat rakyat,
vaitu sebagai pemilik dari segala sumber kekayaan alam, =@

Berdasarkan pembahasan tentang berbagai pengertian sistem
hukum, maka peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang
SDA kelautan yang demikian banyak, perlu adanya penyesuaian atau
harmoenisast. LM, Gandhi mengartikan harmonisasi hukum adalah
mencakup penyesuaian peraturan perundang-undangan, keputusan
pemerintah, keputusan hakim, sistem hukum dan asas-asas hukum
dengan tujuan peningkatan kesatuan hukum, kepastian hukum,
keadilan (justice, gerechtgheid), dan kesebandingan (equity, billijkheid),
kegunaan dan kejelasan hukum, tanpa mengaburkan dan
mengorbankan pluralisme hukum kalau memang dibutuhkan,®

1.2.2 Berlakunya Hukum Internasional dalam Hukum Nasional
Indonesia

Penguasaan negara terhadap SDA melalui berbagai perangkat
hukum berkaitan dengan upaya untuk sebesar-besarnya bagi
kesejahteraan rakyat dan harus didasarkan pada norma hukum vang
mencerminkan asas hukum, baik pada tingkat hukum nasional beserta
peraturan pelaksananya, termasuk ketentuan internasional yang telah
diratifikasi oleh pemerintah Indonesia, maupun peraturan perundang-
undangan di daerah (peraturan daerah) beserta peraturan
pelaksanaannya.

7 L TriSetyawanta B, Korzep Dasar dan Masalah Perngaturdn Perpeloloan Pesesar Terpady
Dalam Linghup Masional, Chradika Bhakti Litiga Press, Semarang, 2005, him, 167,

2 Muochtar Kusumaatmadija, Pemanilepan Ciie Hekeom dan Asas-Azas Hukum SNasiomn 4
Masa Kimt dun Masa yang ek Dutarg, Makalah Seminar Temu Kenal Cita Hukam
dan Penerapan Asas- Asas Hukum asional, BPHM, [akarta, 1995 hlin. 13,

? LM Gandhi, Harmonisast Flukum Menujn Hukum yang Responsyl, Orasi llmiah
Pengukuhan labatan Guru Besar Tetap pada Fakultas Hubum Universitas [ndonesia,
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Pengelolaan SDA kelautan, tidak dapat dipisahkan dengan
berbagai ketentuan internasional yang diratifikasi oleh pemerintah
Indonesia. Ketentuan hukum internasional yang mengatur tentang
masalah pengelolaan SDA kelautan juga harus dipandang dalam satu
kesatuan sistem hukum nasional.

Secara teoritis, berlakunya ketentuan internasional dalam hukum
nasional, terdapat 4 {empat) teori, yaitu:

a.  Teori inkorperasi (incorporation), menurut teori positivis bahwa
hukum internasional tidak dapat secara langsung dan ex proprio
vigore (dengan kekuatannya sendiri) diterapkan di tingkat
nasional, sehingpa harus melalui proses adopsi atau inkorporasi
khusus oleh atau ke dalam hukum nasional.

b. Teori delegnsi menvatakan bahwa hukum internasional telah
mendelegasikan kepada konstitusi negara, hak untuk menentukan
kapan perjanjian internasional mulai berlaku dan bagaimana caranya
agar ketentuan tersebut menjadi bagian dari hukum nasional.

c.  Teon transfrmasi. Pandangan kaum voluntaris menyatakan bahwa
berlakunya hukum internasional tersebut ke dalam hukum nasional
harus melalui transformasi lebith dahulu, baik dalam formal
maupun substansial, sehingga hukum internasional tersebut sudah
tidak ada lag telah berubah menjadi hukum nasional.

d.  Teori harmonisasi, di mana antara hukum internasional dan hukum
nasional dilaksanakan dengan harmonis. Jika terdapat
pertentangan antara keduanya, maka harus dipandang dalam
keharmonisan #

Indonesia sebagai suatu nepara yang menghormati hak-hak
negara lain, juga melaksanakan ketentuan internasional melalui
mekanisme ratifikasi. Konsekuensi negara yang merabfikasi ketentuan
internasional berarti negara tersebut setuju untuk meldksanakannya.

Ratifikasi hukum internasional di Indonesia, berdasarkan Undang-

Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Pengesahan Perjanjian

Internasional; dilakukan dengan Undang-Undang dan Keputusan

Presiden. Jika ketentuan Internasional telah diratifikasi, maka secara

teoritis bahwa hukum internasional tersebut telah menjadi bagian dari

sistern hukum Indonesia.

Jukarta, 14 Chtober 1995, lihat pula Bambang Iriana Drapaotmadia, Hirronisas Hukum
Pengefolean Sumber Daya Eelawton Dalon Bongre Desendraleas, Badan Pembinaan
Hukum Masional, Departemen Huokum dan Hak Asasi Manuosia Bl Jakaria, 2007,
him. 7.

¢ I Wayan Parthiana, Pergantier Hudeon lntermasont, Mandar Maju, fakarta, 2000, hlm
150,
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1.3  Pengertian dan Prinsip-Prinsip Pengelolaan SDA Kelautan

[stilah pengelolaan terjemahan dari istilah management (Bahasa
Inggris) merupakan istilah dari disiplin ilmu ekonomi. Pengertian
maniagenent, terkandung makna adanya segi-segi keteraturan. Demikian
pula dengan mengingat tujuan yang akan dicapai, maka akan berkaitan
pula dengan segi-sepi kehidupan demi terselenggaranya kelangsungan
barang-barang vang bersifat living resources

Dengan demikian, secara leksikal, pengelolaan mempunyai empat
arti, yaiba:

a,  proses, cara dan perbuatan mengelola;

b.  proses melakukan perbuatan tertentu dengan menggerakkan
tenaga orang lain;

¢ proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan

Organisasi;

d.  Proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang
terhibat dalam pelaksanaan kebijakan dan pencapaian tujuan.

Berdasarkan pengertian pengelolaan di atas, dapat disimpulkan
bahwa yang dimaksud dengan pengelolaan adalah upaya yang meliputi
kebijakan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan,
pemulihan, pengawasan dan pengendalian SDA migas, khususnya vang
berada di wilayah laut (lepas pantai) Indonesia. Sedangkan yang
dimaksud dengan pengelolaan SDA kelautan dalam penelitian ini dapat
disimpulkan adalah proses atau kegiatan yang dimulai dari perencanaan,
pelaksanaan, dan pengawasan dalam melakukan pengelolaan SDA yang
terdapat di wilavah hukum Indonesia.?

Pengelolaan SDA kelautan mengandung prinsip-prinsip dasar
yang memenuhi ciri-ciri sebagai berikut:™®
3. 5DA merupakan karunia Tuhan YME dan mempunyai nilai megis-

religius di damping mempunyai nilai ekonomis dan fungsi sosial;

2 Sulaiman MNetiatmo, Mengenal Perigelotazn Pantar dalarn Wadak Hukum Ingernasion

Luut, Masalah-Masalah Hukum, MNo.1-6 Tahun ke XI/1981, FH UNDIP, Semarang,

[961, him. 43,

L. Tri Setyawants B, Pengaturan Hikum Pengembungen Lingkungan Wiy Pesrsir

(Cowshl Zeme Erp- Developrsend | Indonesia don Imrplikasingg Secara Regomal, Program

Pasavasarjana Uiniversitas Padjsdjaran, Bandung, 2003, him. 7475,

© Heryandi, Porgaleinan Landies Fooetinen Dalaps UWNCLOS 1987 dan Ieplemienstnsiniya o
Indimesia, Jumnal Yustisia Fakuttas Hukum Unila, Lampung, 2004, him, 31

* Maria SW. Sumardjono, Reformasi Hukum dan Exhijokan Sumber Daya Aleme Tanch,
Dialam Buky, Demokrast Pengelolaon Suwmtber Daye Alam, 1CEL (Indonesan Center for
Ermwrcorment Lar), Jakorta, 1996, hlm. 47,
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Pengelolaan SDA harus memperhatikan fungsi ekosistem;
Pengelolaan SDA tidak hanya berisikan wewenang untuk
pemanfaatannya (hak), tetapi juga termasuk pelestarian SDA
(kewajiban) yang berfungsi sebagai sumber hidup masyarakat
setempat;

Pengelolaan SDA yang bertanggung jawab dapat memberikan
keseimbangan antara memberikan ruang gerak bagi investasi
tanpa merugikan masyarakat (dimensi kemasyarakatan
kerakyatan);

Pengelolaan SDA harus dapat memberikan wewenang untuk
pemanfaatannya, tanpa mengakibatkan terjadinya usaha yang
bersifat monopolistik;

Pengelolaan SDA harus dapat mewujudkan persamaan hak dan
keadilan dalam akses dan pemanfaatannya;

Pengelolaan SDA hagus mengakomodasi peran serta masyarakat,

Pengelolaan SDA kelautan tidak dapat pula dilepaskan dari

prinsip yang terkait dengan lingkungan dan pembangunan,
sebapaimana diamanatkan dalam KTT Bumi Tahun 1992 dan perjanjian
internasional lainnya, seperti Kerangka Konvensi mengenai Perubahan
Tklim 1992, Konvensi Keanckaragaman Hayati 1992, UNCLOS 1982,
dan Program Aksi Global, yaitu:

i,

b.

d.

o

prinsip hubungan timbal balik dan keterpaduan (principle of
interrelationship and integration); :

prinsip keadilan antar dan inter generasi (i ter and intragenerationl
equity principle); !

prinsip hak untuk berkembang/hak untuk pembangunan
(principle of the right to develop)

prinsip perlindungan terhadap lingkungan (environmental
safeguards principles)

prinsip pencegahan dini (precationary principle);

prinsip pencemar yang membayar (polluter pays principlel; and
prinsip keterbukaan dan prinsip lainnya yang berorientasi pada
proses (bransparcacy prociple and other process oriented principle).

Prinsip-prinsip yang berkaitan dengan sifat dan cin-ciri khusus

dari laut, terdiri dari; ™

2 Milen Djoulgerov and Knaouss Feflow, Integniled  Cowstal Mumnigemen! {TCM) Basee,

Center for the Study of Marme Policy, University of Delaware, Mewark Delawer,
2001, hlm. 19-20.

“ Heryandi, Hukim Ling Intermmsimal, Lembaga Penclittan Unila, Lampung, 2008, i, 31,
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a.  Prinsip yang didasarkan pada sifat publik dari laut (principle based
on the public nature of the oceans);

b.  Prinsip-prinsip yang berkaitan dengan sifat biofisik dari wilayah
pesisir (principles related to the bophysical nature of he coastal zone);

c.  Prinsip-prinsip yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya
dan ruang wilayah pesisir dan laut (principle related fo the usai of
coastal and ocehan resources and spoce !

Berbagai prinsip-prinsip pengelolaan SDA laut di atas, idak dapat
dikesampingkan, karena Indonesia sebagai salah satu negara tidak
mungkin melepaskan tanggung jawab internasionalnya sebagai
konsekuensi negara berdaulat yang sejajar dengan negara-negara
berdaulat lainnya.

1.4 Prospektif Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Wilayah Laut
1.4.1 Prospektif Desentraliasi dan Otonomi Daerah

Untuk mengetahui prospek tersebut dapat dilakukan dengan
menggunakan berbagai pendekatan. Salah satu pendekatan yang
digunakan dalam penyelenggaraan otenomi daerah, menurut Diamond
adalah aspek wleologi, politik, sosial budaya, pertahanan keamanan,
dan demokrasi. Masing-masing aspek tersebut, dapat dijelaskan sebagai
berikut:®

Dart aspek ideologs, sudah Telaﬁ dinyatakan bahwa Pancasila
merupakan pandangan, falsafah hidup dan sekaligus dasar negara.
Milai-nilai Pancasila mengajarkan antara lain pengakuan Ketuhanan,
semangat persatuan dan kesatuan nasional, pengakuan hak azasi
manusia, demokrasi, dan keadilan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh
masyarakat. Jika kita memahami dan menghayati nilai-nifai tersebut,
maka dapat disimpulkan bahwa kebfjakan Otonomi Daerah dapat
diterima dalam penvelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara,
melalui Monomi Daerah nilai-nilal luhur Pancasila tersebut dapat
diwujudkan dan dilestarikan dalam setiap aspek kehidupan bangsa
[ndomesia,

Dari aspek polihik, pemberian otonomi dan kewenangan kepada
Daerah merupakan suatu wujud dari pengakuan dan kepercayaan

o g
* DMamond, Developiny Demoenicy Teansrd Consilrdation, Baltimore and London: The
Jonh Hopkins University P'ress, London, 1999, him. 87,
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Pusat kepada Daerah. Pengakuan Pusat terhadap eksistensi Daerah
serta kepercayaan dengan memberikan kewenangan yang luas kepada
Diaerah akan menciptakan hubungan yang harmonis antara Pusat dan
Daerah. Selanjutnya kondisi akan mendorong tumbuhnya dukungan
Daerah terhadap Pusat, akhirnya akan dapat memperkuat persatuan
dan kesatuan bangsa. Kebijakan Otonomi Daerah sebagai upaya
pendidikan politik rakyat akan membawa dampak terhadap
peningkatan kehidupan politik di Daerah.

Drari aspek ekonomi, kebijakan Otonomi Daerah yang bertujuan
untuk pemberdayaan kapasitas daerah akan memberikan kesempatan
bagi Daecrah untuk mengembangkan dan meningkatkan
perekonomiannya. Peningkatan dan pertumbuhan perekonomian
daerah akan membawa pengaruh vang signifikan terhadap
peningkatan kesejfahteraan rakyat di Daerah. Melalui kewenangan yang,
dimilikinya untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat,
daerah akan berupaya untuk meningkatkan perekonomian sesuai
dengan kondisi, kebutuhan dan kemampuan. Kewenangan daerah
melalui Monomi Daerah diharapkan dapat memberikan pelayanan
maksimal kepada para pelaku ekonomi di daerah, baik lokal, nasional,
regional maupun global,

Dari aspek sostal budaya, kebijakan Otonomi Daerah merupakan
pengakuan terhadap keanekaragaman Daerah, baik itu suku bangsa,
agama, nilai-nilai sosial dan budaya serta potensi lainnya yang
terkandung di daerah. Pengakuan Pusat terhadap keberagaman Daerah
merupakan suatu nilai penting bagi eksistensi Daerah, Dengan
pengakuan tersebut Daerah akan merasa setara dan sejajar dengan suku
bangsa lainnya, hal ini akan sangat berpengaruh lerhadap upaya
mempersatukan bangsa dan negara. Pelestarian dan pengembangan
nilai-nilai budaya lokal akan dapat ditingkatkan pada akhirnya
kekavaan budaya lokal akan memperkaya khasanah budaya nasional,

Selanjutnya dari aspek pertahanan dan keamanan, kebijakan Otononu
Daerah memberikan kewenangan kepada masing-masing daerah untuk
memantapkan kondisi Ketahanan daerah dalam kerangka Ketahanan
Masional, Pemberian kewenangan kepada Daerah akan menumbuhkan
kepercayaan Daerah terhadap Pusal. Tumbuhnya hubungan dan
kepercayaan Daerah terhadap Pusat akan dapat mengeliminir gerakan
sepatalis yang ingin memisahkan diri dar Negara Kesatuan Republik
[ndonesia,

Aspek demokrasi dari penyelenggaraan kebijakan etomomi daerah
sangat berkaitan dengan int dari otonomi daerah itu sendiri, yaitu
pemberdayaan dan pelibatan masyarakat daerah dalam pelaksanaan
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otonomi daerah. Sementara ibu, demokrast menurut Dhamond, harus
dipandang sebagai [enomena yang berkelanjutan. Dipandang dari
perspektif ini, masa depan demokrasi adalah tiada henti; elemen-elemen
demokrast akan muncul dan berkembang dalam berbagai tingkatan
dan tahapan dengan tingkat kecepatan yany berbeda-beda di setiap
negara, Perubahan demokrasi juga bergerak menuju arah yang berbeda,
bisa menjadi semakin demokratik dan bisa juga semakin tidak
demokratik. Oleh karena itu, demokrasi harus selalu diperkuat baik
dengan penguatan institusi maupun penguatan civil soctety.

Dalam rangka memantapkan otonomi daerah sehingga mencapai
tujuannya, maka dalam perencanaan pembangunan di daerah, menurut
Ateng Syatrudin harus didasarkan pada prinsip-prinsip otonomi
daerah, vaitu-™
a.  Otonomi daerah harus menunjang aspirasi perjuangan rakyat

dalam memperkokoh negara kesatuan dan mempertinggi

kesejahteraan rakyal Indonesia;

b, Otonomi daerah harus merupakan otonomi nyata, dinamis dan
bertanggung jawab;

c.  Mengutamakan aspek keserasian dengan tujuan di samping aspek
pendemokrasian;

d.  Melaksanakan otonomi daerah berarti meningkatkan daya guna
pemerintahan daerah dalam hal pembangunan dan pelayanan
masyarakat. Upaya tersebut sekaligus merupakan pembinaan
kestabilan politik dan kesatuan bangsa;

¢, Segplasasnya, asas desentralisasi perlu disertal asas dekonsentrasi
dan dilengkapi dengan asas medebeiind vang berarti penyerahan
tugas pelaksanaan urusan pemerintahan pusat kepada
pemerintahan daerah, atau tugas pemerintah daerah tingkat |
kepada pemerintah daerah tingkat [1.

Sejalan dengan pemikiran Ateng Svafrudin, Ermaya Suradinata
menegaskan bahwa; penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan
dengan prinsip-prinsip sebagai berikat:™
a.  Memperhatikan aspek pendewasaan demokrasi, keadilan,

pemerataan serta potensi dan keanekaragaman daerah.

b.  Drdasarkan pada otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab
vang difetakkan pada daerah kabupaten dan daerah kota
sedangkan provinsi sangat terbatas.

"ohteng Syafrudin, Bueknise den Pembdngzonm, UNPAE, Bandung, 1992, him. 5,
" Ermava Suradinata, Oonenn Dacraly dan Poradigma Kepemimpinas Pemerindhan
it Peleirk dan Reemis, Suarn Bebas, Jakarta, 2008, him, 11,
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Harus sesuai dengan konstitusi negara, sehingga tetap terjamin
hubungan yang serasi antara pusat dan daerah.

Harus meningkatkan kemandirian daerah otonom.

Harus meningkatkan peranan dan fungsi badan legislative daerah,
tungsi pengawasan maupun fungsi anggaran atas
penyelengparaan pemerintah daerah.

Asas dekonsentrasi diletakan pada daerah provinsi dalam
kedudukannya sebagai wilayah administrasi untuk melaksanakan
kewenangan pemerintah tertentu yang dilimpahkan kepada
gubernur sebagai wakil pemerintah.

Tugas pembatuan dimungkinkan dari pemerintah kepada daerah,
dari pemerintah dan daerah kepada desa disertai pembiayaan,
sarana prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban
melapor dan mempertanggungjawabkan kepada yang
menugaskan.

=

Prinsip-prinsip di atas, secara konseptual maupun hukum, harus

disesuaikan dengan UUDNRI 1945 yang memuat berbagai paradigma
baru dan arah pemerintahan daerah yang baru pula. Prinsip-prinsip
tersebut, yaitu:™

k.

Prinsip daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan
pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan
(Fasal 18 ayat (2)). Ketentuan ini menegaskan bahwa
pemerintahan otonom dalam NKRIL Dalam pemerintahan daerah
hanya ada pemerintahan otonomi (termasuk tugas pembantuan);
Prinsip menjalankan otonomi seluas-luasnya (Pasal 18 ayat (5)),
terkandung makna dalam pasal ini bahwa daerah berhak
mengatur dan mengurus segala urusan atau fungsi pemerintahan,
kecuali yang ditentukan sebagai yang diselenggarakan pusat,
Dalam hal ini campur tangan pusat perlu dibatasi pada hal yang
benar-benar bertalian dengan upaya menjaga keseimbangan
antara prinsip kesatuan {umit) dan perbedaan (diversity);

Prinsip kekhususan dan keragaman daerah {Pasal 18 A ayat (1)),
Prinsip int mengandung makna bahwa bentuk dan isi otonomi
daerah tidak harus seragam (umifornnias). Bentuk dan isi otonomd
daerah ditentukan oleh berbagai keadaan khusus dan keragaman
setiap daerah;

= Bagir Manan, Menyongsong Fajor Otomenn Daeeh, Pusar Studi Hokum {PSH)

l&

Fakultas Hukum U1l Yogyakarta, Yogyakarta, 2005, him, 1017
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d. Prinsip mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum
adat beserta hak-hak tradisionalnya (Pasal 18 B ayat {2)). Dimaksud
masyarakat hukum adat adalah masyarakat hukum
(rechisgemeenchap) yang berdasarkan hukum adat atau adat :stiadat
seperti desa, marga, nagari, gampong. meunasah, huta, negorij
dan lain-lain. Masyarakat hukum adalah kesatuan masyarakat
yvang bersifat teritorial dan genealogis vang dibedakan dengan
masyarakat hukum lain dan dapat bertindak ke dalam atau ke
luar sebagai satu kesatuan hukum (subjek hukum) yang mandiri
dan memerintah diri mereka sendiri;

e. Prinsip mengakui dan menghormati pemerintah daerah yang
bersifat khusus dan istimewa (Pasal 18 B ayat (1}). Makna prinsip
ini telah mengalami perluasan dari arti sebelum ULUTDNRI 1945
diamendemen, karena pengertian khusus dan istimewa,
Penjelasan Pasal 18 UUDNRI 1945 yang lama menyebutkan bahwa
kata istimewa dikaitkan dengan pemerintahan ash atau yang
diselenggarakan pribumi di masa penjajah. Demikian pula halnya
dengan pengertian khusus, dahulu pengertian khusus seperti
daerah Khusus kota Jakarta [bukota Negara Indonesia), saat ini
diperluas Propinsi Aceh dan Irian Jaya, namun bdak ada kriteria
baku untuk hal ini.

f.  Prinsip hubungan antara pusat dan daerah harus dilaksanakan
secara selaras dan adil (Pasal 18 A ayat (2)). Meskipun tidak ada
satu ukuran tertentu mengenar hubungan yang adil dan selaras,
prinsip ini menunjukkan bahwa daerah berhak memperoleh
secara wajar segala sumber daya untuk mewujudkan
pemerintahan daerah yang mandiri dan kesejahteraan rakyat
daerah yang bersangkutan.

1.4.2 (tonomi Daerah di Wilayah Laut

Berlakunya UNCLOS 1982 yang diratifikasi oleh pemerintah
Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1983, semakin
memantapkan posisi Indonesia sebagail negara kepulavan dan
menambah luas wilayah laut Indonesia tidak kurang dari dua kali lipat

Perairan laut Indonesia, terdiri dari garis pantai sepamjang kurang
lebih B1.000 km?, mengelilingi kurang lebih 173K pulau, 3,1 juta km’
laut teritorial, dan 2,7 juta km® perairan ZEEL Dalam perairan laal
Indonesia, sebagaimana perairan laut lainnya, jupa terkandung berbagai
sumber daya, batk, maupun sumber daya non hayati seperti minyak
dan gas bumi, sulphuer, ard mineral, batu bara, dismond, nodules, sepert

Hikwm Pengeloloan Spmber Doye Alam Kelowon 17



mangan, best, cobalt, nikel dan copper, belum lagi potensi yang terdapat
di wilayah pesisir (pantai) yang juga mengandung berbagai potensi
yang dapat dijadikan sumber kehidupan masyarakat Indonesia.

Pemanfaatan SD'A kelautan ini hingga saat ini dipandang oleh
banyak kalangan belum dilakukan secara optimal. Hal ini terungkap
dalam Pidato Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada acara
penverahan penghargaan pemenang lomba kelompok sektor kelautan
vang menvatakan bahwa “sesungguhnya aneh jika negara nusantara
yvang memiliki garis pantai yang begitu panjang, ternyata
sumbangannya dari seklor perikanan dan kelautan terhadap
Pendapatan Domestik Bruto Masional masih rendah (2,21 persen)”.™

Salah satu kelemahan rendahnya pendapatan negara dar wilayah
laut, karena banyaknya instansi yang terkait dalam pengelolaan 5DA
kelautan masih berorientasi pada wilayah daratan, sehingga
pendekatan yang dilakukan oleh instansi tersebut umumnya cenderung
lebih bersifat lamd-oriented. Pada hal kondisi daratan dan lautan/ perairan
sangat berbeda.™ i sisi lain, pengelolaan sumber daya kelautan pada
masa lalu dan pada bidang-bidang tertentu masih dirasakan saat ini
bersifat sentralistik. Lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999
dan diubah dengan Undang-Lindang Nomeor 32 Tahun 2004, terjadi
pergeseran paradigma kewenangan daerah dalam pengelolaan sumber
daya kelautan ke arah desentralistik.

Pelaksanaan otonomi daerah di wilayah laut, memerlukan
metode dan pemikiran pembangunan dengan mengedepankan
pemberdayaan lokal dan perlindungan sumber daya kelautan.
Kebijakan kelautan nasional pada masa lalu yvang bercirikan sentralistik
{baik proses produksi maupun substansinya); berbasis dokirin conon
property; dan ank pluralisme ™

Ciri sentralistik  telah menutup kemungkinan bagi
terselengearanya peran serta daerah dan masyarakat lokal dalam
mengatur dan memanfaatkan sumber daya kelautan. Demikian pula
dengan dokirin commen property vang memberikan peluang kepada siapa
saja dimana saja, kapan saja, dan dengan alat apa saja dapat melakukan
pemanfaatan sumber daya kelautan menjadikan regulasi mirip hukum

* Kompas Tanggal 1 Februar 2005

¥ Bambang Irien Djsjastmadije, Hermonisesi Huke Pengelelagr Sumber Daye Keloplan
Dalam Rangha Deserdrnlesess, Badan Pembinaan Hukum Masional, Depaclemen
Hukun dan Hak Asasi Manusia B], Jakarta, 207, hlm. 4.

Arif Satria dkk, Menupe Deserdralizess Kelouten, Kerjasama Pusat Kajian Agrarian-
FE, Partnership for Government Beform in Indonesia, don PT, Pustaka Cidesindo,
lakarta, 302, him. X2
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rimba. Ciri anti pluralisme yang menentukan bahwa pemilikan SDA

hanya pada negara akibat penafsiran Pasal 33 UDNRI 1945 yang keliru,

sehingga siapa saja dapat memiliki hak sepanjang pelaksanaannya tidak
melanggar hukum nasional yang ditetapkan pemerintah pusat,
berakibat pemilikan lokal yang dilandasi hak-hak tradisional maupun
pengaturan lokal atas laut dianggap tidak ada.™

Perubahan paradigma pengelolaan sumber daya kelautan saat
ini, menuntut pemerintah lebih memantapkan dan memperbaiki
kebijakan-kebijakan pengelolaan SDA. Arah kebijakan dalam
perencanaan pembangunan saat ini telah menunjukkan adanya
perubahan ke arah desentralisasi. Hal ini ditandai dengan adanya
beberapa perubahan, sebagaimana dinyatakan oleh Diani Sadiawaty,
vaihn:®

a.  Dalam proses pengambilan keputusan, telah berubah dari
pendekatan yang besifat fop-doten ke arah pendekatan bottom-up;

b.  Darisisi kelembagaan, peran pemerintah yang selama ini banyak
bergerak sebagai pemain utama sekaligus provider telah bergeser
sebagai fasilitalor dan emabler;

©. Dari sisi pendekatan perencanaan, kebijakan otonomi daerah
perlahan-lahan telah bergeser perencanaan yang bersifat sektoral
ke arah perencanaan vang bersifat regional (multisektor);

d.  Dari sisi kepentingan masyarakat lokal, lembaga masyarakat dan
nstitusi adat semakin diakui dan di kedepankan peranannya
schagal public controller:

. Dari pola pemanfaatan sumber daya alam, telah terjadi pergeseran
kepentingan pemanfaatan dari yang berorientasi pada
kepentingan ekonomi jangka pendek ke arah pemanfaatan yang
lebih mementingkan keseimbangan alam dalam jangka panjang._

Perubahan-perubahan yang terjadi techadap penpelolaan sumber
daya kelautan di era otonomi daerah, perlu didukung dengan
penguatan peraturan perundang-undangan. Berlakunya Undang-
Undang Momor 32 Tahun 2004 merupakan langkah awal peletakkan
dasar desentralisasi pengelolaan sumber daya kelauwtan yang menuju
otomomi di wilavah laut, namun demikian, perlu dicermati dengan

™ Bambang Irian Djajaatmadja, G Cir, bl 1718,

“ Diani Sadiawaty, Kebilakun Nasional Tentong Integrasi Pengelolaan Sumber Dy
Aoy Dalupy Mewsjiodkan Pembangienon yang Berkesingmba tgan. bakalah Seminar
Integrasi Pengelolaan Sumber Daya Alam Dalam Mewujudkan Fembangunan
vang Berkesinambungan, BPFHMN dan Fak. Universitas Tanjung pura, Pontianak,
2930 September 20003,
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adanya perkembangan hukum laut internasonal yang membagi zona-

zona maritim ke dalam beberapa zona, yaitu zona yang dapat

ditundukkan kepada kedaulatan dan yurisdiksi negara pantai, dan zona
internasional, baik terkait dengan pengelolaan perairannya maupun
dasar laut dan tanah dibawahnya.

Desentralisasi pengelolaan SDA kelautan yang terkait dengan
wewenang daerah, menurut ketentuan internasional hanya sebatas
pada laut territorial (12 mil dari garis pangkal) dan perairan kepulauan,
yaitu perairan yang berada di dalam garis pangkal negara kepulauan.
Adapun pada landas kontinen daerah tidak dapat berwenang
melakukan pengelolaannya (tetap ada pada pemerintah pusat), karena
pada landas kentinen negara Indonesia hanya dapat menempatkan
hak berdaulat, yaitu memiliki wewenang terbatas terhadap pengelolaan
SDAnya dan yurisdiksi terbatas," seperti pemesangan kabel dan pipa
di dasar laut dan pembuatan pulau buatan di landas kontinen, Oleh
sebab itu, pengaturan pengelolaan SDA kelautan dalam kaitannya
dengan ctonomi daerah dalam peraturan perundang-undangan, perlu
memperhatikan ketentuan internasional agar tidak menimbulkan
konflik, baik antara pemerintah pusat dan daerah maupun antara
negara. :

Pelaksanaan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004,
jika dihubungkan dengan ketentuan internasional yang mengatur
tentang cara penarikan batas dan pengakuan Indonesia sebagai negara
kepulavan, akan timbul beberapa permasalahan terhadap otonomi
daerah di wilayah laut, seperti:* 2
¢.  Terdapat tilik-titik singgung antara pulau-pulau kecil di antara

wilayah propinsi (dapat 2 atau 3 propinsi) dalam satu arca.

b Harus dapat ditarik hubungan atau garis hubung antara wilayah
darat propinsi di pulau besar dengan batas wilayah laut di sekitar
pulau-pulau kecil {sehingga tergambar batas lingkungan wilayah
propinsi di darat, laut sebagai satu kesatuan).

c.  Hasil akhir cara pengukuran seperti tersebut di atas
mengakibatkan adanya kantong-kantong di perairan kepulauan
dengan kemungkinan:

* lmre Anthony Csabali, The Consepl of State lurisdiction in Inbernational Spare Loy,
Martinus Nijhott, The Hague, 1971, him. B, menyatakan bahwa yurnisdiksi adalah:
Stale furtsdiction an public internusional lat mean the right of a state to regulate or
affect bath degislative, executive or fucicial measures the right of perags, property, ool
er poent uii sespect fo mallers wol exclisively of domeshik coricern,

Kunters, Harpiotisass Hickuonr Tentang Eetnernangan Daereh o Wiliyah Lout, Badan
Pembinaan Hukum Masional Departemen Kehakiman dan Flak Asasi Manusia,
lakarta, 300, him, 54
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* Kantong-kantong tersebut dikelola oleh pemerintah pusat,

* Kantong-kantong tersebut dibagi lagi kepada propinsi-
propinsi terdekat,

* Pengukuran ke arah perairan kepulauan langsung dibagi
habis sehingga tidak terdapat kantong-kantong lagi walaupun
akibatnya ada wilayah propinsi mencapai 12 mil laut,

Selain permasalahan tersebut di atas, dalam penguatan peraturan
perundang-undangan juga harus memperhatikan ketentuan
nternasional yang berkenaan dengan perlindungan SDA kelautan,
maupun keselamatan dan keamanan pelayaran, seperti ketentuan
tentang alur laut untuk pelayaran kapal-ka pal. di areal ini tidak dapat
dilakukan eksploitasi dan eksplorasi karena memang dicadangkan
untuk lintas kapal. Oleh sebab itu, untuk mengimplementasikan
Undang-Undang Nomer 32 Tahun 2004 dan berbagai peraturan
perundang-undangan vang terkait dengan pengelolaan pertambangan
minyak dan gas bumi di lepas pantai, perlu diharmonisasikan dengan
ketentuan internasional, seperti; pengaturan batas kedaulatan dan
yurisdiksi negara pantai, hak dan kewajiban negara pantai dalam
pengelolaan SDA, hak-hak nelayan tradisional, dan berbagai
pengaturan yang terkait lainnva.
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PENGATURAN PENGELOLAAN SUMBER
DAYA ALAM KELAUTAN DALAM HUKUM
INTERNASONAL

21 Dalam UNCLOS 1952

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang
kelautan semakin meningkatnya aktivitas pemanfaatan SDA kelautan,
sehingga mempengaruhi perkembangan pengaturan hukum laut, baik
internasional maupun nasional. Ferkembangan hukum laut
mternasional, ditandai dengan munculnya pemikiran-pemikiran
tentang kliam-klaim negara di wilayah laut, karena pada masa lalu
laut merupakan hak milik seluruh umat manusia yang tidak boleh
dimiliki oleh kekuasaan apapun, Dalam perkembangan selanjutnya
banyaknya negara-negara merdeka dan semakin tingginya kebutuhan
akan SDA kelautan, mengubah peta politik pengaturan hukum di
bidang kelautan, sehingga masyarakat internasional memerlukan
perangkat hukum yang dapat dijadikan pedoman bagi negara-negara
dalam memanfaatkan SDA kelautan.

Berbagai pertentangan terhadap berbagai kepentingan dalam
pemanfaatan SDA kelautan akhirnya dapat dikompromikan dengan
disepaktinya naskah konvensi hukum laut internasional vang
diprakarsai oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dan ditanda-tangani 165
negara peserta konferensi, baik utusan negara-negara maupun
organisasi infernasional yang dikenal dengan UMCLOS 1982

UNCLOS 1982 merupakan ketentuan wmum pengaturan wilavah
laut yvang berlaku secara universal, sehingga berbagai ketentuan
internasional yang terkait dengan pemanfaatan SDA kelautan harus
disesuaikan dengan ketentuan UNCLOS 1982 demikian pula halnya
bagi negara-negara yang telah meratifikasi UNCLOS 1982, seluruh
Letentuan hukum nasional yang mangatur masalah kelautan juga harus
disesuaikan dengan UNCLOS 1982
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Pengaturan pengelolaan SDA kelautan, tidak saja diatur dalam
UNCLOS 1982 tetapi juga dalam ketentuan internasional lainnya
seperti; rekomendasi International Maritime Crgamization dan Agenda
21 Perserikatan Bangsa-Bangsa.

UNCLOS 1982 mengatur prinsip-prinsip dasar kekuasaan suatu
negara pantai®’ maupun masyarakat internasional, baik berkenaan
dengan masalah kewilayahan {zona maritim), aktivitas pengelolaan
5DA maupun perlindungan dan pelestariannya. Berlakunya UNCLOS
1982 sekaligus pula mengukuhkan keberadaan Indonesia sebagai
negara kepulauan.

Kekuasaan negara pantai dan masyarakat internasional yang
berkaitan dengan wilayah laut, dalam UNCLOS 1982 diatur bahwa
wilayah laut suatu negara dibagi dalam zona-zona maritium, ™ antara
zona satu dengan zona vang lain memiliki status hukum yang berbeda.
Zona-zona maritim tersebut, yaitu: laut teritorial, zona tambahan, zona
ekonomi ekskusif, landas kontinen, perairan pedalaman dan perairan
kepulauan. Seluruh pengukuran jarak zona maritim tersebut, diukur
dari garis pangkal.®

Sebelum ditetapkannya UNCLOS 1982, garis pangkal untuk
mengukur laut teritorial didasarkan pada asas pasang surut yang terdiri
dari tiga jenis garis pangkal sebagaimana ditetapkan Mahkamah
Internasional dalam Sengketa Perikanan antara Inggris dan Norwegia
Tahun 1951 yaitu: (a) trace parallele, posisi garis batas luar mengikuti
paris dari segala liku pasang surut, (b) arcs of circles, langsung ditetapkan
hatas luar tanpa adanya garis pangkal terlebih dahulu, dan {c) straight
Base line, garis pangkal ditarik tidak tepat menurut garis pasang surut
dengan segala likunya, melainkan ditarik garis-garis lurus yang
menghubungkan titik-titik tertentu yang berada pada garis pasang
surut.! )

Setelah berlakunya UNCLOS 1982, paris pangkal yang digunakan
untuk mengukur lebar laut teritorial dan zona maritim lainnya, terdin
dari: pertama garis pangkal biasa (normal base line) yang digunakan

Negara pantai adalah suatu stilah untuk mensnjukkan bahwa wilayah suatu negara,

ticdak s terdin dari daratan tetapd pula perairan laut Sedangkan negara yang tidalk

memiliki wilayah laut disebut dengan negara tak berpantas atau negara buntu atau

[l bk stide,

4 Perhatikan Fasal 3, Pasal 33, Pasal 55-38, Pasal 76-77 UNCLOS 1982,

# Garis panghkal adalah suatu garis yang ditarik pada ssi-ssi pulau-pulsu ketika air
Laust surut, terdini dan gans pangkal biasa, lurus dan garis pangkal kepulauan.

# Mochtar Kusumaatmadia, Hukom Lewt Internasional, Binacipta, Bandung, 1983, hlm.

1
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untuk bentuk pulau yang secara geograiis tidak berliku-liku tajam,

kedua garis pangkal lurus (straight base ling) untuk bentuk pulau yang

berliku-liku tajam, seperti Norwegia. Ketiga garis pangkal lurus
kepulauan yang digunakan untuk negara-negara vang terdiri dan
banyak pulau dan memenuhi syarat sebagai negara kepulauan,

Ketiga bentuk garis pangkal di atas, pada umumnya negara-
negara meng-gunakan garis pangkal biasa atau normal, kecuali
memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam UNCLOS 1982 untuk
menggunakan garis pangkal lain, sebagaimana diatur dalam Pasal 5
UNCLOS 1982 yang menyatakan bahwa:

Kecuali ditentukan lain dalam konvensi ini, untuk mengukur laut
teritorial digunakan paris pangkal biasa yaitu garis air rendah sepanjang
pantai sebagai-mana terlihat pada peta dalam skala besar yang diakui
oleh negara pantai.

Gans air rendah yang dimaksudkan dalam pasal di atas
merupakan garis yvang ditentukan ketika air laut surut, dalam
pengertian yang paling surut dari pinggir panta1 yang akan diukur
{dalam Komvensi Jenewa 1958 dikenal dengan istilah "ot waler mark™).¥

[ samping garis pangkal normal, untuk mengukur keadaan
pantai-pantai tertentu, baik dalam Konvensi Jenewa 1958 maupun
dalam UNCLOS 1982 dikenal adanya garis pangkal lurus. Konsepsi
penggunaan garis pangkal lurus pertama kali dikemukakan oleh
MNorwegia dalam kasus Anglo-Norwegian Fisheries, kemudian konsepsi
ini diakui oleh Mahkamah Interpasional Tahun 1951 dalam keputusan
terhadap kasus tersebut.

Sejak adanya keputusan Mahkamah Internasional di atas,
penarikan garis pangkal lurus mulai digunakan oleh negara-negara
vang kondisi geografis pulau-pulaunya berliku-liku tajam, seperti
pulau-pulau yang terdapat di Norwegia. Garis pangkal lurus juga
disebut denpan garis pangkal lurus dari ujung ke ujung (Stratght base
linte from point to peint).

[alam Fasal 7 UNCLOS 1982, penarikan garis pangkal lurus dapat
diperpunakan dengan persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

{1} Ditempat-tempat di mana garis pangkal menjorok ke dalam dan
menikung ke dalam atau jika terdapat deretan pulau sepanjang
pantai di dekatnya,

(2} Karenaadanya delta dan kondisi alam lainnya garis pantai sangat
tidak tetap.

T
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(3) Penarikan garis pangkal lurus tidak boleh menyimpang terlalu
jauh dari arah umum dari pantai dan bagian-bagian laut di dalam
garis pantai demikian harus cukup dekat ikatannya dengan
daratan,

(4) Garis pangkal lurus tidak boleh ditarik ke dan dari elevasi surut,
kecuali jika di atasnya telah dibangun mercusuar atau instalasi
serupa secara permanen, dan jika telah memperoleh pengakuan
umum secara internasional.

(5) Dalam hal cara penarikan garis pangkal lurus dapat ditetapkan
berdasarkan ayat (1) maka di dalam menetapkan garis pangkal
tertentu, dapat ikut diperhitungkan kepentingan ekonomi yang
khusus bagi daerah yang bersangkutan yang kenyataannya dan
kepentingannya dapat dibuktikan oleh praktek yang telah
berlangsung lama.

(6) Sistem penarikan garis pangkal hurus tidak boleh ditetapkan cara
yang demikian rupa sehingga memotong laut teritorial dari laut
lepas atau ZEE.

Adanya penarikan garis lurus yang menghubungkan titik-titik
terluar dari wjung pulau-pulau mengakibatkan adanya genangan-
genangan air di sisi dalam garis pangkal tersebut. Bagian dalam dari
garis pangkal yang masih terdapat genangan air ini dikenal dengan
perairan pedalaman. Dengan kata lain, konsekuensi dari penarikan garis
pangkal lurus menimbulkan perairan pedalaman.

-

2.1.1 Laut Teritorial

Laut teritorial merupakan bagian wilayah negara di wilayah laut,
sejaub 12 mil dari garis pangkal. Pasal 2 Konvénsi Jenewa 1958
menentukan bahwa; kedaulatan negara atas laut teritorial meliputi puga
ruang udara di atasnya dan dasar laut serta tanah di bawahnya. Cralam
UNCLOS 1982 status hukum laut teritorial ini ditegaskan kembali
sebagaimana diatur dalam Pasal 2, yaitu:

(1} Kedaulatan negara pantai, selain wilayah daratan dan perairan
pedalamannya dan dalam hal negara kepulauan, perairan
kepulauannya, meliputi pula jalur laut yang berbatasan
dengannya vang dinamakan laut teritorsal,

(2) Kedaulatan ini meliputi ruang udara di atas laut teritorial serta
dasar laut dan tanah di bawahnya.

(3)  Kedaulatan atas laut teritorial dilaksanakan dengan tu nduk pada
ketentuan konvensi dan peraturan hukum internasional lamaya,
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Berdasarkan ketentuan di atas, di laut teritorial yaitu wilayah laut
yvang berada di 12 mil dari garis pangkal, negara dapat menempatkan
kedaulatannya pada tiga dimensi, yaitu pada perairannya, dasar laut
dan tanah di bawahnya maupun pada ruang udara di atasnya. Status
hukum pada laut territorial ini, berakibat pula pada wilayah perairan
pedalaman, karena perairan pedalaman berada di dalam laut teritorial,
maka status hukum perairan pedalaman sama dengan status hukum
laut teritorial.

Perlu pula diperhatikan, walaupun di laut teritorial suatu negara
memiliki kedaulatan, namun kedaulatan ini dibatasi dengan pemberian
hak lintas damai (imnocen! passage) kepada kendaraan air asing. Hak
lintas damai ini dalam hukum internasional telah menjadi asas hukum
laut internasional, yaitu setiap negara harus mengizinkan kapal-kapal
negara asing melintas melalui laut teritorial dengan maksud damai
(hanva sekedar melintas). Dalam UNCLOS 1982, pengaturan lintas
damai diatur dalam Pasal 17 UNCLOS 1982 yang menyatakan bahwa;
dengan tunduk pada ketentuan konvensi ini, kapal semua negara tak
berpantai maupun berpantai, menikmati hak lintas damai melalui laut
teritorial.

2.1.2 Perairan Pedalaman

Sebelum diakuinya garis pangkal lurus, perairan pedalaman
belumlah dikenal, karena vang ada hanyalah laut teritorial dan perairan
darat, yailu perairan yang terletak pada sisi dalam dari garis pangkal
normal yang dapat terdiri dari (tidak selalu) perairan sungai, danau,
dan terusan yang pada umumnya merupakan air tawar. Disahkannya
penggunaan garis pangkal lurus dalam UNCLOS 1982, bagrian laut yang
kini terletak pada sebelah dalam atau pada sisi dalam dari garis pangkal
lurus dan pada sisi luar dan bekas garis pangkal normal yang semula
atau yang dahulunya merupakan laut teritorial dan atau laut lepas kini
berubah statusnya memadi laut pedalaman. Sedangkan bagian perairan
vang terletak pada sisi dalam bekas gans pangkal normal, tetap disebut
perairan darat {mland wakers), Laul pedalaman dan peraran darat
disebut dengan perairan pedalaman,

Posisi perairan pedalaman berada di dalam garis pangkal untuk
mengukur laut teritorial, maka status hukum perairan pedalaman sama
dengan status hukum laut teritorial.

“ 1 Wavan Parthiana, Op O, 2002, hiny 165
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2.1.3 Perairan Kepulauan

Perairan Kepulauan, di perairan ini negara-negara kepulauan,
yaitu negara yvang dapat menerapkan garis pangkal kepulauan,
memiliki kedaulatan terhadap perairan kepulavan yaitu perairan yang
berada di dalam garis pangkal kepulauan, kedaulatan tersebut meliputi
perairannya, dasar laut dan tanah di bawahnya, ruang udara diatasnya
dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.

Sebelum diakuinya garis pangkal lurus, perairan pedalaman
belumiah dikenal, karena yang ada hanyalah laut teritorial dan perairan
darat, vaitu perairan yang terletak pada sisi dalam dari garis pangkal
normal vang dapat terdiri dari (Hdak selalu) perairan sungai, danau,
dan terusan yang pada umumnya merupakan air tawar, tetapi dengan
disahkannya penggunaan garis pangkal lurus, bagian laut yang, kini
terletak pada sebelah dalam atau pada sisi dalam dari garis pangkal
lurus dan pada sist luar dari bekas garis pangkal normal yang semula
atau vang dahulunya merupakan laut teritorial dan atau laut lepas kin
berubah statusnya menjadi laut pedalaman, sedangkan bagian perairan
yang terletak pada sisi dalam bekas garis pangkal normal, tetap disebut
perairan darat (inlend waters). Laut pedalaman dan perairan darat
disebut dengan perairan pedalaman.”

Selain penggunaan garis pangkal biasa dan garis pangkal lurus,
khusus untuk negara kepulauan, seperti halnya Indonesia,™ untuk
menentukan zona maritimnya menggunakan penarikan garis pangkal
lurus kepulauan, yaitu garis yang menghubung-kan titik-hitik terluar
pulau-pulau dan karang kering terluar kepulauan tersebut.

Secara khusus penarikan garis pangkal kepulauan ini, dapat
dilakukan oleh negara pantai, apabila memenuhi persyaratan
sebagaimana ditentukan dalam Pasal 47 UNCLOS 1982, yaitu:

(1) Megara kepulauan dapat menarik garis pangkal lurus kepulauan
vang menghubungkan titik-titik terluar pulau-pulau dan karang

kering terluar kepulavan itu, dengan ketentuan yang berada di

o Jhid

* Pasal 46 ayat (1) UNCLOS 1982, dimaksud dengan negara kepulbauan, yaitu swabs
negara yang seduruhnya terdiri dari satu atau lebih kepulauan dan dapat mencakup
pula-pulaw lain, sedangkan yang dimaksud dengan kepulauan dalam ayat (2)
dijebaskan adalah suatu gugusan pulay, ermasuk ba-gian pula, peratran diantaranya
dan lnin-lain wupud alamiah yang hubungannya satu sama lainnya demikan eratnya
sehingga pulau-pulay, peraran dan wujud alamuth lannya i memipakan satu
kedatuan geopgrafi, ekonomi dan politik vang hakiki atiu vang secara histors diznggap
sebapal demikian
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(2

{3)
4}

{3)

(6)

(7}

(8}

(%)

dalam garis pangkal demikian termasuk pulau-pulau utama dan
daerah di mana perbandingan antara daerah perairan dan daratan,
termasuk atol adalah antara satu berbanding satu atau sembilan
berbanding sat,

Panjang garis pangkal tidak melebihi 100 mil laut, kecuali bahwa
3 % dari jumlah seluruh garis pangkal yang mengelilingi setiap
kepuluan dapat melebihi kepanjangan tersebut, hingga pada
kepanjangan maksimum 125 mil laut.

Penarikan garis pangkal demikian tidak boleh menyimpang
terlalu jauh dari konfigurasi umum kepulauan tersebut,

Garis pangkal demikian tidak boleh ditarik ke dan dari elevasi
surut, kecuali apabila pada perairannya telah dibangun mercusuar
atau instalasi serupa yang secara permanen berada di atas
permukaan laut atau apabila elavasi surut tersebut terletak
seluruhnya atau sebagian pada jarak yang tidak melebihi lebar
laut teritorial dari pulau yang terdekat.

Sistem penarikan garis demikian tidak boleh diterapkan oleh
negara kepulanan apabila memotong laut teritorial negara lain
dari laut lepas atau ZEE,

Apabila bagian perairan kepulauan terletak di antara dua ba gian
sesuatu negara tetangga vang langsung berdampingan, hak-hak
vang ada dan kepentingan-kepentingan sah lainnya yang
dilaksanakan secara tradisional oleh negara tersebut terakhir di
perairan demikian, serta.segala hak yang ditetapkan dalam
perjanjian antara negara-negara tersebut akan tetap berlaku dan
harus dihormati.

Untuk menghitung perbandingan perairan dengan daratan
berdasarkan ayat (1) daerah daratan dapat mencakup di dalamnya
perairan yang terletak di dalam tebaran karang pulau-pulau dan
atol, termasuk bagian platean oceanik yang bertebing curam yanyg
tertutup atau hampir tertutup oleh serangkaian pulau batu
gampng dan karang kering di atas permukaan laut vang terletak
di sekeliling platean tersebut.

Garis pangkal yang tarik harus dicantumkan dalam peta dengan
skala atau skala-skala yang memadai untuk menegaskan
posisinya. Sebagai gantinya dapat dibuat daftar geografis titik-
titik yang secara jelas merinci dalam geodetik,

Negara kepulauan harus mengumumkan sebagaimana mestinya
peta ataw daftar keordinat geografis demikian dan harus
mendeposithan satu salinan setiap peta atau daftar demikian ke
Sekretariat Jenderal Perserikatan Bangsa-Banpsa,
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Seluruh wilayah yang terkurung oleh garis pangkal kepulauan,
disebut dengan perairan kepulauan dan di perairan kepulauan ini
negara kepulauan dapat menempat-kan kedaulatannya sebagaimana
kedaulatan di laut teritorial.

Sebelum dikenal adanya perairan kepulauan, perairan yang
berada di antara pulau-pulau yang panjangnya lebih dari 12 mil tunduk
pada rezim laut lepas. Namun, setelah berlakunya UNCLOS 1982
wilayah perairan yang terkurung oleh garis panghal kepulauan tunduk
pada rezim perairan kepulauan, sebagaimana diatur dalam Bab IV
UNCLOS 1982

Arti penting diakuinya garis pangkal kepulauan bagi Indonesia,
di samping memberikan keuntungan secara geografis, yaitu semakin
luasnya wilayah Indonesia. sekaligus pula mengukuhkan keberadaan
kedaulatan wilayah perairan Indonesia di masyarakat internasional,
sehingga negara-negara lain tidak lagi memandang perairan yang
berada di antara pulau-pulau Indonesia (di luar 12 mil) di dalam garis
pangkal kepulauan merupakan wilayah laut bebas.

Status hukum perairan kepulavan sebagaimana diatur dalam
UNCLOS 1982, pada mulanya terjadi perbedaan pendapat tentang
status hukum perairan kepulauan ini, namun dengan berbagai usaha
disetujui untuk memberlakukan rezim tersendiri di perairan nusantara
(kepulauan) yang merupakan campuran antara rezim perairan
pedalaman dan rezim laut wilayah, dengan catatan bahwa mmnocen!
passage atau lintas damai melalui perairan nusantara dapat
diperkenankan melalui alur-alur laut {sealine} yang ditetapkan oleh
negara-negara nusantara yang bersangkutan. Rezim ini disebut dengan
archipelagio sealine passage.*

Pasal 49 ayat (1) UNCLOS 1982 menyatakan bahwa; dalam gans
pangkal negara kepulauan, negara kepulauan mempunyai kedaulatan
terhadap perairan yang ditutup oleh garis pangkal kepulauan, tanpa
memperhatikan kedalaman atau jaraknya dari pantai, Ketentuan ini
memberikan rumusan bahwa walaupun garis pangkal antara pulau
satu dengan pulau lainnya cukup jaub tetapi masih diperbolehkan oleh
Konvensi, negara kepulauan tetap memiliki kedaulatan terhadap
perairannya. Hal ini tentunya sangat menguntungkan bagi negara
kepulauan, yaitu adanya penambahan luas wilayah perairan, laut yang
tadinya berada antara pulau merupakan laut bebas dengan adanya
garis pangkal kepulauan yang mengurung seluruh perairan yang
terletak di antara pulau-pulau menjadi berstatus perairan kepulauan.

‘Wlochtar Eusumaatmadia, Cp.Cit, him. 115
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Kedaulatan negara pantai Pasal 49 ayat (2) dan (3) UNCLOS 1982,
meliputi; ruang udara di atas perairan kepulauan, dasar laut dan tanah
di bawahnya, serta sumber kekayaan vang terkandung di dalamnya,
dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Bab [V UNCLOS 1982,

214 £ ona Tambahan

Zona tambahan merupakan wilayah laut di luar laut teriorial,
sejauh 24 mil dari garis pangkal. Pada zona ini suatu negara memiliki
wewenany terbatas, vaitu wewenang melakukan pengawasan untuk
mencegah pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangannya
yang berkenaan dengan bea cukai, perpajakan (fiskal), keimigrasian,
atau keschatan (karantima/saniter) yang berlaku di dalam wilayah
tersebut atau di dalam laut teritorialnya,

Keberadaan zona tambahan didasarkan pada kebutuhan khusus
negara pantai untuk meluaskan kekuasaannva melewati batas laut
teritorial, karena dekatnya laut teritorial dengan pantai, sementara ity
negara pantai hanya mempunyai hak untuk melakukan pemberantasan
penvelundupan di laut teritorial, sehingga negara-negara menuntut
wewenang di luar lautteritorial untuk melakukan tindakan pencegahan
penyelundupan tersebut,

Selain penyelundupan, dalam hal-hal tertentu negara masih
memerlukan kekuasaannya terhadap masalah-masalah khusus di luar
laut teritorial, misalnya untuk mengatasi penvelundupan, bea cukai,
karantina dan imigrasi, Faktor inilah kemudian menimbulkan rezim
jalur atau zona tambahan.

Kepentingan negara-negara terhadap zona tambahan untuk
perlindungan masuknya barang-barang secara legal yang berakibat
merugikan negara pantai, Kodifikasi Den Haag 1930 dan Konvensi
Jenewa 1958 mengatur zona tambahan dalam bab tersendiri, walaupun
dalam kedua ketentuan internasional mengatur tentang zona tambahan,
tetapi tidak ada kesepakatan tentang lebar zona ini. Setelah berlakunya
UNCLOS 1982 lebar zona tambahan ditetapkan secara pasti,
sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (2) UNCLOS 1982 yaitu zona
tambahan tidak melebihi 24 mil laut dari garis pangkal tempat laut
teritorial diukur.

Pasal 33 ayvat (2) UNCLOS di atas, memberikan kejelasan bahwa
ketentuan zona tambahan merupakan penepasan dan penambahan
dalam konvensi Kodifikasi Den Haag 1933 dan Konvenst Jenswa 1958,
yaitu ditetapkannya secara pasti lebar zona tersebut. Begitu pula
pengaturan status hukum zona tambahan dalam FPasal 33 ayvat (1) Sub
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(a} dan (b), juga merupakan merupakan penyempurnaan ketentuan
sebelumnya, negara pantai dapat mengadakan pengawasan yang
diperlukan untuk:

(a) Mencegah pelanggaran peraturan perundang-undangan bea
cukai, fiskal, imigrasi, atau saniter di dalam wilayah atau laut
teritorialnya;

b)  Menghukum pelanggar peraturan perundang-undangan tersebut
di atas vang dilakukan di dalam wilayah atau laut teritorialnya.

Menurut Pasal 33 di atas, terlihat bahwa yurisdiksi negara hanya
berlaku pada bidang-bidang pencegahan pelanggaran peraturan
perundang-undangan bea cukai, fiskal, imigrasi atau saniter dan
menghukum pelanggar peraturan tersebut di atas. Apabila negara-
negara belum menetapkan peraturan perundang-undangan di atas,
bukan berarti negara-negara tersebut terlepas dari tuntutan hukum,
karena negara pantai tetap dianggap melanggar ketentuan-ketentuan
hukum internasional.

2.1.5 Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)

ZEE merupakan wilayah laut di luar laut teritorial sejauh
maksimum 200 mil laut dari garis pangkal. Di ZEE bukanlah wilayah
negara, tetapi suatu negara memiliki hak-hak berdaulat (soverergn rights)
untuk mengeksplorasi, mengeksploitasi, mengkonser-vasi, dan
mengelola sumber daya alamnya, baik hayati maupun non hayati pada
area perairannya dan melakukan aktivitas ekonomi lainnya, seperti
memproduksi energi air, gelombang, dan angin. Di samping itu, negara
pantai memiliki yurisdiksi untuk mendirikan dan memanfaatkan pulay
buatan, instalasi-instalasi, bangunan-bangunan, melaku kan penelitian
ilmiah kelautan, serta mempunyai hak untuk melakukan perlindungan
dan konservasi lingkungan laut.

Konsep ZEE secara keseluruhan telah mengubah tatanan hukum
laut dan telah membentuk pranata hukum baru di antara negara-negara
untuk memanfaatkan sumber daya alam laut, riset ilmiah kelautan,
dan pencegahan terhadap kerusakan lingkungan laut. Prinsip-prinsip
hukum yang terkandung dalam ZEE ini merupakan salah satu hal yang
membedakan antara hukum laul tradisional dan hukum laut modern
vang berlaku saat ini.

Rezim ZEE pertama kali muncul dengan adanya Proklamasi
Presiden Amerika Serikat (AS) Harry S Truman Tahun 1945 tentang
Perikanan. Dasar pemikiran ini adalah keinginan AS untuk
memanfaatkan sumber dava alam di luar wilayah negaranya tetapi
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masih berdekatan dengan laut teritorial, sekaligus pula untuk mencegah

dan melindungi terjadinya penangkapan ikan yang dapat

menimbulkan bahaya dan penangkapan yang berlebihan {over fishing)
yvang dapat menghabiskan sumber daya perikanan, akibat
meningkatnya kemajuan dalam bidang teknologi penangkapan ikan.

Proklamasi Truman ditujukan untuk pemanfaatan landas
kontinen, namun menyinggung pula pemanfaatan ZEE dan proklamasi
ini kemudian diikuti oleh negara-negara lain yang menginginkan
vurisdiksi lebih luas dalam memanfaatkan laut di luar laut teritorialnya

Menurut | Made Pasek Diantha, proklamasi tersebut mengandung
beberapa hal, yaitu: ™

a.  Bahwa proklamasi itu merupakan kebijakan AS tentang kegiatan
perikanan di wilayah laut lepas tertentu yang berdekatan dengan
laut teritorialnya;

b.  Bahwa berdasarkan kebutuhan yang mendesak akan konservasi
(pencadangan) dan proteksi (perlindungan) atas sumber daya per-
tkanan, maka dipandang wajar untuk membentuk zone
konservasi di area laut lepas yang berdekatan dengan pantai {laut
teritorial) AS kegiatan perikanan di area ini berlangsung di masa
yang akan datang dikembangkan dan ditata dalam skala yang
substansial (luas);

.  Bahwa kegiatan perikanan di kawasan itu akan dikembangkan
dan ditata oleh warga negara AS sendiri, maka kawasan kegiatan
itu oleh pemerintah AS dianggap wajar dibangun sebagai kawasan
konservasi vang mengikat secara eksplisit, tunduk pada aturan
dan pengawasan pemerintah AS;

d.  Bahwa bila kegiatan perikanan di kawasan itu dilakukan secara
bersama-sama antara warga negara AS denpan warga negrara lain,
maka untuk sahnya-kerja sama itu harus didasarkan atas
persetujuan antara AS dengan negara lain tersebut dan kegiatan
perikanan akan diatur dan diawasi berdasarkan ketentuan
persetujuan tersebut;

2. Bahwa dalam hal negara lain juga menetapkan zona konservasi
perikanan lepas pantai sesuai prinsip-prinsip yang diakui di atas,
hendaknya dalam pengaturan itu diakui dengan tegas adanya
kepentingan perikanan dari warga negara AS;

. Bahwa hakikat status hukum laut lepas, zona konservasi itu
dibangun dan hak kebebasan berlayar dan tidak akan terpengaruh
oleh penetapan konservasi dimaksud,

L]

| Made Pasek Diantha, Zore Ekoramm Eksklasif lndonesia Berdasartan Koenvens: Hukumr
Lawt PES 7982, Mandar Maju, Bandung, 2002, him. 2-3.
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Selain AS, negara-negara berkembang lainnya juga menuntut hak
pengelolaan ZEE ini untuk memenuhi kebutuhan dalam negerinya,
Tindakan-tindakan negara-negara ini melahirkan berbagai deklarasi
unilateral untuk memperluas kedaulatannya terhadap SDA kelautan.

Berdasarkan Proklamasi Truman vang diikuti oleh negara-negara
lain, dalam pembahasan UNCLOS 1982 masalah ZEE dibahasnya secara
khusus lermasuk masalah-masalah yang berkaitan dengan ZEE itu
sendiri, seperti masalah perikanan, konservasi sumber daya alam
hayati, pemeliharaan lingkungan laut, dan riset ilmiah kelautan.

Banyaknya tuntutan negara-negara pantai, kemudian Ketua
Komisi Kedua Sidang UNCLOS 1 dalam kesimpulannya berpendapat
bahwa dari laut teritorial 12 mal dan ZEE sampai sejauh 200 mil adalah
kunci pemecahan secara kompromi yang dikehendaki mayoritas
negara-negara pesérta konferensi. Adanya kenyataan banyaknya
pendapat negara-negara peserta konferensi yang disimpulkan oleh
Ketua Komisi Kedua inilah yang kemudian menimbulkan pengaturan
ZEE dalam Bab V Pasal 35-75 UNCLOS 1982 yang ada saat ini.

Pasal 55 dinyatakan bahwa ZEE adalah:
“daerah di luar dan berdampingan dengan laut teritorial yang
tunduk pada rezim khusus, hak-hak dan yurisdiksi negara pantai
dan hak-hak serta kebebasan-kebebasan negara lain diatur dalam
ketentuan-ketentuan yang relevan dengan konvensi ini.”

Pasal 55 tersebut di atas, menetapkan bahwa negara pantai
diberikan hak-hak dan yurisdiksi di bawah rezim khusus, sedangkan
Pasal 57 mengatur bahwa ZEE tidak boleh melebihi 200 mil laut dari
garis pangkal lebar laut teritorial dinkur, Adanya pasal ini, lebar ZEE
vang dapat dikelola oleh negara pantai menjadi pasti. Oleh sebab itu,
tidak dibenarkan lagi negara-negara mengklaim ZEEnya sesuai dengan
keinginannya sendiri-sendini sebagaimana sebelum ditetapkan
UNCLOS 1982.

Pengertian ZEE tidak lebih 200 mil dari garis pangkal seperti yang
diatur dalam UNCLOS 1982, dimaksudkan bukan berarti antara laut
teritorial dan ZEE memiliki status yang sama. Secara murni lebar ZEE
negara adalah 188 mil, karena telah dikurangi lebar laut teritonial.
Persoalan ini bukanlah hal yang everlaving, karena dalam zona-zona
laut dapat diartikan semakin dekat dengan garis pangkal semakin besar
wewenang dan kekuasaan negara dan begitu pula sebaliknya. Oleh
sebab itu, jika negara di ZEE memiliki wewenang untuk mengelola
ZEE, tentunya lebih-lebih lagi di laut teritorialnya, mengingat di laut
teritorial negara dapat menempatkan kedaulatannya.
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Berdasarkan pengertian ZEE, dapat disimpulkan bahwa ZEE
Bdaklah dapat dikelompokkan ke dalam zona yurisdiksi negara pantai
seutuhnya, begitu pula tidaklah dapat dikelompokkan ke dalam zona
faut lepas. Tuntutan negara-negara peserta konferensi pada umu mnya
adalah untuk pemanfaatan sumber daya alam. Oleh sebab itu, rezim
atau status hukum ZEE merupakan pengaturan baru yang telah
menimbulkan perubahan yang mendasar dalam hukum laut
internasional. Hukum laut klasik membagi wilayah laut hanya pada
dua bagian saja, yaitu laut teritorial dan laut lepas, dengan adanya
rezim ZEE, pembagian wilayah laut semakin beragam dan kompleks.

ZEE yang diatur dalam UNCLOS 1982 hanya menempatkan status
pengaluran pada area kolom airnya saja. Dasar laut dan tanah di
bawahnya serta ruang udara di atasnya tidak termasuk pada
pengaturan rezim ZEE, kecuali dalam rangka pemanfaatan kolom air,
karena dasar laut dan tanah di bawah kolom air ZEE tunduk pada
rezim hukum landas kontinen,

Li ZEE, negara pantai memiliki hak-hak terhadap pemanfaatan
SIDA hayat, berbagai aktivitas ekonomi lainnya, pemasangan instalasi,
risetilmiah, dan pemeliharaan lingkungan yang diatur secara tersendiri,
maka banyak pendapat yang menyatakan bahwa ZEE merupakan
rezim sui generis, {Pasal 55-57 UNCLOS 1982).

Berdasarkan beberapa pendapat dan pandangan negara-negara
terhadap ZEE, dalam konferensi diputuskan bahwa di ZEE negara
pantai mempunyai hak, yurisdikst dan kewajiban vang mencerminkan
keempat rezim ZEE di atas. Hal ini da patdibuktikan dari ditetapkannya
Pasal 56 UNCLOS 1982 yaitu:

. Hak berdaulat untuk keperluan eksplorasi, eksploitas:, konservasi
sumber daya alam, baik hayati maupun non hayati dari perairan
di atas dasar laut dan dari dasar laut dan dari tanah di bawahnya
terkait dengan kegiatan lain untuk keperluan eksplorasi dan
eksploitasi zona tersebul, seperti produksi; energi dari air, arus
dan angin;

b.  Negara pantai mempunyai yurisdiksi di ZEE, sebagaimana
ditentukan dalam ketentuan yang relevan dengan konvensi ini
untuk:

(1) Pembuatan dan pemakaian pulau buatan, instalasi dan

bangunan lainnya;

(2} Riset ilmiah kelautan;

{3 Perlindungan dan pelestarian lingkungan laut,
¢ Hakdan kewajiban lain sehagaimana ditentukan dalam UNCLOS

14982,
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asal 56 di atas, dapat dimaknai sebagai berikut:

Negara pantai memiliki hak berdaulat terhadap ZEE, tetap: bukan
memiliki kedaulatan, karena hak berdaulat dalam konsepsi
yuridis berbeda dengan kedaulatan, Kedaulatan merupakan
kekuasaan tertinggi negara yang tidak di bawah kekuasaan
negara lain dan kedaulatan negara akan berakhir pada batas
wilayah negara yang bersangkutan, sedangkan hak berdaulat
merupakan kekuasaan penuh negara tetapi pada aspek tertentu
saja, dalam pasal di atas hanya terbatas pada eksplorasi,
eksploitasi dan konservasi sumber daya.

Megara pantai memiliki yurisdiksi, yaitu hak, kekuasaan,
wewenang, yang didasarkan pada hukum, dalam hal ini hukum
internasional. Pengaturan yurisdiksi dalam Fasal 56 UNCLOS,
dibedakan dengan hak berdaulat sebagaimana di atur dalam poin
(a). Hak berdaulat dimiliki oleh negara terhadap sumber daya
alam yang memang sudah ada (tersedia) atau ada dengan
sendirinya (bersifat pasif), sedangkan yurisdiksi, hak, wewenang
negara baru ada jika dilakukan terlebih dahulu {aktif), misalnya
negara memiliki yurisdiksi kerhadap pulau buatan, jika pulau
buatan tersebut telah dibangun terlebih dahulu, juga terhadap
riset ilmiah, negara memiliki hak untuk terhadap riset ilmiah jika
melakukan riset. Oleh sebab itu, eksplorasi, eksploitasi dan
konservast sumber dava alam di ZEE oleh negara tidak dapat
dikelompokkan dalam status hukum yurisdiksi, tetapi lebih tepat
dikelompokkan pada status hukum hak berdaulat. Begitu pula
dengan pembuatan, pemakaian pulau buatan, bangunan dan
instalasi lainnya, riset ilmiah kelautan dan perlindungan
pelestarian lingkungan laut, tidak dapat ditempatkan pada status
hukum hak berdaulat, tetapi lebih tepat ditundukkan pada
vurisdiksi negara.

Rezim hukum ZEF hanya mengatur hak-hak negara pantai pada
kolom airnya saja, Adapun terdapatnya kalimat dasar laut dan
tanah di bawahnya pada Pasal 56 poin (a) tidak dapat diartikan
bahwa ZEE mengatur tentang dasar laut dan tanah di bawahnya,
karena dasar laut dan tanah di bawahnya tersebut harus
dipandang dalam rangka penempatan peralatan untuk
eksplorast, eksploitasi dan konservasi kolom airnya,

D ZEE negara pantai hanya memkmati hak-hak berdauvlat dan

yurisdiksi bukan kedaulatan, karena hak dan kebebasan berlayar,

3o
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melintas (terbang) di atas ZEE, meletakkan pipa dan kabel bawah laut

dan penggunaan ZEE yang sah lainnya (kebebasan laut lepas) oleh

negara lain tetap diakui dan harus dihormati oleh negara pantai,

sebagaimana diatur dalam Pasal 58:

(1} Di ZEE, semua negara, baik negara berpantai atau tidak,
menikmati, dengan tunduk pada ketentuan vang relevan konvensi
ini, serta kebebasan-kebebasan pelayaran dan penerbangan, serta
kebebasan meletakkan kabel dan pipa bawah laut yang disebut
dalam Pasal 87 dan penggunaan laut lain yang sah menurut
hukum internasional yang bertalian dengan kebebasan-kebebasan
ini seperti penggunaan laut yang berkaitan dengan peng-
operasian kapal, pesawat udara dan kabel serta pipa di bawah
laut dan sejalan dengan ketentuan lain konvensi ini:

(2} Pasal B8 dan 115 dan ketentuan hukum internasional lain yang
berlaku diterapkan di ZEE sepanjang tidak bertentangan dengan
bab ini;

(3} Dalam melaksanakan hak-hak untuk memenuhi ke-wajiban
berdasarkan konvensi ini, di ZEE negara-negara harus
memperhatikan sebagai-mana mestinya hak dan kewajiban
negara pantat dan harus menaat peraturan perundang-undangan
yang ditetapkan oleh negara pantai sesuai dengan ketentuan
konvensi dan ketentuan hukum internasional lainnya sepanjang
ketentuan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan bab ini.

Sehubungan dengan status hukum ZEE, dimana suatu negara
dapat mengeksplorasi, mengeksploitasi dan mengkonservasi zona ini,
dalam ketentuan UNCLOS 1982, konservasi vang dilakukan oleh
negara pantai harus mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan, yaitu
tidak saja memanfaatkan sumber daya alam yang ada, tetapi juga
melakukan upaya perlindungan dan pelestarian sumber daya alam
tersebut

Langkah-langkah yang dilakukan negara dalam konservasi
kekayaan hayati di ZEE, yaitu:

4. Negara pantai harus menentukan jumlah potensi sumber dava
hayatinya. Dasar pertimbangkan diperlukan data yang jelas
tentany sumber daya hayati negara di ZEE, agar dapat diketahui
seberapa banvak potensi vang ada, wilayahnya dan jenisenis
serla sumber daya yvang dilindungi, sehingga dalam konservasi
dapat terjamin dari tindakan vang akan membahavakan
kelangsungan hidup sumber dava tersebut,
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[*alam hal satu jenis sumber daya hayati tertentu, konservasinya
dilakukan dengan persetujuan bersama secara langsung atau
melalui organisasi regional atau sub regional, sebagaimana diatur
dalam Pasal 66 UMCLOS 1982 yang menegas-kan bahwa: negara
yang sungainya merupakan tempat asal persediaan jenis ikan
anadrom harus mempunyai kepentingan utama dan tanggung
jawab terhadap jenis ikan ini. Negara asal persediaan harus
menjamin konservasi dengan mengadakan tindakan-tindakan
pengaturan yang tepat untuk penangkapan ikan di semua
perairan pada sisi darat batas luar ZEE. Negara asal setelah
mengadakan konsultasi dengan negara lain yang menangkap ikan
jenis ini dapat menetapkan jumlah tangkapan total yang
diperbolehkan, sedangkan jenis ikan catadrem menggunakan
sebagian siklus kehidupannya mempunyai tanggung jawab atas
hasil jenis-jenis ikan ini dan harus menjamin masuk dan keluamya
ienis ikan yang bermigrasi. Pemanfaatan jenis ikan ini oleh negara
lain harus diatur dengan perjanjian antar negara dan perjanjian
tersebut harus menjamin pengelolaan rasional dan harus
memperhatikan tanggung jawab masing-masing negara. Adanya
pengaturan seperti ini diharapkan pengelolaan sumber daya alam
yang lestari dapat terjamin.

Megara pantai harus menentukan jumlah tangkapan atau
kemampuan menangkap sumber daya hayati yang diperbolehkan
dengan memperhatikan bukt ilmiah terbaik vang tersedia dengan
tidak membahayakan eksplorasi yang berlebihan. Jumlah
tangkapan atau kemampuan negara memanfaatkam sumber daya
ikan, perlu ditentukan oleh negara yang bersangkutan untuk
mengetahui seberapa besar negara mampu melakukan usaha
konservasi dan berapa jumlah sisa yang tidak dimanfaatkan.
Selisih antara jumlah potensi dan jumlah kemampuan
menangkap, pemanfaatan ZEE dapat diserahkan kepada negara
lain melalui perjanjian bilateral, karena berdasarkan UNCLOS 1952
jika negara tidak mampu memenuhi jumlah tangkapan sefuruh
potensi yang ada, maka melalui perjanjian internasional atau
pengaturan lain harus memberikan kesempatan kepada negara
lain untuk memanfaatkan jumlah potensi vang tersisa dengan
tetap memperhatikan secara khusus kepentingan negara yang tak
berpantai dan negara secara geografis tak beruntung. Hal ini diatur
dalam Pasal #9 dan 70 UNCLOS 1982, Sisa kandungan (potensi)
perikanan di ZEE vang tidak dimanfaatkan oleh negara pantai,
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menjadi hak negara lain atau hak masyarakat internasional. Hak
ini disebut juga dengan hak akses pemanfaatan ZEE.®

Persyaratan dan tata cara peran serta negara lain untuk
menggunakan hak akses ditetapkan oleh negara pantai dengan
memperhatikan:

a.  Kebutuhan untuk menghindari akibat yang merugikan bagi
masyarakat nelayan atau industri penangkap ikan negara pantai;

b.  Sejauh mana negara tak berpantai telah berperan serta dengan
negara-negara lainnya;

¢ Sejauh mana negara tak berpantai tersebut telah berperan serta
dalam mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumber kekayaan
hayati di ZEE dan kebutuhan yang timbul untuk menghindari
dari beban khusus dari negara pantai tertentu;

d.  Kebutuhan gizi penduduk Masing-masing negara.

Untuk menghindari tumpang tindihnya pemanfaatan hak akses
oleh negara lain, negara pantai diwajibkan untuk mengumumkan peta-
peta yang menurjukkan batas-batas sebelah luar dari ZEE sebagai dasar
untuk memanfaatkan sumber daya perikanan. Dalam UNCLOS 1982
tidak diatur batasan atau kuota secara mutlak bagi negara pantai untuk
memanfaatkan ZEE. Ini berarti selama negara pantai yang bersanpkutan
mampu untuk memanfaatkan ZEE sesuai dengan data-data vang
akurat, maka semakin kecil pelugng pihak asing untuk mendapatkan
hak akses. Oleh sebab itu, negara pantai harus meningkatkan
kemampuan menangkapnya, melalui cara peningkatan penguasaan
teknologi pertkanan, Batasan dalam memberikan kesempatan kepada
negara lain untuk memanfaatkan ZEE, negara pantai harus
memperhitungkan semua faktor yang relevan termasuk pentingnya
sumber kekayaan havati bagi perekonomian negara pantai.

Bagi negara lain yang menangkap ikan di ZEE harus memenuhi
persyaratan tindakan konservasi, ketentuan dan persyaratan ditetapkan
oleh negara pantai melalui perudang-undangan negara pantai. Adapun
peraturan perundang-undangan negara pantai vang harus disesuaikan
dengan UNCLOS 1982, meliputi:

a,  Pemberian izin kepada nelayan, kapal penangkap ikan dan
peralatannya, termasuk pembayaran bea dan pungutan lain, vang

" Heryandi, fengaturan Hak Akses dalam LINCLOS 1982 dan Implewsentasinpa o tndonesin,
Makalah dalam Proseding Seminar Hasil Penelitian, Lembraga Penelittan Unila,
Lampung, 2003, him, 21
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dalam hal negara pantai yang berkembang dapat berupa
kompensasi yang layak di bidang pembiayaan peralatan teknologi
yang bertalian dengan industri perikanan;

b.  Penetapan jenis ikan yang boleh ditangkap, dan menentukan
kuota penangkapan, baik yang berkaitan dengan persediaan jenis
ikan atau kelompok persediaan jenis ikan dalam jangka waktu
tertentu atau jumlah yang dapat ditangkap oleh warga negara
asing dalam jangka waktu tertentu;

c.  Pengaturanmusim dan daerah penangkapan, macam ukuran dan
jumlah penangkapan ikan, serta macam ukuran dan jumlah kapal
penangkap ikan yang boleh digunakan;

d.  Penentuan umum dan ukuran ikan dan jenis lain vang boleh
ditangkap;

e.  Perincian keterangan yang diperlukan dari kapal penangkap ikan,
termasuk statistik penangkapan dan usaha penangkapan serta
laporan tentang posisi kapal,;

f. Persyaratan di bawah penguasaan dan PeNgawasan negara pantai,
dilakukannya program riset perikanan tertentu dan pengaturan
pelaksanaan riset demikian, termasuk pengambilan contoh
tangkapan, disposisi contoh tersebut dan pelaporan data ilmiah
yang berhubungan;

g Penempatan peninjau atau braience di atas kapal tersebut oleh
negara pantai;

h.  Penurunan seluruh atau sebagian hasil tangkapan oleh kapal
tersebut di pelabuhan negara pantai;

L. Ketentuan dan persyaratan bertalian dengan usaha patungan atay
pengaturan kerja sama lainnya;

|.  Persyaratan untuk latihan persorul dan pengalihan teknologi
perikanan, termasuk peningkatan kemampuan negara pantai
untuk melakukan riset perikanan;

k. Prosedur penegakan.

Sesuai dengan Pasal 56 tentang hak, yurisdiksi, dan kewajiban
negara pantai di ZEE, maka dalam Pasal 73 UNCLOS 1982, negara
pantai dapat melaksanakan hak berdaulat dan mengambil Hndakan
termasuk: menaiki kapal, memeriksa, menangkap dan melakukan
proses peradilan terhadap kapal vang melakukan pelanggaran di ZEE,

Penangkapan kapal dan awaknya harus segera dibebaskan, jika
telah diberikan uang jaminan vang layak atau bentuk jaminan lainnya,
karena sesuai dengan Pasal 73 Ayat (3) UNCLOS, hukum yang
dijatuhkan terhadap pelanggaran perikanan di ZEE tidak boleh
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mencakup hukuman kurungan (hukuman badan), kecuali ditentukan
lain dalam perjanjian. Misalnya antara negara yang bersangkutan
terdapat perjanjian ekstradisi yang menentukan lain dari ketentuan
konvensi. Hal im dibenarkan untuk memperlakukan ketentuan khusus
dari ketentuan konvensi sesuai dengan asas lex specialis derogate lex
generalis, yaitu asas hukum yang mendahulukan ketentuan khusus
daripada ketentuan yang bersifat umum.

Froses penegakan hukum di ZEE, negara vang kepentingannya
dirugikan, harus memberitahukan kepada negara bendera kapal.
Pemberitahuan ini dilakukan melalui saluran yang tepat, yaitu saluran
diplomatik resmi seperti Menteri Luar Negeri, Menteri Pertahanan
Keamanan, atau duta besar negara vang bersangkutan,

Secara geografis, kondisi ZEE negara yang berhadapan dapat saja
terjadi tumpang tindih karena kurang dari 400 mil dari garis pangkal.
Oleh sebab itu, jika pantai negara berhadapan dan berdampingan
ZEEnya, penentuan garis batas biasanya digunakan garis tengah atau
median line.

Penarikan garis tengah dilakukan dengan cara; setiap sisi-sisi
terluar pantai yang berhadapan diukur panjangnya, kemudian dibags
sama panjang dan selanjutnya antara htik-tibik tengah dihubungkan
dengan garis lurus, Garis lurus yang menghubungkan titik-titik tengah
vang membagi wilavah dengan sama jarak dikenal dengan medinn line.
Apabila melalui cara ini tidak disepakati dapat diselesaikan melalui
cara lam yang diperkenankan oleh konvensi.

Penetapan ganis batas ZEE yvang berhadapan ini dilakukan
persetujuan atas dasar hukum internasional, sebagaimana ditetapkan
dalam Pasal 38 Ayat (1) Statuta Mahkamah Internasional, yaitu
diselesaikan berdasarkan sumber hukum internasional yang terdiri dari:
a.  Perjanjian internasional baik vang bersifat umum maupun khusus,

vang mengandung ketentuan-ketentuan hukum yang diakui

secara begas oleh negara-negara yang bersengketa;

b.  Kebiasaan-kebiasaan internasional, sebagai bukti dari kebiasaan
umum yany telah diterima sebagai hukum;

¢ Prinsip-prinsip hukum umum yang telah diakut oleh bangsa-
bangsa beradab;

d.  Keputusan pengadilan dan ajaran-ajaran sarjana-sarjana yang
paling terkemuka dari berbagar negara sebagai sumber hukum
tambahan untuk menetapkan kaidah hukum.

fika tidak ada persetujuan dari pihak yang bersengketa dalam
Jangka waktu vang pantas, negara vang bersangkutan harus
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menggunakan prosedur penyelesaian sengketa secara damai
sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2) Piagam PBB.

21.6 Landas Kontinen

Landas kontinen, wilayah dasar laut dan tanah di bawahnya
sejaubh 2000 mil laut diukur dari garis pangkal apabila dasar laut dan
tanah di bawahnya itu kurang atau sama dari 200 mil laut atau
maksimum 350 mil laut dari paris pangkal apabila dasar laut dan tanah
di bawahnya di kawasan tersebut melebih 200 mil laut. Pada wilayah
ini negara pantai memiliki hak-hak eksklusif untuk mengeksplorasi
dan mengeksploitasi sumber daya alamnya, baik berupa mineral
m aupun S0A hayati sepn is sedenter yang terkandung di dalam dasar
laut dan tanah di bawahnya.

Ketentuan penguasaan wilayah perairan laut bagi Indonesia,
sebagaimana diatur dalam UNCLOS 1982 tersebut, berkaitan langsung
dengan pengelolaan S5DA mineral, minyak dan gas bumi, karena
dengan adanya prinsip-prinsip dasar yang diatur dalam UNCLOS 1982
terhadap wilayah laut negara, berartt bangsa Indonesia mempunyai
kedaulatan dan atau wewenang tertentu untuk memanfaatkan sumber
daya mineral berupa minyak dan gas bumi yang berada di landas
kontinen Indonesia sejauh 200-350 mul dari garis pangkal kepulauan.

Di landas kontinen ini, negara pantai memiliki hak eksklusif untuk
memanfaatkan munyak dan gas bumi di dasar laut dan tanah di
bawahnya sejauh 200 mil dari garis pangkal. Sedangkan konservasi di
luar 200 mil sampai 350 mil dari garis pangkal negara negara pantai
masih memiliki wewenang untuk memanfaatkan landas kontinennya
dengan kewajiban memberikan kontribusi dalam bentuk natum kepada
masyarakat internasional vang berhak m#neriman}-’ﬂ, melalui
mekanisme pemberian kontribusi sebagaimana ditentukan dalam Pasal
76 UNCLOS 1952,

Mekanisme pemberian kontribusi dari pemanfaatan landas
kontinen kepada masyarakal Internasional dalam UNCLOS 1982 adalah
sebagai berikut:

a.  Eksplorasi dan eksploitasi landas kontinen pada tahun pertama
sampai fahun kelima negara tidak memberikan kontribusi, karena
dianggap untuk mengembalikan ongkos produksi.

b, Pada tahun ke & harus menyumbangkan hasil produksi sebesar
1% dan naik 1% setiap tahunnya sampai pada tahun ke 11
produksi.
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c.  Tahun ke 12 produksi dan seterusnya diwajibkan memberikan
sumbangan sebesar 7 % setiap tahunnya.

Kontribusi ini diserahkan kepada Otorita Dasar Samudra Dalam
vang kelak akan membagikannya kepada negara-negara lain yvang
membutuhkan dengan prioritas untuk negara yang kurang beruntung
dan negara-negara yang dianggap tidak mampu untuk mencukupi
sumber daya energi, namun jika negara penghasil minyak dan gas bumi
tidak mencukupi untuk kebutuhan negaranya, sesuai Pasal 82 ayat (3)
UNCLOS 1982 yang menyatakan bahwa;

MNegara berkembang yang merupakan pengimpor netto sumber
daya mineral yang dihasilkan dari landas kontinennya dibebaskan dari
keharusan melakukan pembayaran atau sumbangan vang bertalian
dengan sumber mineral tersebut,

Ketentuan konservasi landas kontinen dalam UNCLOS 1982
maupun dalam ketentuan internasional lain, perlu ditindaklanjuti
dengan peraturan perundang-undangan nasional dengan alasan;

a. Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional tidak
dapat melepaskan tanggung jawabnya untuk membantu dan
memperhatikan kondisi negara-negara lain (masyarakat
internasional).

b.  SDA yang terkandung di landas kontinen Indonesia merupakan
anugerah Tuhan, dalam pengelolaannya harus memberikan
manlaat sebesar-besamya tidak saja bagi bangsa Indonesia tetapi
juga bangsa lain yang membutuhkan, karena pengelolaan landas
kontinen hanya memberikan wewenang terbatas kepada negara
sebagal kompromi antara kepentingan negara pantai dan prinsip
hukum landas kontinen yang tunduk pada rezim laut lepas vang
merupakan common haritage of minkind dan Indonesia telah banyak
diuntungkan dengan adanya ketentuan mi

c.  Di era global, bangsa dan negara Indonesia juga memerlukan
bantuan dar negara lain dan E‘h?ﬂ!il‘l.l pula 5E~ha|ikn}-'a, ﬁ?hingga
kita tidak dapat menghindarkan diri dari berbagai ketentuan
internasional jika ingin dihormati sebagai negara yang ber-daulat
dalam pergaulan internasional. Oleh sebab itu, dalam pengelolaan
pertambangan minyak dan gas bumi lepas pantai, negara dan
bangsa Indonesia, tdak saja perlu menindaklanjub UNCLOS 1982
dalam peraturan perundang-undangan nasionalnyva, tetapi juga
melaksanakan ketentuan tersebut secara konsisten dan
konsekuen
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Pengaturan dalam UNCLOS 1982 tersebut di atas. ternyata
memberikan keuntungan baik secara politis maupun ekonomis bag)
bangsa dan negara Indonesia, Oleh sebab itu, sudah sewajarnya apabila
UNCLOS 1982 diadopsi dalam ketentuan hukum laut sehingga menjadi
satu kesatuan hukum nasional.

2.2 Dalam Agenda 21 Perserikatan Bangsa-Bangsa

Dalam Agenda 21 PBB, pengelolaan SDA kelautan, ditujukan
tidak saja dalam hubungannya dengan lingkungan yanyg berkelanjutan
tetapi juga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar,
melalui upaya-upaya pemberdayaan masyarakat. Hal ini disebabkan
bahwa prinsip-prinsip pengelolaan SDA vang ditetapkan dalam
berbagai ketentuan internasional, seperti prinsip pembangunan
berkelanjutan, pemberdayaan masyarakat, dan prinsip pencadangan
SDA laut untuk generasi yang akan datang merupakan asas atau
prinsip yang mendasar dalam setiap pengelolaan SDA untuk
pembangunan.

Pembangunan dalam arti pengelolaan SDA, di satu sisi
dilaksanakan untuk pembiayaan pembangunan bangsa bagi
kesejahteraan masyarakat, di sisi lain harus memperhatikan
kelangsungan alam itu sendiri. Pembangunan vang memperhatikan
kelestarian lingkungan dikenal dengan konsep pembangunan
berwawasan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan,

Konsep pembangunan berkelanjutan pertama kali diterima dalam
Lirited Nations Conference on the Huntan Envirennent yang dilaksanakan
pada tanggal 5 sampai dengan 16 Juni 1972 di Stockholm Swedia ™

Konsep pembangunan berkelanjutan diartikan sebagai kegiatan
pembangunan untuk memenuhi kebutuhan hidup saat ini, tanpa
mengurangi kebutuhan mereka sendiri {development Hat meets the needs
of the present without compromising the allity of the fiture genermtion lo
meet their owm needs).™

Tujuan pembangunan berwawasan lingkungan, yaitu untuk
menjamin bahwa proses pembangunan vang berlangsung tidak
melampaui dayva dukung alam. Dengan demikian persyaratan

* Kasru Susilo, Pengembangan Wilayah 4 Kewsson Pesiser, Makalah, Datam Seminar
Mastonal Pengembangan Wilayah dan Pengelolaan Sumber Dava Alam di Kawasan
Pesisir Dalam Rangks Penatsan Ruang Daerah Berkelanjutan, FH. UNPAD, Bandung,
200, hlm, 15.

* World Commission on the Enviconment and Development (WECDY, Chur Comioeen
Feohaere, Crsford University Press, UK, 1987, him. 435,
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eksploitasi 5DA mengandung hakekat adanya pengertian

keberlanjutan, vaitu generasi sekarang harus mempunyai kemauan dan

kemampuan serta kearifan untuk dapat bersikap secara benar dalam
penggunaan dalam pemanfaatan SDA, dengan memperhatikan prinsip-
prinsp dasar ekologi. Prinsip-prinsip tersebut bertujuan untuk menjaga,
memelihara, dan memanfaatkan serta melestarikan lingkungan untuk
generasi yang akan datang ™

Konsep pembangunan berkelanjutan yvang didalamnya
terkandunyg berbagai prinsip dasar dalam pengelolaan SDA, ditetapkan
dalam berbagai konvensi, deklarasi dan ketentuan internasional lainnya
dan konsep ini jadikan standar pembangunan, tidak saja di negara-
negara maju tetapi juga di negara-negara yany sedang berkembang,

Pengaturan secara tegas dalam ketentuan internasional tentang
pentingnya melaksanakan prinsip pembangunan berkelanjutan dapat
dijumpai, seperti dalam Deklarasi Rio 1992, Konvensi mengenai
Perubahan [klim 1992, Konvensi Keanekaragaman Hayati 1992,
UNCLOS 1982, dan Program Aksi Global.

SDA yang juga terdapat di wilayah laut, dalam pengaturan
pengelolaannya perlu pula didasarkan pada prinsip-prinsip
sebagaimana ditetapkan dalam Deklarasi Rio Tahun 1992, yaitu:

a.  Prinsip ke-2: negara-negara, sesuai dengan Piagam PBB dan
hukum internasional, mempunyai hak berdaulat untuk
mengeksploitasi sumber dayanya sendiri sesuai dengan
kebijaksanaan pembangunan dan lingkungan masing-masing dan
bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kegiatan di dalam
yurisdiksi atau pengawasan-nya tidak menyebabkan kerusakan
limgkungan di negara lain atau di wilayah luar batas yurisdiksinya;

b. Prinsip ke-3: Hak untuk berkembang atau hak pembangunan
harus diisi sedemikian rupa, schingga kebutuhan akan
pembangunan dan lingkungan untuk generasi sekarang dan
generasi yang akan datang dapat dipenuhi secara seimbang;

¢, Prinsip ke-4: Untuk mencapai pembangunan vang berkelanjutan,
perlindungan terhadap lingkungan harus menjadi bagian yang
terpadu dari proses pembangunan, dan tidak dapat dipandang
sebagai bagtan vang terpisahkan

dd.  Prinsip ke-6: Prioritas perhatian hendaknya diberikan pada negara-
negara berkembang dengan situasi dari kebutuhan yang khusus
dengan sedikitnya pembangunan, sehingga membuat lingkungan
menjadi rentan. Tindakan internasional dalam bidang lingkungan

*L, Tri Setyawanta B, Se0dd, 2005, him, 32-33
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dan pembangunan hendaknya juga ditujukan pada kepentingan
dan kebutuhan negara;

Prinsip ke-9: Negara-negara bekerja sama untuk memperkuat
kemampuan lokal untuk membangun secara berkelanjutan dengan
meningkatkan pemahaman ilmiah melalui pertukaran ilmu
pengetahuan dan teknologi dan memperkaya, mengembangkan,
menyesuaikan, menyatukan dan mengalihkan teknologi termasuk
teknologi baru dan penemuan teknnlng';;

Prinsip ke-15: Untuk melindungi lingkungan pendekatan
pencegahan dini perlu digunakan secara meluas oleh masing-
masing negara sesuai dengan kemampuan masing-masing.
Apabila ada ancaman yang serius atau kerusakan yang tidak dapat
dipulihkan, keterbatasan pengetahuan tidak dapat dijadikan alasan
untuk menunda tindakan secara efektif untuk pencegahan
kemerosotan lingkungan;

Prinsip ke-16: Pemerintah nasional hendaknya mengusahakan
untuk menggalakkan internalisasi biaya lingkungan dan
penggunaan instrumen ekonomi, dengan memperhitungkan
bahwa pencemar pada dasarnya harus menanggung biaya
pencemaran sehubungan dengan kepentingan umum, tanpa harus
membuat distors: {penyimpangan) investasi dan perdagangan
internasional.

Program Aksi Global, pembangunan berkelanjutan, merumuskan

prinsip dasar pengelolaan SDA sebagai berikut®

=
ek,

b.

oAl

e

prinsip hubungan timbal balik dan keterpaduan (principle of
interrelationshy and integration);

prinsip keadilan antar dan inter penerasi {infer and intragenerational
equity principle);

prinsip hak untuk berkembang/hak untuk pembangunan
(principle of the right to develop),

prinsip perlindungan terhadap lingkungan (environmental
safeguands principles).

prinsip pencegahan dini {precautionary principle);

prinsip pencemar yang membayar (polluter pays principle); dan
prinsip keterbukaan dan prinsip lainnya yang berorientasi pada
proses (bransparency praciple and other process-oriented principle).

T Milen Djoulgerow and Knacuss Fellow, Integrated Comstal Managemen! (1CM) Basee,
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Center for the Study of Marine Peliey, University of Delaware, Mewark Dydawer,
AT, hirm, 1920
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Adapun prinsip-prinsip yang berkaitan dengan sifat dan ciri-ciri

khusus dari laut, terdiri dari:

d,

b.

Prinsip yang didasarkan pada sifat publik dari laut (principle based
on the public malure of the oceans);

Prinsip-prinsip yang berkaitan dengan sifat biofisik dari wilayah
pesisir (prirciples related to the bioplnysical nature of he coastal zone);
Prinsip-prinsip vang berkaitan dengan pengpgunaan sumber daya
dan ruang wilayah pesisir dan laut {principle related to the usai of
coastal and ocelan resources and spuce).

Pengelolaan SDA (muinyak dan gas bumi) dalam peraturan

perundang-undangan, seharusnya memperhatikan prinsip-prinsip
dasar pembangunan berkelanjutan dalam arti tidak saja berorientasi
pada pembangunan fisik yvang memperhatikan aspek kelestarian
lingkungan, tetapi juga pembangunan manusia berkelanjutan, karena
prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan menekankan pada prinsip
pembangunan manusia berkelanjutan, hal ini tercermin dari ciri-ciri
pembangunan berkelanjutan vang meliputi:

i,

d,

SDA merupakan karunia Tuhan YME dan mempunyai nilai
megis-religius di samping mempunyai nilai ekonomis dan fungsi
sosial;

Pengelolaan SDA harus memperhatikan fungsi ekosistem;
Pengelolaan 5DA tidak hanya berisikan wewenang untuk peman-
faatannya (hak), tetapi juga termasuk pelestarian SDA {kewajiban)
vang berfungsi sebagai sumber hidup masyarakat setempat;
Pengelolaan 504 vang bertanggung jawab dapat memberikan
keseimbangan antara memberikan ruang gerak bagi investasi
tanpa merugikan masyarakat {dimensi kemasyarakatan/
kerakyatan);

Pengelolaan SDA harus dapat memberikan wewenang untuk
pemanfaatannya, tanpa mengakibatkan terjadinya usaha yang
bersifat monopolistik;

Pengelolaan SDA harus dapat mewujudkan persamaan hak dan
keadilan dalam akses dan pemanfaatannya;

Pengelolaan SDA harus mengakomodasi peran serta masyarakat,

el TV
" Maria 5W. Sumardjono, Reforsied Hukiom dan Fehmukan Sumber Diya Alam Tamal,

Dalam Buku, Demokrast Pengelirdasn Swmber Daye Aloor, W2EL (Tadonesion Cenler fov
Entirowumend Liee), Jakarta, 1999, him, 41,
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Prinsip-prinsip umum tersebut di atas, dapat dimaknai dalam

pengelolaan 5DA minyak dan gas bumi di lepas pantai harus
diupayakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Essensinya adalah pembangunan manusia yang berkelanjutan. Dalam
pelaksanaan pembangunan manusia berkelanjutan perlu
mempertimbangkan lima aspek yang berpengaruh dalam kehidupan
kelompok masyarakat atau komunitasnya, yaitu:™

ik

Pemberdayaan masyarakat atau empowermen!, Untuk dapat
berkem-bang manusia memerlukan peningkatan berbagai
kemampuan atau kapasitas masyarakat yang diperlukan untuk
menentukan dan mem-perluas pilihan-pilihan serta mencapai
keinginan dan memenuhi kebutuhannya. Peningkatan kapasitas
juga diperlukan agar masyarakat dapat memperluas
kesempatannya untuk berpartisipast dalam proses pengambilan
keputusan yang mempengaruhi hidupnya.

Kerjasama atau cooperation. Untuk menciptakan perasaan sebagai
bagian dari kelompok atau untuk mendapatkan rasa percaya diri
dan perasaan diterima dalam kelompoknya, manusia memerlukan
kerjasama dengan orang lain, Oleh karena itu, proses
pembangunan manusia yang berkelanjutan harus dapat
mendorong terciptanya kerjasama dalam masyarakat.

Fquity, vaitu hak mendapatkan kesempatan yang sama bukan
saja aspek finansial, tetapi juga pelayanan dalam masyarakat,
misalnya kesempatan pendidikan. Dalam pembangunan manusia
yang berkelanjutan pencapatan kesempatan yang sama secara acl
bagi semua orang harus menjadi salah satu aspek yang
diupavakan secara luas.

Sustaimability, yaitu adanya keberlanjutan pemenuhan kebutuhan
anlar generasi. Hal ini berarti bahwa pemenuban kebutuhan hidup
generasi sekarang tidak boleh mengabaikan kebutuhan generas:
mendatang.

Security, yaitu suatu keadaan dimana anggota masyarakat dapal
bebas dari berbagai ancaman atau ketidakpastian, terutama dalam
harapan-harapan hidup. Manusia tidak khawatir dengan ancaman
penyakit dan tekanan atau musibah lainnya yang datang untuk
menghancurkannya.

S Rachmat Wirosedarmo, dkk, Agenda 21 Sekioral, Agrnde Pertambarigan [lnfuk
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Pengembangan Kuafitas Hidup Secara Berkrlonpikan, Provek Agenda 21 Sektoral Kerasama
Kantor Menteri Negara Lingkunan Hidup dengan UNDF, Jakarta, 206K, Rlm. 7.
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Berbagai prinsip-prinsip pengelolaan SDA laut dalam ketentuan
internasional di atas, perlu diadobsi dalam peraturan perundang-
undangan nasional, karena Indonesia sebagai salah satu negara
berdaulat tidak mungkin melepaskan tanggung jawabnya kepada
masyarakat internasional. Perkembangan masyarakat internasional,
baik dalam kawasan regional maupun global terhadap sesuatu isu
tentunya tidak dapat dilepaskan dari kebijakan-kebijakan nasional yang
akan ditetapkan oleh suatu negara. Oleh sebab itu, prinsip-prinsip dasar
vang disepakati oleh negara-negara, baik dalam bentuk deklarasi,
resolusi maupun konvensi juga perlu dipertimbangkan dalam
menetapkan kebijjakan pengelolaan SDA di wilayah laut. Tanpa itu
semua Indonesia akan dianggap sebagai negara yang melakukan
kerusakan lingkungan. Inilah wujud konkret dari tindakan negara
untuk memanfaatkan SDA dengan memperhatikan prinsip
pembangunan keberlanjutannya yang didalamnya terkandung prinsip
pembangunan manusia berkelanjutan,

23 Dalam Resolusi International Maritime Organization

Selain diatur dalam UNCLOS 1982, ekplorast dan eksploitasi SDA,
khususnya di dasar laut dan tanah di bawahnya diatur dalam
Rekomendasi IMO, baik dalam Resolution A 341 (1X) 1974, 379(%) 1977,
IMO) Ship’s Routing 1984, dan rekemendast Internabional Association of
Lighthouse Authorities (JALA) dalang Reconrmendations for the Marking of
Offshore Structures 1965 to 1968, pada intinya mengatur pengelolaan
S[A yang tidak saja berkaitan dengan hak negara untuk memanfaatkan
SDA di landas kontinennya, tetapi juga menekankan kewajiban kepada
negara bukan kepada operfor untuk memperhatikan aspek lingkungan
dan keselamatan pelayaran,®

24 Dalam Konvensi Keanckaragaman Hayati

Indonesia telah meratifikasi Protokol Cartagena tentang
Keamanan Hayati atas Konvensi Tentang Keanekaragaman Hayati
{Cartagena Protocol on Biosafety o The Convention on Biological Diversity)
melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2004, Dalam Pasal 4
Protokol Cartagena tersebut diatur bahwa ruang lingkupnya berlaku

"By B, Agoes, Pergiburan Huknon Intermasangd Tentong Konstrakst O Lawd, Makalsh
disampaikan pada Smposium Masional Hakum Intermasional Dalam Rangka [Yes
Matalis Universitas Diponegoro ke-33, Semarang, 1989, hlm, 8
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bagi perpindahan lintas batas, persinggahan, penanganan dan
pemanfaatan semua organisme hasil modifikasi genetik yang dapat
mengakibatkan kerugian terhadap konservasi dan pemanfaatan
berkelanjutan keanekaragaman hayati, dengan mempertimbangkan
pula resiko terhadap kesehatan manusia.

Secara global, Protokol Cartagena mengatur tentang lintas batas
organisme hayati antar negara. Dari sini akan muncul perjanjian antar
negara, baik secara bilateral, regional, maupun multilateral. Hal ini
dilakukan sebagai instrumen untuk melakukan kajian resiko dan
manajemen resiko yang mungkin saja timbul akibat lintas batas
orgamsme havati antar negara.

Indonesia yang terdiri dari beberapa daerah tentu perlu
mengakomodir Konvensi Cartagena, mengingat potensi lintas batas
keanekaragaman hayati sangat besar. Dalam konsiderans menimbang
Peraturan Menteri Negarg Lingkungan Hidup Nomor 29 Tahun 2009
tentang Pedoman Konservasi Keanekaragaman Hayati di Daerah diatur
bahwa bahwa keanekaragaman hayati merupakan aset bagi
pembangunan nasional dan daerah sehingga diperlukan pengelolaan
secara terpadu, baik antar sektor maupun antar tingkat pemerintahan.
Selain itu, kegiatan pembangunan dan/ atau pemanfaatan sumber daya
alam berpotensi mengakibatkan kerusakan dan mengancam kelestarian
keanekaragaman hayati baik pada tingkat sumber daya genetik, spesies,
maupun ekosistem.
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PENGATURAN SUMBER DAYA
KELAUTAN DALAM PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA

3.1 Landasan Filosofis

Wilayah kedaulatan dan yuridiksi Indonesia terbentang dari 6°08°
LU hingga 11°15' L5, dan dari 94°45' BT hingga 141°05' BT terletak di
posisi geoprafis sangat strategis, karena menjadi penghubung dua
samudera dan dua benua, Samudera India dengan Samudera Fasifik,
dan Benua Asia dengan Benua Australia. Kepulauan Indonesia terdin
dari 17.508 pulau besar dan pulau kecil dan memiliki garis pantai 81.000
km, serta luas laut terbesar di dunia yaitu 5.8 juta km?* (DEPLU 2005).

Wilayah laut Indonesia mencakup 12 mil laut ke arah luar garis
pantai, selain itu Indonesia memiliki wilayah yuridiksi nasional vang
meliputi Zona Ekonomi Eksktusif (ZEE) sejauh 200 mil dan landas
kontinen sampai sejauh 350 mil dari garis pantai

Pengelolaan SDA kelautan secara filosofis merupakan upaya
memanfaatkan SDA yang berada di wilayah laut sebagan anugerah
Tuhan Yang Maha Esa yang diiringt dengan upaya pelestariannya.
Pemanfaatan SDA ini harus digunakan untuk kesejahteraan
masyarakat Indonesia, karena merupakan hak suatu bangsa Indonesia,
Meh sebab itu, upaya pemanfaatan ini harus didasarkan pada
ketentuan hukum yvang tidak boleh bertentangan dengan landasan
filosofisnya, vaitu Pancasila,

Filosofis berasal dari kata filsafat, yakni ilmu tentang kebijakan,
dengan demikian arti filosofis tidak lain adalah sifat-sifat yang
mengarah pada kebijaksanaan, vaitu menitik beratkan pada pandangan
hidup bangsa vang berisikan nilai-nilai moral atau etika atau nilai-
nilai kebaikan. Milai baik adalah nila: vang dijunjung tinggi, meliputi
nilai kebenaran, keadilan, kesusilaan, kemanusiaan, religius dan
berbagai nilai yang dianggap batk. Penilasan terhadap nilai baik, benar,
adil dan susila sangat tergantung dari ukuran yang dimilik oleh suatu
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bangsa tertentu.®? Indonesia sebagai suatu negara yang memiliks
pandangan hidup yang terkandung dalam nilai-nila1 Pancasifa
tentunya menjadi tolak ukur dalam setiap peraturan perundang-
undangan yang akan ditetapkan. Hal ini merupakan dasar filosofis
dari seluruh peraturan perundang-undangan Indonesia.

Dalam kerangka pembangunan hukum yang sesuai dengan nilai-
nilai Pancasila sebagai dasar filosofis peraturan perundang-undangan,
perlu terlebih dahulu dikaji nilai-nilai apa yang terkandung dalam
Pancasila dan bagaimana fungsi Pancasila tersebut, baik sebagai
ideologi negara, dasar negara atau sumber dari segala su mber hukum
Indonesia, maupun pandangan hidup bangsa Indonesia, sehingga
dapat diketahui posisi atau kedudukan Pancasila dalam tatanan hukum
Indonesia atau sebagai landasan filosofis peraturan perundang-
undangan Indonesia.

Nilai adalah suatu vang dipandang baik atau luhur dan orang-
orang ingin menikmatipya dalam hidup, seperti nilai Ketuhanan,
kemanusiaan, kebangsaan, kerakyatan, keadilan, cinta dan kasih
sayang.* Darji Darmadiharjo, menyatakan bahwa:

Nilai termasuk dalam pengertian filsafat, Menilai berarti
menimbang, yaitu kegiatan manusia menghubungkan dengan sesuatu
(objek) selanjutnya mengambil keputusan. Keputusan nilai dapat
berupa; berguna atau tidak berguna, benar atau tidak benar, baik atau
ticdak baik, religius atau tidak religius. Sesuatu dikatakan mempunyai
nilai, apabila sesuatu itu berguna, benar (nilai kebenaran), indlah (nilai
estetika), baik (nilai moral/ethis), religius (nilai agama).™

Berdasarkan pengertian nilai di atas, Notonagoro menggelongkan
nilai ke dalam 3 {tiga) kategori, yaitu:

a.  Nilai materiil, vaitu segala sesuatu yang berguna bagi unsur
manusia;
b,  Nilaivital, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk
dapat mengadakan kegiatan atau aktivitas;
¢.  Nilai kerohanian, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi rohani
manusia, Nilai ini dibedakan atas 4 (empat) macam, yaitu:
- Milai kebenaran/ kenyataan yang bersumber pada akal manusia
(ratio, budi, cipta);
- Nilai keindahan yang bersumber pada manusia (gevoel,
perasaan, estehis);

B

H. Rosjidi Ranggawidjaja, Pergantar i Persendang-Lndangon Indoviesi, hlandar

blaju, Bandung, 1998, hin, 43

' M. Soly Lubis, Diesar-Dhasar Eanstiusond Permberbubarn Perabeiran Preuncimg-undangan,
Jusnal Konstitusi Volme 4 BMomor 2, 2007, hlm, 34,

= [arji Darmodiharo, Orientasi Singkal Pancasila, dalam Simbiafi Pencasly, Usaha

Masional, Suarabaya, 19T, him. 795
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- Milai kebaikan atau nilai moral yvang bersumber pada unsur
kehendak,/ kemauan manusta (will, karsa, ethic);

- Nilai religius vang merupakan nilai Ketuhanan, kerchanian
vang tertinggi dan mutlak. Nilai religius bersumber pada
kepercavaan dan keyakinan manusia.*

Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, dasar negara dan
sumber dari segala sumber hukum Indonesia tergolong ke dalam nilai
kerohaniaan, tetapi terkandung nilai-nilai secara lengkap dan
harmonis, baik nilai materiil, vital, nilai kebenaran/kenvataan,
aesthetis, ethis/ moral maupun nilas religius. Hal ini dapat disimpulkan
dari susunan sila-sila Pancasila vang sistematis-hierarkis dari sila
pertama sampai dengan sila kelima. Dilihat dari dimensi lain, nila
Pancasila mempunyai sifat objektif dan sekaligus subjektif, umum/
universal.”

Kandungan nilai-nilai dalam sila-sila Pancasila tersebut
_merupakan kristalisasi dari nilai-nilai hidup bangsa Indonesia yang
diadobsi dari perilaku-perilaku yang baik dalam kehidupan bangsa
Indonesia. Oleh sebab itu, Pancasila dijadikan pedoman tingkah laku
dalam pergaulan hidup masyarakat Indonesia yang kemudian
diturunkan ke dalam norma atau pedoman tingkah laku, baik dalam
norma sosial, norma kesusilaan maupun norma hukum,

Pancasila sebagai suatu pedoman hidup dalam berbangsa dan
bernegara Indonesia, tidak dapat dungkari bahwa seluruh praktek
kehidupan bernegara posisi Pancasila dijadikan dasar negara yang
berarti bahwa setiap perak langkah pemerintahan Indonesia harus
berpedoman kepada nilai-nilai Pancasila, demikian pula halnya, karena
nilai-nilai Pancasila merupakan nilai luhur dalam bernegara, Indonesia
sebagai salah satu negara yang berdasarkan hukum, maka tidak
diingkari bahwa seluruh norma hukum yang mengatur berbagai aspek
ketatanegaraan harus bersumber pada nila-nilai Pancasila, dengan kata
lain seluruh peraturan perundang-undangan yang ditetap dan
diberlakukan di wilavah Republik Indonesia harus bersumber pada
nilai-nilai Pancasila atau tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai
vang terkandng dalam sila-sila Pancasila.

Adapun nilai-nilai Pancasila yang harus ada dalam setiap pasal

dalam peraturan perundang-undangan, adalah*

a. Ketuhanan Yang Maha Esa, berarti bahwa bangsa dan negara
Indonesia mengakui dan meyakini adanya Tuhan, sebagal pencipta
sepala yang ada dan semua makbluk, Sifat Tuhan maha sempurna

o fhnid

“* Tim Peneliti FH UOGMM = FH Universites Pancasila, Pokok-FPokok Hasi Pemeletian fenlong

Wilai-Mitwd Ponoesite sebagan Miket Diaser Pegembargan feen Hiduien, Jakarts, 2006, hlm, &

“ Drajh Darmodibario, Ca Cif, 1991, hlm. 38-46,
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dan tidak dapat disamai oleh siapa saja. Keyakinan adanya Tuhan
bukanlah dogma atau kepercayaan, melainkan kepercayaan yang
berakar pada pengetahuan yang benar dan dapat diuji atau
dibuktikan melalui kaidah-kaidah logika. Dengan adanya
keyakinan ini negara Eepublik Indonesia memberi jaminan
kebebasan kepada penduduk untuk memeluk agama dan untuk
beribadat sesuai dengan agama dan kepercayaan yvang dianut, bdak
boleh ada pertantangan dalam hal Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak
boleh adanya paksaan agama, tidak ada paham yang meniadakan
agama,

Kemanusiaan yang adil dan beradab, kemanusiaan berarti sifat
manusia yang merupakan esensi dan identitas manusia karena
martabat kemanusiaannya. Adil didasarkan pada norma yang
objektif jadi tidak subyektif apalagi sewenang-wenang. Beradab
berarti sikap hidup, keputusan, dan tindakan selalu berdasarkan
nilai-nilai budaya terutama norma sosial dan moral. Prinsip
kemanusiaan yang adil dan beradab adalah kesadaran sikap dan
perbuatan manusia yang sesuai dengan kodrat hakikat manusia
yang berbudi, sadar nilai dan budaya. Dalam hubungannya dengan
negara, sila inl merupakan suatu rumusan yang mengandung nilai-
nilai setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sederajat
terhadap hukum, mempunyai kewajiban dan hak yang sama dalam
pemerintahan, setiap warga negara dijamin hak dan kebebasannya
berhubungan dengan Tu han, orang per orang, negara, masyarakat,
termasuk menyampaikan pendapat, hidup yang layak sesuai
dengan hak asasi manusia (HAM), .
Persatuan Indonesia, sila ini mengandung makna bahwa persatuan
bangsa yang mendiami wilayah Indonesia, bersatu karena
didorong untuk mencapai kehidupan kebangsaan yang bebas
dalam wadah negara vang merdeka dan berdaulat.

Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam
permusyawaralan/ perwakilan, berarti rakyal yang memjalankan
kekuasaannya melalui sistem perwakilan dan keputusan-
keputusan yang diambil dengan jalan musyawarah yang dipimpin
oleh pikiran yang sehat serta bertanggung jawab, baik kepada
Tuhan maupun kepada rakyat vang diwakilinya.

keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sila ini berarti setiap
orang Indonesia mendapat perlakuan yang adil dalam bidang hukum,
politik, ekonomi, dan kebudayaan, termasuk pengertian keadilan pada
sila i adalah adil dan makmur, vaitu keadilan meliputi pemenuhan
tuntutan-tuntutan hakiki bagi jasmani dan rohani materiil dan spiritual
yang dapat dinikmati oleh seluruh bangsa Indonesia,
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Milai-nilai yang terkandung dalam Pancasila di atas, harus menjadi
prinsip atau asas dalam pembangunan hukum Indonesia, termasuk
di dalamnya pembangunan hukum pengelolaan SDA kelautan, karena
dalam hubungannya dengan hukum, Pancasila berfungsi sebagai dasar
negara vang berarti pula sebagai sumber dari segala sumber hukum
Indonesia, Tanpa nilai-nilai ini, hukum Indonesia akan kehilangan jati
dirinya,

Hukum sebagai suatu sistem, hukum positif disusun dalam suatu
pola tertentu yang memungkinkan pelaksanaannya secara seksama.
Pola yang banyak digunakan adalah hirarchi {bertingkat) yang terdiri
dari aturan yang paling tingpi sampai pada tingkat aturan yvang paling
rendah. Menurut pola ini seluruh bangunan atau sistem hukum suatu
bangsa terikat oleh susunan logis dari sekian banyak peraturan yang
merupakan bagian-bagian vang membentuk sistem hukum bangsa-
bangsa. Dalam Teori Hans Kelsen dijelaskan bahwa sistem atau
bangunan hukum tersebut mempunyai dasarnya dalam bentuk
peraturan yvang paling abstrak dan keseluruhan sistem hukum
merupakan konkritisasi belaka dari peraturan vang abstrak melalui
prinsip logika.®

Pemikiran Hans Kelsen dalam Stufentheorie, jika dihubungkan
dengan hirarchi peraturan perundang-undangan Indonesia, maka jelas
bahwa tingkatan yvang paling tinggi dan abstrak dari peraturan
perundang-undangan di Indonesia adalah Pancasila atau disebut
Staatsfundamentalnorm atau grundnorm, Menurut Moempoeni
Moelatingsih Maemoenah, Pancasila menjadi norma dasar dari
berbagai jenis peraturan perandang-undangan vang berlaku di
Indonesia. Sama artinya dengan norma hukum menjadi standar
penilaian mengenai eksistensi Pancasila sebagan staatsfundumentalnorm

1.2 Dasar Konstitusional

Pengaturan pengelolaan SDA kelautan dalam berbagai peraturan
perundang-undangan merupakan tindak lanjut dari Pasal 33 UUDNEI
1945 yang sampai saat ini telah mengalami empat kali perubahan, sebagai
salah satu sumber daya alam yany tak terbaharui (urrerenmble} minyak
dan gas bumi menempat posisi yvang penting dalam pembangunan negara
dan kesejahteraan rakvat. Oleh sebab itu, dikuasai oleh negara.

= Satjipto Fahardjo, Evalussi Terhndop KUHP Baru, Dilihol dart Sept Trord Manajeren
Modern, Makalah Seminar Dralam BEangka Dies MNatalis Universitas Diponegora,
Semarang, 1983, him. 4.

® Moempoeni Moelstingsih Maemoenah, Implemenfos Asas-Asas Hubars Tale MNegara
Memgn Pervgijudan fes Constitendum O Indonea, Pidasto Pengukuhan Gung Besar,
Universitas Dhponegors, Semarang, 2005, him; 21
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Penguasaan negara terhadap SDA kelautan berisikan kekuasaan
atau sebagai Pemegang Kuasa yang diberikan oleh hukum kepada
negara untuk mengurus, mengatur dan mengawasi pengelolaan
tersebut dan kewajiban untuk mempergunakannya bagi sebesar-
besarnya kemakmuran rakyat. Selain itu, makna yang terkandung
dalam Pasal 33 tersebut juga terkait dengan fungsi negara dalam
perekonomian. Dari aspek ekonomi, negara sebagai salah satu
instrumen ekonomi yany sangat penting dalam kerangka hubungan
penguasaan yang berfungsi sebagai pengatur, pengurus, pengelola
dan pengawas terhadap semua sektor perekonomian negara,™ Dalam
hal ini tentunya terkait dengan demokrasi ekonomi nasional, sehingga
UUDMNRI 1945 tidak saja sebagai konstitusi politik, tetapi juga konstitusi
ekonomi.™

Pasal 33 ayat (1) secara tegas menyatakan bahwa perekonomian
disusun berdasarkan asas kekeluargaan, ini berarti sistem ekonomi
Indonesia menganut paham sosialis. Sementara itu, dalam pengelolaan
SDA kelautan ini, dengan segala keterbatasannya bangsa Indonesia mau
tidak mau masih tergantung dengan teknologi dan keahlian bangsa lain,
sehingpa tidak dapat dihindari bahwa paham demokrasi ekonomi nasional
Indonesia juga dipengaruhi oleh paham liberalis, apalagi di era globahsasi
ekonomi peran negara-negara maju sangat besar terhadap demokrasi
ekonomi negara-negara sedang berkembang seperti Indonesia. Paham
liberalis ini juga sangat nampak dalam investas: bidang pertambangan
minyak dan gas bumi. Oleh sebab itu, banyak pihak dalam pembahasan
perubahan UUDNRI 1945 vang menginginkan paham kekeluargaan
sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) dihapuskan. .

Besarmva pengaruh globalisasi, tidak dapat diingkari dalam setiap
kebijakan dan hukum juga selalu ditkun dengan kandungan-kandungan
nilai liberalis sebagai suatu toleransi terhadap perkembangan dan
pengaruh negara-negara maju yang pada umumnya menganut paham
liberalis, sehingea dapat dikatakan bahwa globalisasi berbasis liberalisme.

Hukum yang dibentuk tidak dapat menghindari diri dari besarmya
pengaruh nilai-nilai faham liberalis danjika hal ini ditingyalkan, suatu negara
akan tergilas oleh globalisasi itu sendiri, Secara substantif, paham liberalisme
skonom ini memperjuangkan leissez fire {persaingan bebas), yakni paham
vang memperjuarigkan hak-hak atas kepemilikan dan kebebasan individual.
Para penganut paham ini lebih percaya pada kekuatan pasar untuk
menyelesaikan masalah sosial ketimbang metode intervensi negara vang,
mengambil bentuk dalam regulasi-regulasi yang dihasilkannya.

Abrar Saleng, Hukum Pertambungon, UL Press, [ogjakarta, 2004, him. 32
Maruarar Sinhaan, Relevaonst Pengasiin MNegara ates Cahang Produkes Strideges Merarat
LILIEY 1945 dluny Transizrmas Glebal, Jurnal Konstitesi Volume 4 Nomor 3, Seplember
20417, hlahkamah Konstitusi Republik Indonesia, fakarta, 2007, him. .
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2 dicermati paham neo-liberalisme ini pada dasarnya hanyalah
St fenomena kebangkitan kembali faham liberal lama yang pada
=y terdapat lima pokok pemikiran yang menjadi dasar paham ini,?
-

& Membiarkan mekanisme pasar bekerja, termasuk membebaskan

an swasta {private enterprise) dari negara atau pemerintah.

apan keyakinan tersebut berupa pemberian ruang bebas dan

ksterbukaan terhadap perdagangan internasional dan investasi,

seperti AFTA mavpun NAFTA. Intinya sebuah area yang bebas
dari birckrasi negara,

& Efisiensi dengan memangkas semua anggaran negara yang tidak
produktif, seperti subsidi untuk pelayanan sosial; subsidi anggaran
pendidikan, kesehatan, dan jaminan sosial lainnya.

£ Menganjurkan diterapkannya reformasi kebijakan nasional
{deregulasi) dalam berbagai sektor kebijakan terutama pada
(deregulasi) ekonomi. Penerapan regulasi ekonomi pada hakekatnya
bertentangan dengan prinsip dasar mereka yakni kepentingan
ekspansi global dari investasi dan kapital, proses produksi global dan
proses pemasaran global,

d. Keyakinan terhadap privatisasi, karena privatisasi disandarkan
pada alasan efisiensi dan mengurangi korupsi, namun bagi
mayoritas rakyat justru ekses destruktiflah yang didapatkan sebab
implikasinya adalah terkonsentrasinya basis-basis kapital di tangan
segelintir orang dan dengan kekuasaan superiornya mereka
menentukan harga-harga kebutuhan, termasuk kebutuhan rakyat,

2. Menyisihkan nilai-nilai yang méngutamakan solidaritas sosial dan
menggantikan dengan nilai-nilai yang lebih bersifat tanggung
jawab individual, karena semangat kolektivisme sangatlah kontra
produktif dengan logika efisiensi dan efektivitas vang menjadi
maotif mendasar dari kerja paham liberalis.

Paham liberal ini masuk dalam perekonomian negara-negara
berkembang melalui transformasi global bidang ekonomi, dimana
dalam perekonomian global banyak dipengaruhi oleh negara-negara
kapitalis-liberalis, yaitu menyerahkan perekonomian negara melalui
mekanisme pasar, sementara peran negara dibatasi,

Dalam mengantisipasi perkembangan masyarakat dan hukum,
Pasal 33 UUDNRI 1945 ketiga ayat asli, vaitu avat (1), (2), (%) dapat
dipertahankan dari pihak yang ingin mengubahnya setelah
kemenangan sistem ekonomi kapitalis barat atas sistem ekonomi
sostalis yang disusul dengan keruntuhan sistem komunisme Uni
sovyet dan Eropa Tunur, membawa pengaruh besar terhadap sikap

TBudi Setiawan, Bundh Versus MNeo-Liberiisme, Radar | ampung, 3 Apnl 2067, Hal. 25

£
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kaum elit politik muda Indonesia yang mudah menjadi ambivalen
terhadap sistem ekonomi Indonesia dan ideclogi kerakyatan yang
melandasinya.™

Berbagai pertimbangan akhirnya diputuskan bahwa paham
kekeluargaan sebagai ciri dari demokrasi ekonomi tetap dipertahankan
dengan menambahkan ayat (4) yang mengatur tentang prinsip-prinsip
demokrasi sebagai jalan tengah terhadap perpaduan kedua paham
sistemn perekonomian nasional.

Kedua sistem ekonomi yang dianut oleh banyak negara {paham
sosialis dan liberalis) pada intinya untuk menempatkan fungsi negara
terhadap pengelolaan perekenomian negara. [ satu sisi penguasaan
dan intervensi negara dalam pengelolaan SDA yang menguasai hajat
hidup orang banyak demikian besar, disisi lain penentuan pengelolaan
SDA diserahkan kepada mekanisme pasar. Campur tangan negara
terhadap berbagai kegiatan pengelolaan 5DA yang menguasai hajat
hidup orang banyak, sebagaimana ditetapkan dalam Penjelasan Pasal
33 UUDNRI 1945 sebelum perubahan, didasarkan pada:

a. Pertimbangan demokrasi ekonomi;

b. Untuk menghindari terjadinya penumpukan produksi dan jatuh
ke tangan orang seorang yang berkuasa;

¢. Untuk menghindar penindasan terhadap rakyat banyak oleh
mereka yang secara ekonomi dan politik sangat kuat.

Pertimbangan di atas, tentunya didasarkan pada kesadaran

bentuk UUD untuk mengantisipasi terjadi penguasaan yang dapat
berakibat pada penindasan pihak-pihak yang lemah baik secara
ekonomi maupun politik, karena dalam konteks pengelolaan SDA
Indonesia, tidak dapat dipisahkan bahwa SIJA yang ada di wilayah
Indonesia, baik darat, perairan maupun dasar laut dan tanah di
hawahnya adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan
hak bangsa Indonesia, sehingga pemanfaatannya harus benar-benar
dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia.

Arti penting makna SDA diperuntukkan sebesar-besamya untuk
kemakmuran rakyat terkait dengan perlindungan dan pemenuhan
kepentingan sosial dan kesejahteraan rakyat batk sebagai individu maupun
sehagai masyarakat, Hal i tadak dapat dipisahkan dari makna alinia
keempat Pembukaan UUDNRL 1945 yang menyebutkan secara tegas
tujuan didirikannya NKRI tidak lain untuk melindungi segenap bangsa
dan tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umurm,
mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dura
harus dibaca dalam makna yang senafas dengan makna yang terkamndung,

N Gei Edi Swasonn, Kebersomunnt dam Agas Kekelweasgaen, Mutuahsm & Brotherhood
Kerakyatan, Mastonalisme dan Keemenetrian, UN] Press, Jakarta, 2002, him. 182,
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dalam Pasal 33 tersebut, sehingga makna kemakmuran dan kesejahteraan
rakyat Indonesia merupakan jaminan hukum atas hak-hak sosial ekonomi
rakyat sehingga dapat hidup layak sebagai warga negara yang sejajar
dengan bangsa-bangsa lain.
Pengertian sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat dalam
pengelolaan pertambangan minyak dan gas bumi berart bahwa dalam
pengelolaan SDA ini seluruh rakyat harus terlibat aktif tidak saja pada
perumusan hukum yang melandasi pengaturan pengelolaan, tetapi
juga harus terlibat dalam setiap faset kegiatan pengelolaan, baik itu
pengusahaan dan menikmat pemanfaatan segala potensi SDA yang
ada di lingkungannya maupun kegiatan-kegiatan lain yvang akan
menimbulkan kerusakannya. Dengan demikian dapat disimpulkan
bahwa pengelolaan SDA kelautan harus melibatkan semua pihak, baik
secara individu maupun masyarakat. Dalam hubungannya dengan
MERI keterlibatan ini tidak saja oleh pemerintah pusat tetapi juga
pemerintah daerah, termasuk pihak swasta, di mana negara dalam
hal ini dilaksanakan pemerintah berfungsi tidak saja untuk mengatur,
mengurus dan mengawasi, tetapi juga penempatan hak penguasaan
negara dalam pengelolaan SDA kelautan sebagai salah satu sektor
bidang ekonomi, secara teoretis dapat kiranya didekati melalui
pendapat W. Friedmann yang mengemukakan babwa terdapat empat
fungsi negara dalam bidang ekonomi, yaitu:
a. Fungsi negara sebapai propuder (penjamin).
Fungsi ini berkenaan dengan negara kesejahteraan (welfare
sfate), yailu negara bertanggungjawab dan menjamin suatu
standar minimum kehidupan secara keseluruhan serta bentuk-
bentuk jaminan sosial lainnya.
b. Fungsi negara sébagai regulator {pengatur),
Fungsi ini berkaitan dengan kekuasaan negara untuk mengatur
merupakan wujud dari fungsi negara sebagai regulator,
Bentuknya bermacam-macam, ada yang berupa peraturan
perundang-undangan, tetapi juga bersifat peraturan kebijakan,
secara sektoral misalnya pengaturan kenang investasi disektor
industn pertambangan, ekspor-impor, pengawasan dan lain-
Iain.

€. Fungsinegara sebagai enderprenenr {melakukan usaha ekonomi),
Fungsi ini sangat penting dan perkembangannya sangat
dinamis, Negara dalam kedudukan demikian, menjalankan
sektor tertentu dalam bidang ekonomi melali badan usaha milik
negara (sfale oimed corporations). Sitat dinamis tersebut berkaitan
dengan uwsaha yang harus terus menerus dilakukan untuk
menciptakan keseimbangan dan hidup berdampingan {co-
existenice} antara peran seklor swasta dan sektor publik,

Hickem Penpedolaar Sumber Doava Alam Kelautan 50



d. Fungsi negara sebagai umpire (wasit, pengawas).

Pada fungsi ini, negara dituntut untuk merumuskan standar-
standar yang adil mengenai kinerja sektor-sektor yang berada
dalam bidang ekonomi, diantaranya mengenai perusahaan negara.
Fungsi terakhir ini diakui sangat sulit, karena di satu pihak negara
melalui perusahaan negara selaku pengusaha, tetapi di lain pihak
ditentukan untuk menilai secara adil kinerjanya sendiri
dibandingkan dengan sektor swasta yang lainnya.™

3.3 Dalam Peraturan Perundang-Undangan Indonesia
3.3.1 Dalam Peraturan Perundang-Undangan Kewilayahan

a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan
Indonesia

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia
merupakan pengganti Undang-Undang Nomor 4 Prp Tahun 1960
tentang Perairan Indonesia. Penggantian ini disebabkan karena
Undang-Undang Perairan yang lama sudah tidak sesuai lagi dengan
perkembangan rezim hukum negara kepulauan yang diperjuangkan
oleh Bangsa Indonesia sejak dahulu, kemudian diakui dengan
ditetapkannya pengaturan negara kepulauan dalam UNCLOS 1982,
Ketentuan ini diatur dalam Diktum menimbang huruf ¢ dan d Undang-
Undang Perairan Indonesia yang menyatakan bahwa:

Huruf c. bahwa pengaturan negara kepulauan yang ditetapkan
dalam Undang-Undang Nomor 4 Prp Tahun 1960 tentang Perairan
Indonesia sudah tdak sesuai lagi dengan perkembangan rezim hukum
negara kepulauan sebagaimana dimuat dalam Bab IV UNCLOS 1982;

Huruf d. bahwa sehubungan dengan ity, serta untuk
memantapkan landasan hukum vang mengatur wilayah perairan
Indonesia, kedaulatan, yurisdiksi, hak dan kewajiban serta kegiatan di
perairan Indonesia dalam rangka pembangunan nasional berdasarkan
Wawasan Nusantara, maka perlu mencabut Undang-Undang Nomor
4 Prp Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia.

Pasal-pasal yang memerlukan peraturan pelaksanaan dalam
Undang-Undang Perairan Indonesia, telah ditindak-lanjuti dengan
ditetapkannya peraturan pemerintah:

a.  Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2002 tentang Hak dan

Kewajiban Kapal Asing Dalam Melaksanakan Lintas Damai ]

Perairan Indonesia.

W, Feiedman, The State ard The Bule of Law in Mixed Ecomomy, Steven and Sons, Landon,
1971, blm 3, dalam Abrar Saleng, Op O, him. 49
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b.  Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2002 tentang Hak dan
Kewajiban Kapal Asing dan Pesawat Udara Asing Dalam
Melaksanakan Hak Lintas Alur Laut Kepulauan melalui Alur Laut
Kepulauan yang ditetapkan

. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2008 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002 tentang Daftar
Koordinat Geografis Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan
Indonesia.

Fada intinya Undang-Undang Perairan Indonesia mengatur
tentang wewenang, hak, kewajiban Indonesia sebagai negara
kepulauvan di perairannya dan hak-hak dan kewajiban negara lain di
wilayah perairan Indonesia sebagaimana diatur dalam UNCLOS 1982,

Salah satu kewajiban pemerintah Indonesia di wilayah perairan
lautnya adalah menentukan tikik-titik garis pangkal negara kepulauan,
laut teritorial, dan zona-zona maritim lainnya agar dalam
pengelolaannya tidak menimbulkan konflik dengan negara-negara
tetangga, Penentuan batas zona maritim Indonesia ind dimaksudkan
untuk adanya kepastian hukum terhadap wilayah laut, mengingat pada
zoma-zona maritim tersebut, hukum internasional memberikan status
hukum yang jelas bagi negara-negara yang telah menentukan batas-
batas zona maritimnya, Penentuan batas zona maritim ini harus
ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan nasionalnya.

b.  Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang ZEEI

Sejalan dengan diberlakukannya UNCLOS 1982, pada Tanggal 2
Maret 1980 telah dikeluarkan Pengumuman Pemerintah Republik
Indonesia tentang ZEEl yang pada intinya berisikan:

a, Penetapanjalur ZEE yang lebarnya 200 mil laut diukur dari garis
pangkal;

b.  Hak berdaulat untuk melaksanakan eksplorasi dan eksploitasi
dan pelaksanaannya diatur dalam peraturan perundang-
undangan;

€. Pengakuan mengenai kebebasan-kebebasan tertentu, antara lain
kebebasan pelayaran dan penerbangan internasional serta
kebebasan pemasangan kabel dan pipa di bawah permukaan [aut;

d.  Kesediaan mengadakan perundingan mengenai penetapan batas
dengan negara lain.™

7 G, Rartasapoetra don RG. Kartasapoetra, Indoresi Daliws Lingkaran Hukum
Deterriasionnd {dan Abwd ke Abad), Suwr, Bandung, 1984, hlm. 123-124,
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Menindaklanjuti pengumuman pemerintah di atas, pada tanggal
18 Oktober 1983 Pemerintah Indonesia menetapkan Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1983 tentang ZEEI. Undang-undang ZEE] ini
ditetapkan setelah dirumuskannya UNCLOS 1982, oleh sebab itu,
pengaturan ZEEI telah disesuaikan dengan UNCLOS 1952,

Pasal 2 Undang-Undang ZEE] menegaskan bahwa:

ZEEI adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut wilayah
Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang
berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputs dasar laut, tanah di
bawahnya, dan air di atasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil
diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia.

Berdasarkan pasal di atas, pengertian ZEEI telah sesuai dengan
pengertian ZEE yang diatur dalam UNCLOS 1982, Begitu pula halnya
dengan pengaturan tentang aktivitas pengelolaan ZEEI, penyelesaian
ZEEl yang berdampingan, maupun pengaturan tentang konservasi dan
akibatnya.

ZEEl merupakan zona maritim yang sangat potensial untuk
dikelola, karena terdapat banyak sumber daya perikanan laut di zona
ini. Total potensi bidang ini di perairan Indonesia berdasarkan data
yang dikutip dari Naskah Akademi Pengelolaan Wilayah Pesisir,™
mencapai sekitar 6,2 Juta ton MSY (Muxtmum Sustainable Yield) atau
sekitar 5 juta ton TAC (Total Allvwble Catch), sedangkan di ZEEI sekitar
18593 juta ton MSY dan 14875 juta ton TAC. Potensi sumber daya
ikan tersebut meliputi ikan pelagis besar, pelagis kecil, demersial,
udang, dan ikan karang.

Potensi sumber daya itkan di ZEEI ini, masih lebih '-:edlkﬂ
dibandingkan dengan potensi bidang perikanan yang ada di laut
teritorial, yaitu sekitar 4.399,3 juta ton MSY dan 3.519,2 juta ton TAC.
Potensi ini akan dapat dimanfaatkan, tentunya akan tergantung dari
kemampuan menangkap, salah satunya armada kapal/perahu.
Peningkatan kemampuan menangkap di ZEEI ini penting artinya agar
potensi sumber daya perikanan yang besar di ZEEL ini dapat dipenuhi,
sehingga nelayvan-nelayvan Indonesia dapat mensejajarkan dirinya
dengan nelayan-nelayan negara lain.™

Kondisi armada kapal/perahu tentunya masih terlalu sedikit
dibandingkan dengan luas ZEEL Armada kapal/ perahu serta peralatan
tangkap lainnya perlu ditingkatkan agar mampu memanfaatkan
potensi yang ada. Selain itu, mengingat luasnya ZEEL ini, maka
penegakan peraturan dan pengawasan perlu ditingkatkan pula. Arti
penting penegakan peraturan perundang-undangan ini, karena tidak

i E:irddﬂralfﬂthal Pessisar dan Pulse-Pulau Kel, Departemen Felntan dan Perikanan, 200
7 fnd
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sedikit kasus pencurian ikan oleh nelayan asing di wilayah perairan
Indonesia, penggunaan alat dan bahan penangkapan ikan yang dapat
merusak lingkungan, serta berbagai kegiatan yang pada akhirnya akan
merugikan bangsa dan negara Indonesia. Kenyataan ini diperlukan
peningkatan pengawasan dan penegakan hukum di ZEEI,

Berkaitan dengan kenyataan di atas, dalam UU ZEEI diatur
kewajiban negara-negara untuk mematuhi peraturan perundang-
undangan Indonesia dalam melaksanakan kegiatan di ZEEI,
sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 9 yanyg menegaskan bahwa:

Barang siapa yang melakukan tindakan-tindakan yang dengan
ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan Republik
Indonesia dan hukum internasional yang bertalian dengan pulau-pulau
buatan, instalasi-instalasi, dan bangunan-bangunan lainnya di ZEEI
dan mengakibatkan kerugian, wajib memikul tanggung jawab dan
membayar panti rugi kepada pemilik pulau-pulau buatan, instalasi-
instalasi dan bangunan-bangunan lainnya tersebut,

[ika seseorang melakukan tindakan yang merugikan pihak
Indonesia, maka gant rugi diberikan kepada Republik Indonesia, dengan
ticdak mengurangi ketentuan dalam Pasal 8 yailu menentukan langkah-
langkah untuk menghindari pencemaran dan jika terjadi pencemaran
akibat pengelolaan sumber daya hayati di ZEE, maka perusak sumber
daya alam memikul tanggung jawab mutlak dan membayar biaya
rehabilitasi lingkungan laut dan/atau sumber daya alam tersebut dengan
segera dan dalam jumlah yang memadai, kecuali jika yang bersangkutan
dapat membuktikan bahwa pencemaran lingkungan laut dan/atau
perusakan sumber daya alam tersebut terjadi karena;

(a) Akibat dari peristiwa alam yang berada di luar kemampuannya;
(b)  Kerusakan yang séluruhnya atau sebagian, disebabkan oleh

pembuatan atau kelalaian pihak ketiga (Pasal 11 Avat (1) dan (2)

UL ZEEI).

Untuk menegakkan segala bentuk pelanggaran perundang-
undangan di ZEEL Pasal 14 mengatur wewenang dari aparat penegak
hukum yaitu:

{a) Penyidik adalah Perwira Tentara Masional Indonesia Angkatan

Laut yang ditunjuk oleh Angkatan Bersenjata Republik Indonesa;
(b} Penuntut umum adalah Jaksa pengadilan negeri;

(€} Pengadilan yang berwenang mengadili pelanggaran adalah
pengadilan negeri vang daerah hukumnya meliputi pelabuhan
dilakukan penahanan terhadap kapal dan/ atau orang-orang,

Dalam rangka proses pengadilan dan penjatuhan hukuman,

Undang-undang ZEEL juga menentukan ketentuan sarksi sebagaimana
diatur dalam Pasal 16, vaitu:
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“penjatuhan pidana denda setinggi-tingginya Rp. 225.000.0(),-
(dua ratus dua puluh lima juta rupiah), sedangkan yang berkaitan
dengan pencemaran lingkungan ancaman pidananya disesuaikan
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang
lingkungan hidup, Khusus untuk peraturan pemerintah yang mengatur
pelaksanaan Undang-undang ZEEI dapat mencantumkan pidana
denda setinggi-tingginya Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta
rupiah)”.

F: Blrlakun}ra UNCLOS 1982 dan Undang-Undang tentang ZEEIL
telah menghasilkan perairan nusantara dan teritorial negara seluas 3.1
juta km? serta 2,7 juka km’ perairan ZEEL Adanya tambahan wilayah
vang demikian luas ini, di era globalisasi tantangan yang Hdak ringan
bagi bangsa Indonesia untuk memanfaatkan sumber daya hayati
khususnya ikan sekaligus pula tantangan untuk melindungi dan
melestarikannya. Oleh sebab itu, perlu diadakan tindakan-tindakan
konkrit ke arah pemanfaatan SDA kelautan yang tetap memperhatikan
aspek kelestariannya. -

Adapun tindakan-tindakan Indonesia yang berkaitan dengan
pemanfaatan sumber daya tkan di perairan ZEEI, sebagai berikut:™
{a) Indonesia harus menetapkan allowable caich dari sumber-sumber

petairan ZEEL berkewajiban memelihara berdasarkan bukti-bukt

ilmiah yang ada, agar sumber-sumber perikanannya tidak over-
explotfed demi untuk menjaga maximem sustanable yeld;

(b)  Untuk mencapai eptimum utilization dari kekayaan alam tersebul,
Indonesia harus menetapkan ifs capacity to harvest dan memberikan
kesempatan negara-negara lain di kawasannya terutama negara-
negara tak berpantai dan negara-negara yang secara geografis
kurang menguntungkan, untuk memanfaatkan the surplus of the
alloteable catch yang tidak dimanfaatkan oleh Indonesia. Tetapi
hal ini perlu ditetapkan dengan persetujuan dengan pihak-pihak
vang bersangkutan. Sampai sekarang belum ada persetujuan
tersebut;

€]  Untuk mengatur pemanfaatan kekayaan alam ZEE ini, Indonesia
perlu mengeluarkan peraturan-peraturan perikanan yang
diperkenankan oleh konvensi, misalnya tentang izin penangkapan
ikan, penentuan umur dan ukuran ikan yang boleh ditangkap,
dan lain-lain;

(d) Mengatur dengan negara-negara vang bersangkutan atau dengan
organisasi regional/internasional yang wajar tlentang
pemeliharaan dan pengembangan sumber-sumber perikanan

Hasyim [Halal, Kerpisama Pertaivan Oolem Forum Megara-MNegam Anrggotu Lar-ARC
findran Clepan fom-Aszoeicbon For Regonal Coorpentbion), Yolume 2 NMomor 3 April
2005, Lembags Pengkapan Hukum Internasionasl, Fakultas Hukum Universitas
Indomesia. lakarta, blm. 1%
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yang terdapat di ZEE dua negara atau lebih (shared stocks), fighiy
migratory species dan memperhatikan ketentuan-ketentuan tentang
martree marmials, anadromouws, dan cotadromous species serta ﬂ'nh-nf.ury
species. PBB dan FAO telah mengatur hal ini lebih jauh dalam
implementing agreement dan code of the conduct dibidang per-ikanan.
Indenesia telah menandatangani implementing agreement tersebut
tanggal 4 Desember 1995,

& Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1983 tentang Landas Kontinen
Indonesia

Selain Undang-Undang Perairan Indonesia, terkait dengan
pengelolaan SDA kelautan, diatur pula dalam Undang-Undang Nomor
i Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia, Undang-Undang
Landas Kontinen Indonesia ditetapkan tanggal 6 Januari 1973

- merupakan tindak lanjut Pengumuman Pemerintah Indonesia tan geal
17 Februari 1969 tentang Kedaulatan Negara Republik Indonesia atas
Kekayaan Alam di Landas Kontinen Indonesia.

Undang-Undang Landas Kontinen Indonesia sangat penting
artinya bagi bangsa Indonesia, karena salah satu wilayah hukum
pertambangan minyak dan gas bumi lepas pantai sebapai salah satu
SDA kelautan tidak saja berada di dasar laut dan tanah di bawahnya
di perairan kepulauan dan laut teritorial Indonesia tetapi jugra di wilayah
laut di luar perairan Indonesia, yaitu di landas kontinen, Dengan
demikian, maka peraturan perundang-undangan terkait dengan
pengelolaan SDA kelautan juga harus disesuai dengan Undang-Undang
Landas Kontinen Indonesia,

Undang-Undang Landas Kontinen Indonesia, terdiri dari 9 bab
14 pasal dan terdapat 3 pasal vang memerlukan peraturan pemerintah.
Adapun pasal-pasal vang meemerlukan pengaturan lanjut dalam bentuk
peraturan pemerintah, yaitu:

a.  Pasal 5 tentang penyelenggaraan penyelidikan ilmiah atas
kekayaan alam di Landas Kontinen Indonesia:

b.  Pasal 7 tentang syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan pembangunan,
perlindungan dan penggunaan instalasi dan/atau alat-alat

€. TPasal 8 tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk
pencegahan dan penanggulangan pencemaran air laut di Landas

Kontinen Indonesia.

d.  Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 Tenta ng Wilayah Negara

Salah satu persyaratan mutlak vang harus dimiliki oleh sebuah
Negara adalah wilayah kedaulatan, disamping rakvat dan
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pemerintahan yang diaku. Konsep dasar wilayah Negara kepulauan
Indonesia telah di letakkan melalui Deklarasi Djuanda 13 Desember
1967. Deklarasi tersebut memiliki nilai sangat strategis bagi Bangsa
Indonesia, karena telah melahirkan konsep wawasan nusantara yang
menyatukan wilayah Indonesia. Laut nusantara bukan lagi sebagai
pemisah, akan tetapi sebagai pemersatu bangsa Indonesia yang disikap
sebagai wilayah kedaulatan mutlak Megara Kesatuan Republik
Indonesia (Mukhtar 2008).

Undang-Undang Wilayah Negara merupakan undang-undang
yang sangat penting dalam mengkaji pengelolaan SDA kelautan
Indonesia. Undang-Undang ini mengatur tentang batas wilayah NKEI
serta hak dan kewajiban dari Negara dalam batas-batas tersebut.

Pasal 1 Undang-Undang Wilayah Negara menegaskan bahwa
(1} Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang selanjuinya

disebut dengan Wilayah Negara adalah salah satu UNSUr Negara

yang merupakan salu kesatuan wilayah daratan, perairan
pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial beserta dasar
laut dan tanah di bawahnya, serta ruang udara di atasnya, termasuk
seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnva.

(2)  Wilayah Perairan adalah perairan pedalaman, perairan kepulauan,
dan laut teritorial.

Dalam Undang-Undang wilayah negara ditetapkan tentang
wewenang pemerin-tah, pemerintah daerah propinsi dan pemerintah
daerah kabupaten/ kota pengelolaan dan pemantaatan wilayah negara
sebagaimana diatur dalam Fasal 9 yang menegaskan bahwa;
Pemerintah dan pemerintah daerah berwenang mengatur pengelolaan
dan pemanfaatan Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan, Sementara
itu, dalam Pasal 10, 11 dan 12 diatur masing-masing wewenang antara
pemerintah, pemerintah daerah propinsi dan pemgrintah daerah
kabupaten/ kota secara limitatif, yaitu:

Pasal 10
(1) Dalam pengelolaan Wilayah Megara dan Kawasan Perbatasan,

Pemerintah berwenang:

a. menetapkan kebijakan pengelolaan dan pemanifaatan
Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan;

b. mengadakan perundingan dengan negara lain mengenai
penetapan Batas Wilayah Negara sesual dengan ketentuan
peraturan perundany-undangan dan hukum internasional;

¢.  membangun atau membuat tanda Batas Wilayah Negara;

d.  melakukan pendataan dan pemberian nama pulau dan
kepulauan serta unsur geograhs lainnya;
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(2)

(3}

e.  memberikan izin kepada penerbangan internasional untuk
melintasi wilayah udara teritorial pada jalur yang telah
ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;

f.  memberikan izin lintas damai kepada kapal-kapal asing
untuk melintasi laut teritorial dan perairan kepulavuan pada
jalur yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-
undangan;

g. melaksanakan pengawasan di zona tambahan yang
diperlukan untuk mencegah pelanggaran dan menghukum
pelangpar peraturan perundang-undangan di bidang bea
cukai, fiskal, imigrasi, atau saniter di dalam Wilayah Negara
atau laut teritorial;

h. menetapkan wilayah udara yang dilarang dilintasi oleh
penerbangan internasional untuk pertahanan dan keamanan;

L membuat dan memperbarui peta Wilayah Negara dan
menyampaikannya kepada Dewan Perwakilan Rakyat
sekurang-kurangnya setiap 5 (lima) tahun sekali; dan

. menjaga keutuban, kedaulatan, dan keamanan Wilayah
MNegara serta Kawasan Perbatasan.

Dalam rangka melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud

pada avat (1), Pemerintah berkewajiban menetapkan biava

pembangunan Kawasan Perbatasan.

Dalam rangka menjalankan kewenangannya, Pemerintah dapat

menugast permnerintah daerah untuk menjalankan kewenangannya

dalam rangka tugas pembantuan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan. -

Pasal 11

(1)

(2)

Dalam pengelolaan Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan,

Pemerintah Provinsi berwenang:

a. melaksanakan kebijakan Pemerintah dan menetapkan
kebijakan lainnya dalam rangka otonomi daerah dan tugas
pembantuan;

b.  melakukan koordinasi pembanpunan di Kawasan Perbatasan;

¢. melakukan pembangunan Kawasan Perbatasan antar
pemerintah daerah dan/atau antara pemerintah daerah
dengan pihak ketiga; dan

d. melakukan pengawasan pelaksanaan pembangunan
Kawasan Perbatasan vang dilaksanakan Pemerintah
Kabupaten/ Kota,

Dalam rangka melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), Pemenintah Provins: berkewajiban menctapkan

biaya pembangunan Kawasan Perbatasan.
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Pasal 12
(1) Dalam pengelolaan Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan,

Pemerintah Kabupaten/ Kota berwenang;

a. melaksanakan kebijakan Pemerintah dan menetapkan
kebijakan lainnya dalam rangka otonomi daerah dan hugas
pembantuan;

b. menjaga dan memelihara tanda batas;

c. melakukan koordinasi dalam rangka pelaksanaan tugas
pembangunan di Kawasan Perbatasan di wilayahnya; dan

d. melakukan pembangunan Kawasan Perbatasan antar
pemerintah daerah dan/atau antara pemerintah daerah
dengan pihak ketiga.

(2) Dalam rangka melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban
menetapkan biayva pembangunan Kawasan Perbatasan.

3.3.2 Dalam Peraturan Perundang-Undangan Sektoral
a.  Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

Potensi lestari ikan laut sebesar 6,2 juta ton, terdin ikan pelagis
besar (975,05 ribu ton), ikan pelagis kegil (3.235,50 ribu ton), ikan
demersal (1.786,35 ribu ton), ikan karang konsumsi (63,99 ribu ton),
udang peneid (74,00 ribu tom), lobster (4,80 ribu ton), dan cumi-cumi
(28,25 ribu ton). Potens1 sumberdaya perikanan ini tersebar dalam
sembilan wilayah pengelolaan Masing-masing (1) Selat Malaka, (2) Laut
Cina Selatan, (3) Laut Jawa, {4) Selat Makasar dan Laut Flores, (3) Laut
Banda, {p) Laut Seram sampai Teluk Tomin, (7) Laut Sulawesi dan
Samudera Pasifik, (8) Laut Arafura dan (9) Samudera Hindia (Aziz,
dkk, 1998). Apabila potensi perikanan laut ini dikelola secara serius
diperkirakan akan memberikan sumbangan devisa sebesar US$ 10
milyar per tahun mulai tahun 2003.™

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan,
ditetapkan untuk menggantikan Undang-Lindang Nomor % Tahun 1985
tentang Perikanan, karena Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985
belum MAMPU MENAMPUN semua zu.puk l:mngrel:}laan sumber daya
perikanan dan belum dapat mengantisipasi perkembangan kebutuhan
hukum serta perkembangan teknologt pengelolaan sumber daya ikan
secara optimal,

" Heryandi, dkk, Irisiasr Peeahiran [vse fenfany Pengeloleen Suocher Diga Alam Kelaitarn
ol Pelind Legrimd? dent Prfnrng Eibapaden Lampung Selofur, Laporan Pene =litiam, Thnas
Pesikanan dan Kelautan Propinsi Lampung, Lampung, 2007, him, 73,
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Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 berkaitan juga dengan
pengelolaan perikanan di ZEEL karena undang-undang ini melingkupi
fega wilayah perikanan sampai pada ZEEL Dalam Pasal 26 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 diatur bahwa setiap orang yang
melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan,
pengangkutan, pengelolaan, dan pemasaran ikan di wilayah
pengelolaan perikanan Republik Indonesia wajib memuliki SIUP.
Melalui ketentuan ini pemerintah Indonesia memiliki wewenang untuk
mengendalikan sumber daya yang ada di ZEE dari berbagai kegiatan
pengelolaan yang bersifat ilegal karena pada akhirnya selain akan
menimbulkan kerusakan sumber daya secara ckonomis akan sangat
merugikan pemerintah Indonesia juga masyarakat internasional
{berkaitan dengan keanekaragaman hayati).

Berdasarkan hasil penelitian terdapat beberapa permasalahan
utama adalah kegiatan illegal fishing yang berupa penangkapan ikan
dengan menggunakan bom, penangkapan ikan dengan jaring gardan
(mime Enavel), penggunaan racun podesium sinide untuk menangkap ikan,
dan pengambilan terumbu karang untuk bahan bangunan dan penahan
abrasi. Untuk mengatasi berbagai masalah penangkapan ikan ilegal di
ZEE, tidaklah cukup dengan hanya menetapkan peraturan perundang-
undangan saja, tetapi juga diperlukan penegakannya dan pelibatan
masyarakat secara luas untuk pengawasan wilayah ini*

Selain itu, dalam Pasal 92 Undang-Undang Perikanan juga
ditegaskan bahwa setiap orang vang dengan sengaja di wilayah
pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha |'hi=nkz|1'|an
di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan
dan pemasaran ikan yvang tidak memiliki SIUP, sebagaimana dimaksud
dalam Masal 26 Ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama
8 (delapan) tahun dan denda paling banyak Ep. 1.500.000.000 (satu
milyar lima ratus juta rupiahj)

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan,
ditetapkan untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985
tentang Perikanan, karena Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985
belum mampu menampung semua aspek pengelolaan sumber daya
perikanan dan belum dapat mengantisipasi perkembangan kebutuhan
hukum serta perkembangan teknologi pengelolaan sumber daya ikan
sercara oplimal, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 berkaitan juga
dengan pengelolaan perkanan di ZEEL, karena undang-undang ini
melingkupi juga wilayah perikanan sampai pada ZEEL Dalam Pasal
26 ayat (1) Undang-Undang Momor 31 Tahun 2004 diatur bahwa sehap
orang vang melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan,

* H. Fokhmin Dahuei, dkk, Pergefolaon Suorder Dhiya Wilayall Pesisir dan Laiedan Seoarg
Terpada, Pradonva Paramita, [akaria, 1995, hlm. 5
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budidaya, pengangkutan, pengelolaan, dan pemasaran ikan di wilayah
pengelolaan perikanan Republik Indonesia wajib memiliki Surat [zin
Usaha Perikanan (SIUT). Melalui ketentuan ini pemerintah Indonesia
memiliki wewenang untuk mengendalikan sumber daya yany ada di
ZEE dari berbagai kegiatan pengelolaan yang bersifat illegal karena
pada akhirnya selain akan menimbulkan kerusakan sumber daya secara
ekonomis akan sangat merugikan pemerintah Indonesia juga
masyarakat internasional (berkaitan dengan keanekaragaman hayati)

b. Undang-Undang Momor 22 Tahun 21 tentang Minyak dan Gas

Bumi

Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi ini ditetapkan selain
menggantikan Undang-Undang Nomor 44 Prp Tahun 1960 tentang
Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, juga menyatakan; tidak
berlakunya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1962 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1962
tentang Kewajiban Perusahaan Minyak Memenuhi Kebutuhan Dalam
Megeri dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan
Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara. Undang-Undang
Minyak dan Gas Bumi, terdiri dari 14 bab 67 pasal,

Berdasarkan 13 pasal yvang terdapat dalam Undang-Undang
Minyak dan Gas Bumi vang memerlukan peraturan pemenintah, dapat
dipetakan ke dalam dua kelompok, vaitu:

{1} Kegiatan usaha huly, diatur dalam Pasal 1 angka 7, Pasal 5 dan &,

Masal 9 sampar dengan Pasal 22 Undang-Undang Minyak dan

Gas Bumi. Kegiatan usaha hulu adalah kegiatan usaha vang

bertumpu pada kepiatan eksplorasi dan cksploitasi,

Pengaturan untuk kegatan usaha hulu telah ditindaklanjuti
I.It‘r'lgﬂn 2 {dua) peraturan pemerintah, yaitu:

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 20804 tentang Kegiatan

Usaha Hulu Minvak dan Gas Bumi, telah diubah dengan

Peraturan Pemerintah Momor 24 Tahun 2005;

Peraluran Memerintah Nomor 42 Tahun 2002 tentang Badan

Felaksana Keglatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi;

Selain Peraturan Pemerintah, kegiatan usaha hulu juga telah
ditindaklanjuti dengan peraturan kebijakan, yang berupa Peraturan
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Permen FSDM) dan
Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM, vaitu:

Permen ESDM Nomor 01 Tahun 2008 tentang Pedoman

Penpusahaan Per-tambangan Minyak Bumi pada Sumur Tua;
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Permen ESDM Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan
Kewajiban Peme-nuhan Kebutuhan Minyak dan Gas Bumi dalam
Negeri oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama;

Permen ESDM Nomor 03 Tahun 2008 tentang Tata Cara
Pengembalian Bagian Wilayah Kena vang Tidak Dimanfaatkan
cleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama dalam Rangka Produksi
Minyak dan Gas Bumi;

Permen ESDM Nomor 08 Tahun 2005 tentang Insentif
Pengembangan Minyak Bumi Marginal;

Permen ESDM Nomor 37 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan
dan Penyelesaian Barang yang Dipergunakan untuk Operasi
Eegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Burni;

Fermen ESDM Nomor 040 Tahun 2004 tentang Tata Cara
Penetapan Penawaran Wilayah Kerja Minvak dan Gas Bumi;
Kepmen ESDM Nomor 1185 Tahun 2004 tentang Pelayanan Jasa
Bidany Pe-nelitan dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya
Mineral,

Kegiatan usaha hulu ini dilaksanakan dan dikendalikan melalui
Rontrak Eerja Sama (KES), vaitu kontrak bagi hasil atau bentuk kontrak
kerja sama lain dalam kegiatan eksplorasi dan eksploitasi yang lebih
menguntungkan negara dan hasilnva dipergunakan untuk sebesar-
besarnya kemakmuran rakyat
(2) Kegiatan usaha hilir, diatur dalam Pasal 1 angka {109, Pasal 5,

Pasal 7, Pasal 23 sampai dengan Pasal 25 Undang-Undang
Minvak dan Gas Burm. Kegiatan usaha hilir adalah kegiatan
usaha yang bertumpu pada kegiatan usaha, melipuls:
pengolahan, penyimpanan dan niaga. Peraturan pemerintah
vany tefah ditetapkan untuk menindaklanyuti kegtatan usaha
hulir dalam Undang-Undang Minvak dan Gas Bumi, adalah:

*  Peraturan Pemerintah Momor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan
Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi;

* [Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan
Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar
Minyak dun Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalu
Pipa;

*  Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2006 tentang Besaran
dan Pengpunaan luran Badan Usaha dalam Kegiatan Usaha
Penyediaan dan. Pendistribusian Bahan Bakar Minyvak dan
Pengangkutan Gas Bumi Melalui [ pa

* Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2003 tentang,
Penpalihan Bentuk Perusabaan Minyak dan gas bumi Negara
(Pertamina) menjadi Pepusahaan Persercan | Perserod.
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Kegiatan usaha hilir ini, juga diatur dalam peraturan kebijakan,
vaitu: Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 202 tentang, Pembentukan
Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak
dan Kegiatan Usaha Penganghkutan Gas Bumi Melalui Pipa, Peraturan
Presiden Nomor 9 Tahun 2006 tentang Perubahan Peraturan Presiden
Momer 55 Tahun 2005 entang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak
Dalam Negeri, Permen ESDM Nomor 07 Tahun 2005 tentang
Persyaratan Pedoman Pelaksanaan lzin Usaha dalam Kegiatan Usaha
Hilir Minvak dan Gas Bumi;

Kegiatan usaha hilir diselenggarakan melalui mekanisme
persaingan usaha yany wajar dan transparan dengan izin usaha, lzin
usaha adalah izin vang diberikan kepada badan usaha untuk
melaksanakan pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan/atau
niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/ atau laba, Badan
usaha baru dapat melaksanakan kegiatannya setelah mendapat izin
usaha dari pemerintah. Izin usaha untuk kegiatan usaha minyak dan
s bumi terdlivi dari; 1zin usaha pengolahan, izin usaha penganghkutan,
z2an usaha penvimpanan dan izin usaha maga.

¢. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan
Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Sebelum ditetapkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007
tentang, Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, belum ada
definisi baku tentang pengertian wilayah pesisir, Mamun lerdapat
kesepakatan urnum bahwa wilayah pesisir adalah wilayah petalihan
antara daratan dan lautan, ditinjau dari garis panta feevtstling), maka
wilayah pesisir memuliki dua macam batas {howndaries}), yaite batas vang
seajar dari garis pantai {long shere) dan batas vang tegak lurus terhadap
garis pantai (crossshiore ) -

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007, menegaskan
bahwa wilavah pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistern darat
dan laut. Sedangkan pengertian Ekosistern adalah kesatuan komunitas
tumbul-tumbuhan, hewan, organisme dan non organisme lan serta
proses vang menghubungkannya dalam membentik keseimbang-an,
stabilitas, dan produkbvitas.

Pengertian wilayah pesisir dalam Undanp-Undang Nomor 27
Tahun 2007 dibedakan dengan pengertian perairan pesisir. Peraran
pesisir menurut undang-undang im adalah laut vang berbatasan
den g Jdaratan r_|-|_|_-|i_-|_*|l,_|_t|. |'u::r;1§|n1|'| "_'\.lq,"i.!'ll!'l. [ 2 {dua belas) il Baut clivkur

*Dhetriech G, Bengen, Komsep Pengetolun Pesssar Terpudic Betbases Ehsastont Ermusmrakahor,
hlpkalah, Lampung, 2002, him. 3,
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dari garis pantal, perairan yang menghubungkan pantai dan pulau-
pulau, estuari, teluk, perairan dangkal, rawa payau, dan laguna.
Untuk kepentingan pengelolaan, secara teoretis batas ke arah darat
dari wilavah pesisir dapat ditetapkan berdasarkan dua pendekatan,
vaitu batas untuk wilayah perencanaan (plmning zone) dan batas untuk
wilavah pengaturan (regulation zone) atau pengelolaan keseharian {day
fo day management). Wilavah perencanaan sebaiknya meliputi seluruh
daerah daratan (hulu) apabila terdapat kegiatan manusia (pem-
bangunan)} vang dapat menimbulkan dampak secara nyata (sigrificarnd)
terhadap lingkungan dan sumber daya di pesisir, sedangkan
pengelolaan wilavah sehari-hari, pemerintah (pengelola) memiliki
wewenang penuh untuk mengeluarkan atau menolak 1zin kegiatan
pembangunan. Sementara itu, wewenang semacam ini di luar batas
wilayah pengaturan (regulation zone} sehingga menjadi tanggung jawab
bersama antara instansi pengelola wilayah pesisir dalam regulafion zome
dengan instansi yang mengelola daerah hulu atau laut lepas.®
Menurut Undang-Undang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan
Pulau-Pulau Kecil, pengertian wilayah pesisir dibedakan antara
pengertian secara ekologis dan pengertian secara administratit. Secara
ekologis yaitu kesatuan wilayah antara daratan dan kelautan vang
secara chologis mempunyai bubungan keterkaitan termasuk ekosistem
pulau kecil serta perairan di antara satu kesatuan pulau-pulau kecil.
Pengertian secara administranf, vaitu batas wilayah administrasi
kecamatan dan kabupaten/kota ke arah [aut sejaubh 4 mil. Kedua
pengertian ini walaupun menunjukkan secara tegas batas ke arah laut
{2 mil), namun tidak me nr.ln]ukkan secara jelas batas ke arah darat.
Selain pengerbian wilayah pesisir, perairan pesisir dalam Undang-
Undang Pengelolaan Wilavah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, terdapat
pula penpertian kawasan pesisir. Kawasan pesisir adalah bagian
wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil vang memuliki fungs: tertentu
vang ditetapkan berdasarkan kriteria karakteristik fisik, biologi, sosial,
dan ekonome untuk dipertabankan keberadaannya, Kawasan ini, dibagj
dalam dua jenis yaitu kawasan pemanfaatan umum dan kawasan
stritegl nasional tertentu,
Kawasan pemanfaatan umum adalah bagtan dari wilayah pesisir
vang ditetapkan peruntukannya bagi berbapai sektor kegiatan,
qf:dan:.r,mn kawasan strategis nasional tertentu adalah Kawasan yang
terkail dengan kedaulatan nepara, pengendalian lingkungan hidup,

OUMNCLAF 1982 diranfikasi dengan Undang-Undang Moo [7 Tahun 1985, ind berarti
habwra berlabunys UNCLOS 1982 sebapan peranghat hukom mberiasionsl oselilui
translormasi hukem, dalam arbi bahwe URNCLOS 1952 berubah bentuk menpadi
undang-undang, walau pun substarsi magih sama, Tranformasi hukum sscars eorits
I.|:|i'\ul1 dinrhikian p-.'ml_1.|.h.t|1 haik tormat IR supbslbansi

Hukum Pengetalgan Sember Dhava Alame Kelawian T3



dan, atau situs warisan dunia, yang pengembangannya diprioritaskan

bagi kepentingan nasional.

Berdasarkan pengertian di atas, tampak bahwa untuk pengelolaan
wilayah pesisir hendaknya tidak memandang batasan wilayah pesisir
secara kaku, tetapi justru akan lebih baik jika memandang wilayah
pesisir dalam satu kesatuan yang saling berhubungan eral antara
daratan dan laut sesuai dengan tujuan pengelolaan itu sendiri.

Wilayah pesisir vang merupakan himpunan integral dari
komponen hayati dan non hayali, mutlak dibutuhkan oleh manusia
untuk hidup dan untuk meningkatkan mutu kehidupan, Komponen
hayati dan non hayali secara fungsional berhubungan satu sama lain
dan saling berinteraksi membentuk sistem. Jika salah satu komponen
berubah, maka akan berpengaruh terhadap komponen lain.
Kelangsungan fungsi wilayah pesisir sangat menentu kan kelestarian
dari sumber daya hayati sebagai komponen utama dalam sistem di
wilayah pesisir. Oleh sebab itu, perlu diatur dalam undang-undang
pengelolaannya yang tidak saja ditujukan terhadap pemanfaatannya
tetapi juga perlindungannya.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007, telah menetapkan
bahwa asas dan tujuan pengelolaan wilayah pesisir dan Pulau-Pulau
Kecil. Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil berasaskan;
(a) keberlanjutannya; (b) konsistensi; (c) keterpaduan; (i) kepastian
hukum; (&) kemitraan; (f) pemerataan; (g) peran serta masyarakat; (h)
keterbukaan; {i) desentralisasi; {j) akuntabilitas; dan (k) keadilan,
sedangkan dalam Pasal 4 diatur fujuan pengelolaan wilayah pesisie
dan pulau-pulau keal, meliput i
a,  Melindungi, konservasi, merehabilitasi, memapfaatkan, dan

memperkaya sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil serta

sistem ekologisnya secara berkelanjutan;

b.  Menciptakan keharmonisan dan sinergi antara Pemerintah dan
Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sumber daya pesisic dan
pulau-pulau kecil;

e, Memperkuat peran serta masyarakat dan lembaga pemerintah
serta men-dorong inisiatil Masyarakat dalam pengelolaan sumbser
daya pesisir dan pulau-pulau kecil agar tercapat keadilan,
keseimbangan, dan keberkelanjul-annya;

d.  Meningkatkan nilai sosial, ekonomi, dan budaya masyvarakat
melalui peran serta masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya
pesisir dan pulau-pulau kecil

Dengan ditetapkannya asas dan tujuan dalam pengelolaan

wilayah pesisir dengan undang-undang, diharapkan pengelolaan
wilayah pesisir dan pulau-pulay kecil ke depan dapat membetikan
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keuntungan bagi masyarakat tidak saja pada generasi kini tetapi juga
generasi yang akan datang, namun Undang-Undang Pengelolaan
Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil tersebut, perlu
diimplementasikan, baik dalam bentuk peraturan pelaksanaannya
dalam peraturan perundang-undangan vang ditetapkan oleh
pemerintah pusat maupun dalam peraturan daerah, bahkan sampai
pada peraturan desa, sesuai semangat otonomi daerah.

Berdasarkan pengertian wilayah pesisir pada uraian di atas, bahwa
wilayah pesisir merupakan percampuran antara daratan dan perairan
yang berada dalam garis pangkal negara. Dengan demikian maka
wilayah pesisir masuk pada status hukum perairan pedalaman, negara
berdaulat penuh terhadap wilayah im. Namun kedaulatan ini tentunya
jugza harus diiringi dengan kewagiban untuk melindungi wilayah pesisic
dan laut dari berbagai kerusakan.

d. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 Tentang Pelayaran

Perairan laut dari dahulu memang telah dijadikan tempat lalu
lintas kapal untuk transportasi dari satu tempat menuju tempat yang
lain. Semakin tingpinya tingkat hilir mudiknyva kapal pada saat ini,
menimbulkan dampak negatif pencemaran laul, baik polust ndara
akibat asap maupun kerusakan wilavah perairan itu sendiri akibat
tumpahan minyak. Oleh sebab itu, terkait dengan upaya membangun
satu sistem hukum pengelolaan SDA kelautan, Undang-Undang
Pelayaran perlu menjadi perhatian agar dengan tingginva lalu hintas
kapal dapat meminimalisir terjadinya kerusakan wilayah perairan.

Mengantisipasi lerjadi tingkat kerusakan wilayah perairan, dafam
Pasal 66 dan 67 Undang-Undany Pelayaran mengatur tentang
kewajiban bagi setiap nakhoda atau pimpinan dan/atau anak buah
kapal untuk melakukan pencegaban ehadinva pencemaran. Secara
lenpkap Pasal 66 dan 67 menetapkan:

Fasal 66y

(11 Setiap kapal vang dioperastkan wajib dilengkapi dengan peralatan
pencegahan pencemaran sebagai bagian dare persyaratan
kelaiklautan kapal.

(2} SeHap nakhoda atau pemimpin kapal dan/atau anak buah kapal
wajib mencepah terjadinya pencemaran hingkungan vang
bersumber dan kapalnya.

{3 Ketenluan sebagaimana dimaksud dalam avat (1) dan avat {2}
diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemernintah

ki l|"|:'n|,‘_l|:'|':||I|.||'|.Ii' Supmber Dinva Afem Kelinwrn ?5



Pasal 67

{1} Setiap nakhoda atau pemimpin kapal wajib menanggulang;
pencemaran yang bersumber darn kapalnya,

(2} Makhoda atau pemimpin kapal wajib segera melaporkan kepada
pejabat pemerintah vang berwenang lerdekat atau instansi vang
burwenang menangani penanggulangan pencemaran laut
mengenai terjadinya pencemaran laut vang disebabkan oleh
kapalnya atau oleh kapal lain, atau apabila melihat adanya
pencemaran di laat,

(3)  Pejabat pemerintah yang berwenang segera meneruskan laporan
sebagaimana dimaksud dalam ayat {2) kepada instansi yvang
berwenang menangani penanggulangan pencemaran laut di
pelabuban untuk penanganan lebih lanjut,

(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan
aval (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah,

e.  Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tenta ng Kehutanan

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
merupakan salah satu peraturan vang terkait dengan pengelolaan SDA
kelautan, disamping di wilavah pesisir terda pat hutan mangrove vang
tidak dapatl dilepaskan merupakan bagian dar SDA kelautan, dalam
Pasal 50 avat (3) Undang-Undang Kehutanan diatur tentang larangan
bagi setiap orang melakukan penchangan pohon dalam kawasan hutan
dengan radius atau jarak sampai dengan:

(L} 300 (lima ratus) meter dari tepi waduk ataw danau;

(2} 200 (dua ratus) meter dari tepl mata air dan kiri kanan sungai di
daerah rawa;

(3) 100 (seratus) meter dari kiri kanan tepi sungai;

(4) 50 (lima puluh) meter dari kiri kanan tepi anaksungai;

13} 2 {dua) kali kedalaman jurang dari tepi jurang;:

(6] 130 {seratus tiga puluh) kali selisih pasang lertinggi dan pasang
terendah dari tepi pantas,

f.  Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan

Eeterkaitan Undang-Undang Kepariwisataan dengan pengelolaan
5DA Kelautan dapat dikaji dari Pasal 4 vang menetapkan bahwa;
(1) Obyek dan daya tarik wisata terdiri dari atas
a. obyek dan dava tarik wisata ciptaan Tuhan Yang Maha Esa,
vang berwujud keadaan alam, serta flora dan fauna -
b, obyek dan dava tarik wisata hasil ka 'va manusia yang
berwujud museum, peninggalan purbakala, peninggalan
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sejarah, seni budaya, wisata agro, wisata tirta, wisata buru,

wisata petualangan alam, taman rekreasi dan tempat hiburan,

{2) Pemerintah menetapkan obyek dan daya tarik wisata selain
sebagaimana dimaksud dalam avat (1) huruf b.

Selain itu, dalam Pasal 28 ditegaskan bahwa:

{1} Usaha penyediaan sarana wisata tirta merupakan usaha yang
kegiatannya menyvediakan dan mengelola prasarana dan sarana
serta jasa-jasa lainnya yang berkaitan dengan kegiatan wisata tirta;

{2) Usaha penyediaan sarana wisata lirta sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) dapat dilakukan di laut, sungai, danau, rawa dan
waduk,

g Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan
Mineral dan Batubara

Keberadaan Undang-Undang Mineral dan Batubara pada
prinsipnya memenuhi tuntutan daerah untuk lebih berperan dalam
pengelolaan SDA mineral dan batubara, Berlakunya Undang-Undang
Mineral dan Batubara mencabut Undang-Undang Nomor 11 Tahun
1967 tentang Ketentuan Pokok Pertambangan.

Keterkaitan dengan pengelolaan SDA kelautan, mineral dan
batubara juga terdapat di wilayah laut. Disamping itu, dalam Pasal 6
ayvat (1), Undang-Undang Mimeral dan Batubara juga diatur tentang
kewenangan pemerintah, dalam pengelolaan SDA ouneral dan batu
baru di wilayah laut, sebagaimana diebutkan dalam hurul (f), (), dan (h).
Fluruf(t): pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik

masvarakal, dan pengawasan usaha pertambangan vang
berada pada lintas wilayah provinsi dan/ atau wilayah laut
lebih dan 12 (dua belas) mil dari garis pantai;

Huruf{g): pemberian [UP, pembinaan, penyelesaian konflik
masvarakat, dan pengawasan usaha pertambangan vang
lokasi penambangannya berada pada lintas wilayah
provinsi dan/atan wilayah laut lebih dari 12 (dua belas)
mil dari garis pantai;

Huruf{h); pemberian [UP, pembinaan, penyelesaian konilik
masyvarakat, dan pengawasan usaha pertambangan operasi
produksi yang berdampak hingkungan langsung lintas
provinsi dan/atau dalam wilayah laut lebih dan 12 (dua
belas) mil dari garis pantai;

Sementara itu, dalam Pasal 7 diatur tentang kewenangan propinsi
dan terkait dengan wilavah laut, yaitu:
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Huruf{c): pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik
masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan operasi
produksi vang kegiatannya berada pada lintas wilayah
kabupaten/ kota dan/atau wilayah laut 4 {empat) mil
sampai denpan 12 {dua belas) mil;

Huruf(d): pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik
masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan vang
bexdanmgak. beglangan, aogeang, Yot balagaten] wia

ey ava wiliayainbaat A Lernpat tol sampan dengan 1L Wdua
belas) mil

Adapun terkait dengan kewenangan kabupaten/ kota diatur
dalam Pasal 8 yang menentukan bahwa;

Huruf (b):  pemberian IUP dan [PR, pembinaan, penyelesaian konflik
masyarakat, dan pengawasan usaha pertambangan di
wilayah kabupaten/kota dan/atau wilayah laut sampai
dengan 4 (empat) mil;

Huruf {c):  pemberian IUP dan [PR, pembinaan, penyelesaian konflik
masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan operasi
produksi yang kegiatannya berada di wilayah kabupaten/
kota dan/atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil;

3.33  Undang-Undang Terkait dengan Pengelolaan Sumber Daya
Alam Kelautan di Daerah

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2064 Tentang Pemerintah
Daerah :

Pengkajian terhadap pengelolaan SDA kelautan, tidak dapat
dipisahkan dengan keberadaan Undang-Undang Nomer 32 Tahun
2004, karena dalam undang-undang ini diatur tentang wewenang dan
hak daerah di wilayah laut. Undang-Undang Pemerintahan Daerah
terdiri dari 16 bab 240 pasal, undang-undang yang demikian banyak
pasal ini. tentunva mencerminkan betapa penting dan rumitnya
pelaksanaan otonomi daerah sebagai tuntutan masyarakat di era
demokratisasi, sehingga banyak persoalan pemerin-tahan di daerah
dan hubungannva dengan pemerintah pusat perlu diatur, sepert
tentang kewenangan, peimbangan keuangan, pengelolaan SDA,
maupun berbagai hal yvang terkiat dengan pelaksanaan otonomi daerah,

Pasal 18 Undang-Undang Pemerintahan Daerah vang
menyatakan bahwa: J
i1} Daerah vang memiliki wilayah laut diberikan kewenangan untuk

mengelola sumber dava di wilavah laut.
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(2) Daerah mendapatkan bagi hasil atas pengelolaan sumber dava
alam di bawah dasar dan/atau di dasar laul sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.

(3} EKewenangan daerah untuk mengelola sumber dava di wilavah
laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan
laut;

b. pengaturan adminestratif;

€. pengaturan tata ruang;

d. penegakan hukum terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh
daerah atau yang dilimpahkan kewenangannya oleh
Pemerintah;

e. ikut serta dalam pemeliharaan keamanan dan ikut serta dalam
pertahanan kedaulatan negara.

(4) Kewenangan untuk mengelola sumber dayva di wilayah laut
sebagmimana dimaksud pada ayat (3) paling jauh 12 {dua belas)
mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke
arah perairan kepulauan untuk provinsi dan 1/3 (sepertiga) dari
wilayah kewenangan provinsi untuk kabupaten/ kota.

(3] Apabila wilayah laut antara 2 {dua) provinsi kurang dari 24 (dua
pulub empat) mil, kewenangan untuk mengelola sumber dava di
wilayah laut dibagi sama jarak alau diukur sesuai prinsip garis
tengah dari wilayah antar 2 {dua) provinsi tersebut, dan untuk
kabupaten/kota memperoleh 173 (sepertiga) dari wilayah
kewenangan provinsi dimaksud.

(6]  Ketentuan sebagaimana dimaksud pada avat (4) dan ayat (3} tidak
berlaku terhadap penangkapan ikan oleh nelayan kecil,

{7} Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayal (1}, ayat
(3), ayat (4}, dan ayat (5] diatur lebih lanjut dalam peraturan
perundang-undangan.

Dhaturnya tentang wewenang dan hak daerah di wilayah laut,
menjadikan dasar hukum bagi dacrah untuk melakukan pengelolaan
SDA kelautan di wilavah laut daerah masing-masing, Oleh sebab itu,
berbagai peraturan perundang-undangan terkait dengan pengelolaan
wilayah kelautan perlu disesuatkan dengan Undang-Undang Nomor
32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,

b. UU No. 33 Tahun 2004 Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerinlah Daerah

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, terkait
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dengan pengelolaan SDA kelautan, karena undang-undang ini
mengatur tentang bagi hasil pengelolalan SDA di dasar laut dan tanah
di bawahnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Pasal 11 Undang-Undang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, men gatur bahwa; dana bagi
hasil antara pusat dan daerah ber-sumber dari pajak dan SDA, untuk
dana bagi hasil yang bersumber dari SDA antara lain berasal dari
perikanan dan pertambangan minyak dan gas bumi. Pertambangan
minyak dan gas bumi diantaranya berada di lepas pantai. Dengan
demikian, maka Undang-Undang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah vang men gatur tentang dana
bagi hasil perlu diharmoniasikan dengan dengan peraturan perundang-
undangan yang terkait dengan pengelolaan 5DA kelautan lainnya,
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SATU KESATUAN SISTEM HUKUM PENGATURAN
PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM KELAUTAN
DALAM HUKUM INTERNASIONAL DAN
NASIONAL INDONESIA

41 Saling ketergantungan antar negara
Indonesia sebagai salah satu negara berdaulat, tidak dapat
melepaskan diri dari negara-negara lain, Suatu negara tidak dapat
mengisolasi dirinya dalam pergaulannya dengan negara lain, saling
ketergantungan antara negara satu dengan negara lain mutlak terjadi.
Hal ini disebabkan keterbatasan dari negara itu sendiri. Di satu sisi
Indonesia yang kaya akan SDA, tetapi terbatas kemampuan dibidang
keahlian, teknologi dan biaya, tentunya memerlukan negara lain untuk
mengisi keterbatasan tersebut, begitu pula sebaliknya, Di sisi lain
negara-negara maju, tentunya juga tdak dapat berdiri sendiri tanpa
negara lain, hasil-hasil produks: dengan ditemukannya hasil ilmu
pengetahuan dan teknologi tentunya tidak dapat hanya dipasarkan di
dalam negeri saja tetapi juga menjangkau luar negeri, sehingga juga
tergantung dari negara-negara lain, Saling ketergantungan antar negara
ini semakin hari semakin dirasakan penting, sehingga muncul
paradigma baru dalam pergaulan internasional yang menginginkan
adanya kesaluan negara-negara yang dikenal dengan globalizasi yang
memicu kebutuhan negara-negara dengan menyiapkan perangkat

hukum internasional

Pengaruh globalisasi bidang hukum (hukum internasional)
terhadap tatanan hukum Indonesia, karena hukum Indonesia tidak
semata-mata dibangun berdasarkan kendisi masyarakat Indonesia saja,
tetapt juga menyesuaikan denpan ketentuan-ketentuan internasional,
apalagi jika ketentuan terscbut telah diratifikasi, karena ratifikasi
merupakan pernyataan suatu negara untuk terikat kepada ketentuan
internasional. Oleh sebab itu, suatu negara yang telah meratifikasi
ketentuan internasional, tidak saja harus menyesuaikan hukum
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nasionalnya dengan ketentuan internasional tersebut, tetapi juga
melaksanakannya secara konsisten dan konsekuen, seperti di wilayah
laut UNCLOS 1982, Agenda 21 PBB, dan berbagai resulusi dan
rekomendasi organisasi internasional.

Mengkaji berlakunya hukum internasional dalam sistem hukum
Indonesia, berarti mengkaji hubungan antara hukum internasional
dengan hukum nasional, dimana antara keduanya, baik secara teoretis
maupun praktek negara-negara terdapat hubungan yang saling
mempengaruhi antara keduanya, Hukum internasional sebagaimana
tercantum dalam Pasal 38 ayat (1) Piagam Mahkamah Internasional,
menyatakan bahwa dalam mengadili perkara yang diajukan
kepadanya, Mahkamah Internasional akan mempergunakan:

a.  Perjanjian internasional, baik yang bersifat umum maupun
khusus;

b.  Kebiasaan internasional, sebagai bukti suatu kebiasaan umum
yang telah lama diteriria sebagai hukum;

¢ Prinsip hukum umum yang diakui oleh bangsa-bangsa beradab;

d.  Keputusan pengadilan dan ajaran para sarjana yang paling
terkemuka dari berbagai negara sebagai sumber tambahan untuk
menetapkan kaidah hukum,

Pasal 38 ayat (1) Piagam Mahkamah Internasional di atas,
seringkali ditafsirkan sebagai sumber hukum internasional formal dan
keseluruhan sumber hukum ini, tentunya mempengaruhi hukum
nasional negara-negara, Perjanjian internasional yang banyak téhadi
dan mewarnai perkembangan hukum internasional, khususnya hukum
laut sangat berpengaruh dalam hukum nasional Indonesia, hal ini
terbukti dengan banyaknya ketentuan hukum internasional yang
diratifikasi oleh pemerintah Indonesia. =

4.2 Ratifikasi Hukum Internasional di Indonesia

Ratifikasi hukum internasional dalam suatu negara merupakan
bukti tindakan negara untuk memberlakukan hukum internasional ke
dalam perangkat hukum nasional-nya. Untuk Indonesia proses
berlakunya hukum internasional tidak berhenti hanya sebatas ratifikasi
saja tetapi melalui proses transformasi, yaitu mengubah hukum
internasional tersebut sesuai dengan ketentuan hukum nasional
Indonesia, sebagaimana diatur dalam konstitusi negara ™

= UsCLOE 1982 diranilikass dengan Undang-Umndang Mo, 17 Tahun 1985, ini besart
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UNCLOS 1982 sebagai perangkat hukum yang bersifat umum
dalam pengaturan kelautan secara internasional sangat mempengaruhi
peta sistem hukum laut Indonesia dan juga sistern hukum laut nasional
negara-negara lain. Hal ini dapat dilihat dari perubahan pengaturan
dalam hukum nasional yang mengacu pada ketentuan UNCLOS 1982

UNCLOS 1982 merupakan ketentuan yang menguntungkan bagi
kepentingan Indonesia. Oleh sebab itu, praktis berbagai peraturan
perundang-undangan yang terkail dengan pengaturan kelautan
Indonesia harus disesuaikan dengan ketentuan yang terdapat dalam
UNCLOS 1982, Pengaruh im ditunjukkan dengan perubahan terhadap
Undang-Undang Perairan [Indonesia dari Undang-Undang Nomor 4
Prp Tahun 1960 yang masih mengacu pada Konvensi Jenewa 1958 yang
kemudian diubah dan disesuaikan dengan UNCLOS 1982 dengan
diretapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996, demikian pula
berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan
batas wilayah negara Indonesia dan masalah-masalah kelautan lainnya
juga mengalami perubahan.

Selain UNCLOS 1982, beberapa ketentuan hukum terkait dengan
masalah kelaut-an yang mengandung berbagai prinsip-prinsip hukum
umum, diadobsi dalam ketentuan hukum nasional Indonesia, seperti
halnya prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, prinsip-prinsp
umum lintas damai, maupun prinsip ganti rugi dalam pencemaran
dan sebagainya. Oleh karena itu, sistem hukum Indonesia sebetulnya
banyak mengadobsi ketentuan hukum internasional.

Hubungan yvang saling pengaruhi mempengaruhi antara hukum
internasioal dengan hukum nasional Indonesia terkait dengan
pengelola-an SDA kelautan menempatkan hukum internasional ke
dalam sistern hukum Indonesia, baik dalam konteks substansi, struktur
dan kulturnya. ¥

Untuk mengkaji bagaimana hukum internasional merupakan
satu kesatuan sistem hukum Indonesia, tentunya perlu dkaji terlebib
dahulu prosedur berlakunya hukum inter-nasional dalam hukum
nasional Indonesia, sebagaimana yang diatur dalam UUDNRI 1945,
lerkait dengan hal tersebut, Hans Kelsen menyatakan bahwa:

Hukum internasional harus diubah menjadi hukum nasional
hanya jika keharusan tersebut dinyatakan oleh konstitusi negara. Jika
konstitusi itu tidak menyatakan keharusan ini, seperti kadang-kadang
denukian keadaannya, maka pengadilan negara tersebut berkompeten
untuk menerapkan hukum internasional secara langsung, khususnya
perjanjian-perjanjian yvang ditanda-tangani menurut konstitusi oleh
pemerintahannya sendiri harus diterapkan secara langsung, Tidak
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demikian halnya jika perjanjian internasional itu mewajbkan negara
tesebut hanya untuk menerbitkan undang-undang yang isinya
ditentukan oleh perjanjian tersebut™

Sejalan dengan pemikiran Hens Kelsen, dalam Pasal 11 UUDNRI

1945 menentukan bahwa:

(1) Presiden dengan persetujuan Dewan Merwakilan Rakyat
menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan
negara lain;

(2} FPresiden dalam membuat perjanjian internasional yang
menimbulkan akibal yang luas dan mendasar bagi kehidupan
rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau
mengharuskan perubahan atau pembentukan Undang-Undang
harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

(3)  Ketentuan lebih lanjut tentang perjanjian diatur dengan Undang-
Undang, .

Berdasarkan Fasal 11 UUDNEI 1945 dapat disimpulkan bahwa
berlakunya hu-kum internasional di Indonesia melalui proses rabifikas:.
lika suatu perjanjian interna-sional tersebut bersifat penting dan
mendasar yang mempengaruhi kEhidupan rakyai, maka harus
diratifiasi dengan persetujuan DPE EL

Tindak lanjut Pasal 11 UUDNEI 1945 tersebut di atas, ditetapkan
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang pengesahan Perjanjian
[nbernasional, dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2040,
menegaskan bahwa:

{1} Pengesahan perjanjian internasional oleh Pemerintah Republik
Indonesia dilakukan sepanjang dipersyaratkan oleh perjanjian
internasional tersebut. -

{2} Pengesahan perjanjian internasional sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1} dilakukan dengan Undang-Undang atau keputusan
presiden.

bahwa berlakunya UNCLOS 1982 sebagai perangkat hukum internassonal melalui
transformasi hukum, dalam acti buhwas UNCEOS 1982 borubah bentuk menjadi
undang-undang, walaupun substansi masib sama. Tranformasi hukom secara tecritis
dapat diartikan perubahan baik farmat maupun substansi

* Hans Kelsen, Teor Limow tonbang Hudeom dan Negara, Penerpmah Raisul Muttagien,
Musa Media dan Nuansa, Bandung, 2006, him, 533
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Sementara itu, dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun
2000 diatur bahwa perjanjian internasional yang disahkan dengan
u.nria.ng-undang berkenaan dengan:
masalah politik, perdamaian, pertabanan, dan keamanan negara;
perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah negara
Republik Indonesia;
kedaulatan atau hak berdaulat negara;
hak asasi manusia dan lingkungan hidup;
pembentukan kaidah hukum baru;
pimaman dan/atau hibah luar negeri.

o

ol -y

Perjanjian internasional diluar yang tidak disebutkan dalam Pasal

10 Undang-Undang Momor 24 Tahun 2000 tersebut di atas, disahkan

dengan keputusan presiden, sebagaimana diatur dalam Pasal 11 yang

menentukan bahswas:

(1) Pengesahan perjanjian internasional yang materinya tidak
termasuk materi sebagaimana dimaksud Pasal 10, dilakukan
dengan keputusan presiden,

(2) Pemerintah Republik Indonesia menyampaikan salinan setiap
keputusan pre-siden yang mengesahkan suatu perjanjian
internasional kepada Dewan Pe-rwakilan Rakyat untuk
dievaluasi,

Undang-Undang Momor 24 Tahun 2004 jika dihubungkan
dengan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004, yvang
menentukan bahwa;

Materi muatan yang harus diatur dalam Undang-Undang berisi
hal-hal vang mengatur lebih lanjut ketentuan UUDNRI 1945 yang
meliputi:

a.  hak-hak asasi manusia;

b.  hak dan kewajiban warpga negara;

c.  pelaksanaan dan penegakan kedaulatan negara serta pembagian
kekuasaan negara;

d.  wilayah negara dan pembagian daerah;

e.  kewarganegaraan dan kependudukan;

{. Keuangan negara.

Selain hal tersebut di atas, penentuan materi muatan dengan
undang-undang apabila undang-undang tersebut menentukan bahwa
terhadap sesuatu hal harus ditetapkan dengan undang-undang,
Dengan demikian materi muatan vang diatur dalam Undang-Undang

Hukrwi Pengeledann Siber Dava dlam Kelanran 8BS



Nomor 24 Tahun 2000 dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004,
untuk perjanjian internasional yang disahkan dengan undang-undang,
tidaklah menimbulkan disharmoni, bahkan beberapa materi yang
terkait menunjukkan adanya kesamaan, seperti; mengenai kedaulatan,
hak asasi manusia, wilayah negara dan masalah keuangan negara,
ketapi untuk peranjian internasional yang disahkan dengan Keputusan
Presiden jika dihubungkan dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor
10 Tahun 2004, Keputusan Presiden tidak masuk dalam jenis dan hirarki
peraturan perundang-undangan Indonesia. Oleh sebab itu, untuk tidak
menimbulkan interpretasi yang berbeda dan untuk menempatkan
posisi perjanjian internasional yang diratifikasi dengan keputusan
presiden dalam hiraraki peraturan perundang-undangan Indonesia,
sebalknya disahkan dengan peraturan presiden bukan dengan
keputusan presiden.

Apabila perjanjian internasional telah diratifikasi atau disahkan
oleh pemerintah Indonesia, baik dengan undang-undang atau dengan
keputusan presiden, maka ketentuan internasional tersebut menjadi
bagian dari sistern hukum Indonesia, karena hukum internasional telah
menjadi valid dan seperangkat norma yang valid harus dipahami
sebagai bagian dari satu sistem yang harmonis, sebagaimana
dinyatakan Hans Kelsen bahwa:

Dua perangkat norma (hukum internasional dan hukum nasional)
merupakan bagian-bagian dari suatu sistem normatif sebab norma yang,
satu, sebagai tatanan vang lebih rendah, memperoleh validitasnya dari
norma yang lain yang merupakan suatu tatanan yang lebifi tinggi,
Tatanan yang lebih rendah memiliki norma dasar rela tif dan ini berart
ketentuan dasar dari pembentukannya dalam tatanan yang lebih inggi
atau dua perangkat norma membentuk satu sistem normatif sebab
keduanya sebagai dua tatanan vang sederajat, memperoleh validitasnya
dari sebual tatanan ketiga vang sama, Sebagai tatanan yang lebih binggi
menentukan bukan hanya bidang-bidang tetapi juga landasan
validitasnya dan ini berarti menentukan pembentukan kedua tatanan
yang lebih rendah tersebul ™

Keabsahan dari hukum internasional yang berlaku dalam hukum
nasional menurut pandangan Kelsen di atas, hanya menentukan
validitas dalam bentuknya saja. Sementara itu, dalam norma juga
terdapat validitas terhadap isi. Berkenaan dengan hal i, maka
berlakunya hukum internasional dalam hukum nasional, tentunya juga

= [l
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akan tergantung dari nilai-nilai moral yang dianut suatu negara, Jika
terjadi benturan antara nilai-nilai moral, maka ketentuan hukum
internasional tidak menjadi efektif.

43 Kedudukan Hukum Internasional dalam Sistem Hukum
Indonesia

Kedudukan perjanjian internasional dalam hirarkhi peraturan
perundang-undangan Indonesia, sejajar dengan undang-undang atau
dapat sejajar dengan peraturan presiden. Gambaran tentang kedudukan
hukum internasional, dalam sistem hukum Indonesia dapat dijelaskan
dalam Gambar 1 berikut ini:

Gambar 1. Kedudukan Pancasila, Hukum Intermasional dan
Peraturan Perundang-undangan dalam Sistem Hukum

indonesia
ﬁ £—— Cita Hukum

£ UUDMREI 15

UILFf Perpu
#—— Ferjanjlan
Ipdecnasional

Peraturan
— Pemeriniah
Srukbar
Huakaim
itiang
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Preralurin Pretaden
Pevjarjian vt naoesdl

Sumber: Hamid Attamimi, Op.Cif, 1990, dan disesuaikan dengan
Undang—l]ndang Bomaor 10 Tabhun 2004,
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Berdasarkan ragaan tersebut di atas, maka ketentuan nasional yang
terkait dengan pengelolaan SDA kelautan harus disesuaikan dengan
ketentuan internasional yang mengatur hal yang sama, karena hukum
internasional yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia menjadi
satu kesatuan sistern hukum nasional. [kaji dan kesesuaiannya, secara
umum peraturan perundang-undangan yang terkait dengan
pengaturan wilayah kelautan Indonesia, seperti Undang-Undang
Perairan Indonesia, Undang-Undang Wilayah Negara telah sesuai
dengan ketentuan internasional, khususnya UNCLOS 1982, tetapi
Undang-Undang Landas Kontinen belum disesuaikan.

Perbedaan mendasarkan dalam UNCLOS 1982 dengan
Undang-Undang Landas Kentinen Indonesia terdapal pada penentuan
kriteria landas kontinen tersebut vang masih mengacu pada Konvensi
Jenewa 1938 yang menentukan bahwa kriteria landas kontinen suatu
negara dengan kriteria kedalaman (200 m dari permukaan laut) dan
kemampuan eksploitasi, yaitu dapat melebihi 200 m jika suatu negara
mampu untuk mengelola di luar 200 m, sedangkan UNCLOS 1982
menentukan dengan kriteria jarak sejauh 200 mil dari garis pangkal
dan kriteria geologis. Adanya perbedaan ini sangat merugikan bangsa
Indonesia, oleh sebab ity Undang-Undang Landas Kontinen Indonesia
perlu disesuaikan dengan UNCLOS 1982 .
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PENGATURAN PENGELOLAAN SUMBER
DAYA ALAM KELAUTAN DI ERA
OTONOMI DAERAH

51 Perubahan Paradigma Pengelolaan SDA Kelautan di Indonesia

Berlakunya Undang-Undang Pemerintahan Daerah, telah
meletakan dasar rr'ruh'Lhan wewenang daerah dalam segala bidang
termasuk didalamnya wewenang pengelolaan SDA kelautan, Sesuai
dengan Pasal 237 Undang-Undang Pemerintahan Daerah yang
menegaskan bahwa: semua ketentuan peraturan perundang-undang
vang berkaitan secara langsung dengan daerah otonom wajib
didasarkan dan disesuaikan pengaturannya pada undang-undang ini.
Oleh sebab itu, seluruh peraturan perundang-undangan yang terkait
dengan pengelolaan SDA perlu disesuaikan dengan prinsip-prinsip
vang terkandung dalam otonomi daerah,

Prinsip-prinsip dasar otonomi daerah yang menjadi acuan
dalam penetapan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan
pengelolaan SDA kelautan harus harus disesuatkan dengan UUDNRI
15 yang memuat berbagai paradigma baru Jan arah pemerintahan
daerah yang baru pula. Prinsip-prinsip tersebut, yaitu:

a. Prinsip daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan
pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas
pembantuan (Pasal 18 avat {2)). Ketentuan ini menegaskan
bahwa pemerintahan otonom dalam NKRIL Dalam
pemerintahan daerah hanya ada pemerintahan otonomi
{termasuk tupas pembantuan);

b, Prinsip menjalankan otonomi seluas-luasnya (Pasal 18 ayat
{3)), terkandung makna dalam pasal ini bahwa daerah
berhak mengatur dan mengurus segala urusan atau fungsi
pemerintahan, kecuali vang L1]1.L"]1|.L:II'C.-|JI‘I. sebagai vang
diselenggarakan pusat. Dalam hal ini campur tangan pusat
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perlu dibatasi pada hal yang benar-benar bertalian dengan
upaya menjaga keseimbangan antara prinsip kesatuan (unit}
dan perbedaan (diversihy);

c. Prinsip kekhususan dan keragaman daerah (Pasal 18 A ayat

(1}). Prinsip ini mengandung makna bahwa bentuk dan is1
otonomi daerah tidak harus seragam (uniformitas). Bentuk
dan isi otonomi daerah ditentukan oleh berbagai keadaan
khusus dan keragaman setiap daerah;

d. Prinsip mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat

hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya (Pasal 18 B ayat
{2}}. Dimaksud masyarakat hukum adat adalah masyarakat
hukum {reclisgemeenchap) yang berdasarkan hukum adat
atau adat istiadal seperti desa, marga, nagari, gampong,
meunasah, huta, negorij dan lain-lain. Masyarakat hukum
adalah kesatuan masyarakat yang bersifat teritorial dan
genealogis yang diffedakan dengan masyarakat hukum lain
dan dapat bertindak ke dalam atau ke luar sebagai satu
kesatuan hukum (subjek hukum) yang mandini dan me-
merintah diri mereka sendiri;

Prinsip mengaku dan menghormati pemerintah daerah
yvang bersifat khusus dan istimewa (Pasal 18 B ayat (1))
Makna prinsip i telah mengalami perluasan dari arti
sebelum UUDNERI 1945 diamendemen, karena pengertian
khusus dan istimewa. Penjelasan Pasal 18 UUDNRI 1945
vang lama menyebutkan bahwa kata istimewa dikaitkan
dengan pemerintahan asli atau yang diselenggarakan
pribumi di masa peapajah. Demikian pula halnya dengan
pengertian khusus, dahulu pengertian khusus seperti
daerah Khusus kota Jakarta lbukota Negara Indonesia), saat
ini diperluas Propinsi Aceh dan Irian Jaya. Namun tidak
ada kriteria baku untuk hal ini.

Prinsip hubungan antara pusatl dan daerah harus
dilaksanakan secara selaras dan adil {"asal 18 A ayat (2)).
Meskipun hidak ada satu ukuran tertentu mengenai
hubungan yvang adil dan selaras, prinsip ini menunjukkan
bahwa daerah berhak memperoleh secara wajar segala
sumber daya untuk mewujudkan pemerintahan daerah
vang mandiri dan kesejahteraan rakyat daerah yang
bersangkutan.®™

* Bagir Manan, Op. Cit, Bl 10-17
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5.2 [Kesesuaian antara Peraturan Perundang-Undangan Pengelolaan
SDA Kelautan dengan Prinsip-prinsip Otonomi Daerah

Beberapa hal yang perlu menjadi fokus kesesuaian antara satu
peraturan dengan peraturan yang lain. Kesesuaian ind perlu karena
pada prinsipnya dalam sistem hukum Indonesia, setiap peraturan
perundang-unri-,mgm lahir dan bermuara dari satu norma Yang sama,
yaitu Pancasila, Oleh sebab itu, jika peraturan perundang-undangan
ini diletakkan secara hirarkhis, maka peraturan yang satu lentunya
tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lain, baik secara
vertikal maupun horizontal.

Fokus substansi atau materi muatan yang perlu dikaji untuk
disesuaikan dalam kajian ini, antara lain:

521 Pengaturan Asas Hukum

Asas hukum dalam peraturan perundang-undangan
merupakan hal penting yang harus ada, Peraturan yang tidak
mengandung asas hukum bukanlah peraturan yang baik. Pengaturan
asas hukum dalam peraturan telah ditentukan dalam Undang-Undang
MNomor 10 Tahun 2004, dengan demikian penyesuaian asas hukum
dalam peraturan perundang-undangan terkait dengan pengelolaan
SDA kelautan tentunya harus mengacu pada asas hukum yang
terdapat dalam undang-undang tersebut di atas.

Beberapa asas vang hukum yang terkandung dalam masing-
masing peraturan perundang-undangan yang terkait dengan
pengelolaan SDA kelautan, dapat dilihat pada Tabel 1 berikut ini.

Tabel 1. Pengaturan Asas Hukum <

No | Undang-Undang | Pengaturan Asas Kesesuaian
1. | UL Ne. 5 Tahun Bandingkan dengan
1983 Tentang asas hokum yang
ZEEI diatur dalam UL
2. | UU No 9 Tahun MNomor 10 Tahun
1% Tentang 2004, yaitu:
Kepariwisataan a) Ff“gﬂ}'l‘-'ﬂ_‘lﬂﬂ
b} Kemanusiaan
3. |UU No. 21 Tahun ¢} Kebangsaan
1992 Tentang d) Kekeluargaan
Pelayvaran e] Kenusantaraan
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dalam f) Bhinneka Tunggal
keseimbangan, dan Tka
kepercayaan pada | g Keadilan
diri sendiri, hjKesamaan
kedudukan dalam
hukum dan
Pemerintahan
i) Ketertiban dan
kepastian
1} Keseimbangan,
k) keserasian dan
keselarasan
4. | UL No 9 Tahun | Pasal 2:
1990 Tentany, L Penyelenggaraan
Kepariwisataan | kehutanan
berasaskan manfaat
dam leskar,
kerakyatan,
keadilan,
kebersamaan,
keterbukaan, dan
keterpaduan,
3. | Ul Ne. 31 Pasal 2:
Tahun MK mamfaal, keadilan,
Fentang kemitraan,
T kemerataan,
Ferkanan keterpaduan, .
efisiensi, dan
kelestarian yang
berkelanjutan
6. | UU Mo, 27 Pasal 3;
Tahun 2007 a. keberlamjutan;
Tentang b konsistensi;
Pengelolaan keterpaduan;
Wilavah Pesisir -:'.kqmstiun hukum;
dan Pulau- d. kermilraan;
Pulau Kecil e.pemerataan;
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[.peran serta
masyarakat;

g.'lwtﬂ rbukaan;

h.desentralisask;
akuntabilitas;

dan
i. keadilan.
LU Mo 43 FPasal 2
Tahun 2008 a. kebangsaan;
Tentang b, kenusantaraan;

Wilayah Negara

. keadilan;

d. keamanan;

e. ketertiban dan
kepastian hukum;
f.kerja sama;

. kemantaatan;
PENgavoman,

UL MNo. 4 Tahan
28 Tentang
Perta mh.angml
Mineral dan
Batubara

Pasal 2:

amandaat,
keadilan, dan
kessimbangan;

b.keberpihakan
kepada
kepentingan
bangsa;

. partisipalif,
transparansi, dan
akuntabilitas;

d, berkelanputan
dan berwawasan
Impkungan.

Undang-
Undang No. 9
Tahun 1996
lentang
Perairan Indo-
Mesia

kenusantaraan,
manfaat,
kebangsaan,
keseimbangan,
berwawasan
lingkungan
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10, | Undang- manfaat,
Undang MNo. penguasaan penuh
Tahun Tentang | dan eksklusif,
Landas keseimbangan,
Kontinen berwawasan
lingkungan.
11. | Undang- ekonomi
Undang No. 22 | kerakyatan,
Tahun Tentang | keterpaduan,
Minvak dan Gas | manfaat, keadilan,
Bumi keseimbangan,
pemerataan,
kemakmuran
bersama dan
Fesejahteraan
rakvat, keamanan
dan keselamatan,
kepastian hukum,
berwawasan
lingkungan
12. | Undang- demokrasi,
Undang Mo 32 pemerataan,
Fahun 2004 keadilan, manfaat,
TE.‘IIl‘aIi.H keistimewaan dan
Permerintah
Daerah kekhususan
sesupatu daerah,
efisien dan cfektif,
13, | Undang- Otonomi seluas-
Undang Mo. 33 [ luasnya, keadilan
Tabun 2004 dan keselarasan,
Perimbangan stabilitas dan
Keuangan keseimbangan
antara fiskal, sistem yang
Femerintah menyeluruh,
Pusat dan efisien, ekonomis,
Pemerintah eiektif, tansfaran
Maerah bertangpung
prwakb, manfaat
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Berdasarkan Tabel 1 di atas, dapat ditunjukkan bahwa setiap
peraturan perundang-undangan terkait dengan pengelolaan SDA
kelautan mengatur tentang asas hokum yang beragam. Jika
dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, banyak undang-
undang vang tidak mencantumkan asas kenusantaraan dan asas
kebangsaan, pada hal asas ini sangat penting, karena pengelolaan SDA
ketautan yang berada di dalam wilayah NEKRI tentunya diperlukan
asas kenusantaraan yang merupakan ciri khusus wilayah Negara
Indonesia. Demikian pula halnya dengan asas kebangsaan, asas im
penting untuk menyatukan bang-sa Indenesia, sehingga walaupun
terpisah oleh lautan tetapi dalam wilayah Nusantara merupakan satu
kesatuan bangsa Indonesia.

Pengaturan asas hukum di atas, jika dihubungkan dengan
prinsip-prinsip otonomi daerah, menunjukkan adanya keselarasan
antara satu sama lain, karena prinsip otonomi daerah bukanlah
pemberian wewenang secara luas sebagaimana pada negara federal,
tetapi memberikan urusan-urusan yang memang telah mampu
dilaksanakan oleh daerah otonom. Dengan demikian akan
mencerminkan prinsip keadilan antara pusat dan daerah,

Berdasarkan kajian lerhadap berbagai undang-undang vang
terkait dengan pengelolaan SDA kelautan, tampak adanya potensi
disharmoni satu sama lain vang disebabkan banyaknyva peraturan
perundang-undangan. Kondisi disharmoni ini, sebetulnya dapat
dilakukan pembenahan dengan cara menentukan asas hokum yang
sama, baik yang dikelesarkan oleh pemerintah pusat maupun
pemernintah davrah. Setiap peraturan hendaknya meletakkan dasar
vang sama, karena seluruh peraturan terkait dengan pe ngelniadn LA
Indonesia, merupakan tindaklanjut dari Pasal 33 UUDNRI 1945,
Sernentara itu, asas-asas hukum yang terdapat dalam UUDNRT 1945
telah dirumuskan secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun
2004, sehingga peraturan perundang-undangan vang ditetapkan perlu
memperhatikan asas hukum vang terdapat dalam Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 2004 tersebut.

Adanya kesamaan asas hokum dalam setiap peraturan
perundang-undangan, karena asas hukum merupakan intisari dari
peraturan yang mengandung nilai-mlai filosofi, sosiologis dan moral
suatu banpsa. Secara teoritis asas hukum merupakan spint atau
semangal vang harus terdapat dalam produk hukum, sehingga produk
hukum vang dihasilkan benar-benar menggambarkan kesesuaian
kondist masyarakat yang dicita-citakan, Terdapatnya asas hukum
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dalam produk-produk hukum vang lengkap juga mencerminkan rasa
persatuan Indonesia, sehingga seluruh rakyat Indonesia juga
merasakan keadilan, kemanfaatan dan kepastian berada di bawah

naungan NKRL

522 Tujuan Pengaluran

Tujuan pengaturan pada sctiap peraturan perundang-
undangan terkait dengan pengelolaan 5DA kelautan harus mengacu
pada ketentuan Pasal 33 UUDNRI 1945, dimana makna Pasal 33
tersebut merupakan prinsip dasar dari pengelolaan SDA baik di wilaah
daratan maupun laut. Oleh sebab itu, rumusan materi muatan
peraturan tidak dapat tidak harus ditujukan pada peningkatan
kemakmuran seluruh rakyat Indonesia, karena SDA yang ada di
Indonesia merupakan-karunia Tuhan YME dan tentnya merupakan
hak bangsa Indonesia. Adapun rumusan tujuan dalam peraturan
perundang-undangan yvang terait dengan pengelolaan SDA kelautan
dapat dilihat pada Tabel 2 berikut ini.

Tabel 2 Tujuan Pengaturan

Undang- ¢ ;
No Un dangg Fujuan Kesesuaian
. |UUNe.5 Diktum Menimbang | Ba ndingka;l dengan
Tahun 1983 Angka 2: tujuan pengelolaan
Tentang Zona| SDA Indonesia
Ekonomi PLENEKAIED sebagaimana diatur
Ekslusif IIC_E-Ht"]'TII'Iti‘J'r:IHTI bangsa | jatam Pasal 33
'1””*?'”:1 ’ UUDNRI 1945
MERTE A (1) Perekonomian
sepenap sumber daya disusun sebagai
alam yang tersedia, rass hfrs;llfn"l
baik hayati maupun berdasarkan atn;
nen hayati, asas kekelnargaan.
2. |UUNo?9 Masal 31, {2) Cabang-cabang
Talien 1990 1. Memperkenalkan, produksi yang
Tentang, mendayagunakan, penting bagi
Kepanwisataan melestarikan, dan negara dan yang
meningkatkan menguasai hajat
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mutu objek dan
daya tarik wisata;

2. memupuk rasa
cinta tanah atr dan
meningkatkan
persahabatan
antar bangsi;

3. memperluas dan
memeratakan
kesempatan
berusaha dan
lapangan kena;

4, meningkatkan
perlapatan
nasional dalam
rangka
meningkatkan
kesejabteraan dan
kemakmuran
ritkyat;

3. mendorong
pendavagunaan
produksi nasional.

()

{4)

ULl No @
Tahun 1990
Tentang
Kepariwisataan

I"asal 3:

untuk
Iﬂh‘t‘ll"hﬁ‘]'lﬂﬂl.:ﬂl' Ars
perpindahan orang
dan/atau barang
melalui perairan
dengan
mernputamakan dan
melindungi
pelayaran nasional,
dalam rangka

ITLE TV AT,
menggerakkan, dan
mendorong
pencapaian tujuan
pembangunan
nasional,

(3}

hidup orang
banyak dikuasai
TEEHTELTEL.

Bumi, air dan
kekayaan alam
yang terkandung
di dalamnya
dikuasai negara
dan
dipergunakan
untuk sebesar-
besarnva
kemakmuran
rakyat,
Perekonomian
nasional
diselenggarakan
berdasarkan atas
demokrasi
ekonomi dengan
prinsip
kebersamaan,
efisiens
berkeadilan,
berkelanjutan,
berwawasan ling-
kungan,
kemandirian,
serta dengan
ménjaga
keseimbangan
kemajuan dan
kesatuan
ekonomi
nasional,
Eetentuan lebih
lanjut mengenai
pelaksanann
pasal ini dratur
dalam undang-
undang.
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memantapkan
perwujudan
WAWASAN NUSantara
serta memperkukuh
ketahanan nasional.

4. | VU No. 41 Pasal 3:

Tahun 1599 {1) menjamin

Tentang keberadaan hutan

Kehutanan dengan luasan
vang cukup dan
sebaran yang
proporsional.

(2} mengoptimalkan
aneka fungsi

. hutan vang
meliputi fungss
konservasi, fungsi
lindung, dan
fungsi produksi
untuk mencapal
manfaat
lingkungan, sosial,
budava, dan
ekonomi, yang
seimbang Jdan
lestari,

(FHmeningkatkan
daya dukung .
daerah aliran
sUNgai;

{4) meningkatkan
kemampuan
untuk
mengembangkan
kapasitas dan
keberdayaan
masyarakat secara
partisipatif,
berkeadilan, dan
berwawasan
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lingkungan
sehingga mampu
menciptakan
ketahanan sosial
dan ekonomi serta
ketahanan
terhadap akibat
peru bahan
cksternal.

(3} menjamin

distribusi manfaat
vang berkeadilan

dan berkelanjutan.

LI Mo, 41
Tahun 1999
I'|.=t'|l.;'|:|'|f,;
Eohutanan

48

Pasal 3
tl.

Menngkatkan
taraf hidup
nelayan kecil dan
pembudi dayva
ikan kecil
Meningkatkan
penerimaan dan
devisa MNegara

- Mendorong

perluasali dan
kesempatan kerja
Meningkatkan
ketersedian
konsums: sumber
protein ikan
Mengoptimalkan
pengelolaan
sumber daya ikan
Meningkatkan
produktifitas,
mutu, nifai
tambah, dan daya
saing,

. Meningkatkan

ketersedian bahan
baku untuk
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industri
pengelolaan ikan
h. Mencapai
pemanfaataan ikan
sumber daya ikan,
lahan
pembudidayvaan
ikan dan
lingkungan
sumber daya ikan
secara optimal
Menjamin
kelestarian ikan,
dan tata ruang,

! |

LIL Mo, 43 *Pasal 3

Tahun 2008 A, menjamin
Tentang keutuhan Wilayah

Mewara,
Yoxayah kvimlatan
Megara negara, dan
ketertiban ch
Kawasan
Perbatasan demi
kepentingan
kesejahteraan
segenap bangsa;
b. menegakkan
kedaalatan dan
hak-hak
berdaulat; dan
miengralur
pengelolaan dan
pemantaatan
Wilavah Negara
dan Kawasan
Perbatasan,
termasuk
penpgawasan
batas-batasnya.
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UL Mood
lahun

20089 Tentang
Pertamba ngan
Mineral dan
Batubara

Pasal 3

A, meTjarmin
efektivids
pelaksanaan dari,
Pengendalian
kegiatan usaha
pertambangan
secara berdaya
guna,berhasil
gunia, dan berdava
saing;

b. menjamin
maniaat
pertambangan
mineral dan
batubara secara
berkelanjutan dan
berwawasan ling-
kungan hidup;

€. menjamin
tersedianya
mineral dan
balubara sebagas
bahan haku dan/
atau sebagai
sumber energi
untuk kebutuhan

-dalam negern;

d. mendukung dan
menumbuh
kembangkan
kemampuan
naswnal agar lebih
mampu bersamg,
di tingkat
nastomal, regional,
dan internasicenal;

g, meningkatkan
pendapatan
masvarakat lokal,
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daerah, dan negara,
serta menciptakan
lapangan kerja
untuk sebesar besar
kesejahteraan
rakyat; dan

f. menjamin
kepastian hukum
dalam
PEH:,.’EIETI?'EEI'EHI'I
kegiatan usaha

pertambangan
mineral dan
batubara
9. | Undang- Indonesia sebagai
Undang MNo. 9 | negara kepulauan
Fahun 1996 | telah berhasil
Tentang memperpuang kan
Perairan konsepsi negara
Indonesia kepulauan dengan
di-muatnya asas dan
rezim hukum nepara
kepulauan dalam Bab
IV UNCLOS 1982
dan telah diratifikass
dengan LIL Momor
I7 tahun 1985, UL
Perairan Indonesia
perlu disesuaikan
dengan
perkembangran rezim
hukum MNegara
Kepulauan dalam
UNCLOS 1982
10, | Undang, Megara Republik
Undang Mo, | Indonesia .
Tahun MEmpunyai
lentang kedaulatan atas
Landas kekayaan alam di
Kontinen
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Landas Kontinen
sebagaimana
ditegaskan dalam
Pengumuman
Femerintah tangga
17 Februari 1969
sehinggra dipandang
perlu menetapkan
UL yvang mengatur
penyelenggaraan
usaha pemanfaatan
kekayaan alam
untuk sebesar-
besamya
kemakmuran rakyat
dan MNegara

11.

Lindang-
Undang No,
22 Tahun
HE Tentang
Mbinyvak dan
Gas Buim

A, Menjamn
efekrivitas
pelaksanaan dan
pengendalian
kegiatan usaha
chsplorass dan
eksploitasi secara
berdayapuna,
berhasi guna serta
berdaya saing
tingyi dan ber-
*elanjulan alas
minyak dan gas
burmi milik negara
vang strategis dan
tidak terbarukan
milalui
mekanisme vang
terbuka dan
transparan;b
MENATTIT
efektivitas
pelaksanaan dan
pengendalian
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usaha pengolahan,
pengangkutan,
penyimpanan, dan
niaga secara
akuntabel vang
diselenggarakan
mielalus
mekanisme
persaingan usaha
yang wajar, sehat
dan transparan;c.
menjamin efisiensi
dan efektivitas
tersedianya

- minyak dan gas
bumi, baik sebagra
sumber energi
maupun sebagai
bahan baku untuk
kebutuhan dalam
negeriad,
mendukung dan
menumbuh
kembangkan
kemampuan
nasicnal untuk
lebih mampu
bersaing di tingkat
nasional, regional,
dan
infernasional;e.
meningkatkan
pendapatan negara
untuk memberikan
kontribusi vang,
sebesar-besarnya
bagi perekonomian
nasional dan
mengembangkan
serta memperkuat
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posisi industri dan
perdagangan
Indonesiagk,
menciptakan
lapangan kerja,
meningkatkan
kesejahteraan dan
kemakmuran
rakyat yvang adil
dan merata, serta
tetap menjaga
kelestarian
lingkungan hidup.

1

Undang-
Undang No.
32 Tahun 2004
Tentang
Pemerimtah
DNacrah

Dalam rangka
penyelenggaraan
peme-rintahan
daerah sesuai
dengan amanat
Undang-Undang
Drasar Negara
Republik Indonesia
Tahun 1945,
pemerntaban
daerah, yang
mengratur dan
menguras sendiri
urusan pemerintahan
menurut azas
otonoma dan lupas
pembantuan,
diarahkan unhuk
mempercepak
terwujudnya
kesejahteraan
masyarakat.

ULT Momor 33
Tahuwm 2004
Perimbangan
Keuangan

« UUDNRI 1945
mengamanatkan
diselenggarakannya
obonomi !‘jE"I'LI Ah-
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antara luasnya dalam

Pemerintah MNERI

Pusat dan = untuk mendukung

Pemerintah penyelengraraan

Daerah otonomi daerah
miealui
penvediaan
sumber-sumber
pendanaan
berdasarkan
WEWENANE
pemerintah pusat,
desentralisasi,
dekonsentrasi, dan

_tugas pembantuan,

s Hubungan
keuangan,
pelayanan umum,
pemanfaatan SDA
dan Sumber dava
lainnva antara
pemerintah,
pemerintah dacrah
dan antar
pemerintah dacerah
perlu diatur secara
adil dam selarase
perlu pengaturan
perimbangan
keuangan antara
pemerintah pusal
dan daerah berupa
sistem keuangan
yvang diatur
berdasarkan
pembaygian
kewenangan, tugas
dan tanggung
jawab yang jelas
anlar susunan
pemerintahan,
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Tujuan peraturan yang terdapat dalam setiap undang-undang
yvang terkait dengan pengelolaan 5DA kelautan, seharusnya
diturunkan dari prinstp dasar pengelolaan SDA Indonesia
sebagaimana disebutkan dalam Pasal 33 UUDNRI 1945, yaitu dikuasai
oleh Negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia.
Oleh sebab itu, pengelolaan SDA kelautan yang terdapat pada setiap
undang-undang harus mencantumkan prinsip dasar dalam Pasal 33
UUDNRI 1945 tersebut,

Berdasarkan hasil peneliban ternyata pemaknaan setiap undang-
undang terkait dengan tujuan pengaturan, walaupun tidak secara
eksplisit menentukan tujuan pengelolaan untuk kesejahteraan rakyat
Indonesia tetapi pengaturan bujuan telah mengarah pada peningkatan
kesejahteraan dan kemakmuran bangsa Indonesia. Hal ini berarti sesuai
dengan prinsip otonomi daerah, vaitu termasuk pula untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah, hanya saja

“bagaimana mengimplementasikan undang-undang tersebut, sehingga
peningkatan kesejahteraan rakyat tidak hanya sebatas dalam peraturan
perundang-undangan saja, mengingat jumlah penduduk miskin
Indonesia saat ind masih sangat memprihatinkan, Pada tabun 2007,
jumlah penduduk miskin adalah 37,17 juta orang atau 1658% dari
total penduduk Indonesia. Angka kemiskinan ini menggunakan
poverty line dari BPS sekitar Ep. 5500 per kapita per hari. Jika
mengpunakan porerty line dari Bank Dunia sebesar USH 2 per kapita
per har, diperkirakan jumlah orang maskin di Indonesia berkisar antara
4-60% dari total penduduk®

Setiap peraturan purundang-undangan bertujuan untuk
mengatur, dijadikan pedoman dalam setiap kebijakan dan perilaku
masyarakat, Oleh sebab itu, memilik: strategi tersendiri untuk
pencapaian lujuannya, namun letap sama yaitu sesuai dengan tujuan
yang telah ditetapkan dalam ULDNRI 1945.

Tujuan pengaturan dalam setiap produk hukum vang terkait
dengan pengelolaan SDA Indonesia, tidak dapat keluar dari tujuannya,
yvaitu untuk kescjahteraan selurubh rakyat Indonesia sebagaimana
ditekankan pada ULUDNELD 1945,

D era otonomi daerah seliap wjuan pengaturan dan pengelolaan
SDA di daerah perlu adanya penekanan pada tujuan utamanya. Tujuan
ini juga harus ditindaklanjuti dalam peraturan perundang-undangan
di bawahnya, sehingga seluruh peraluran perundang-undangan

¥ Edi Suharto, Pekerfann Sosald of Dot bilaz i Memperkial Tangpungioeal Seséal
Pemesmhaon (Corporate Spennd Kespossehiliy ) Beliks Adituma, Bandung, 207, him, 56,
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tersebut terbentuk dalam suatu sistem hirarkhi dengan substansi vang
harmonis dengan tujuan vang sama. Pendekatan teoritis terhadap hal
i tidak dapat dipisahkan dari dasar konstitusional yvang menjadi
komitmen dalam pengelolaan SDA laut Indonesia, vaitu kesejahberaan
seluruh bangsa Indonesia.

Peraturan perundang-undangan yvang terkait dengan
pengelolaan SDA kelautan Indonesia juga perlu memperhatikan
semangat otonomi daerah yang didalamnya juga menganut asas dan
tujuan hukum untuk meningkatkan kescjahteraan masyarakat di
seluruh wilayvah NKRI,

Pencapaian tujuan vang telah digariskan dalam konstitusi,
diperlukan strategi dengan penctapan peraturan kebijakan. Peraturan
kebijakan yang mengatur hal-hal yang bersifat teknis harus secara jelas
mengarah pada tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan, harus
ditundarn alasan-alasan 1eknis yang berakibat membelokan tujuan
utamanya. Hal i dapat sgja terjadi akibat dari berbagai kepentingan,
tujuan wama pengelolaan SDA kelautan vang diatur dalam tingkat
undang-undang telah tertera secara jelas, tetapt dalam peraturan
pelaksanaannya pengaturan tujuan menjadi hilang,

5.2.3 Pengaturan Wewenang e ngelolaan

Pengaturan wewenang dalam pengelolaan SDA kelautan, dengan
perubahan paradigma kewenangan daerah, maka berbagai peraturan
perundang-undangan terkait dengan pengelolaan SDA kelautan telah
meletakan wwenang daerah untuk berperan lebih besar dalam
pengelolaannya. Walaupun demikian masih terdirpat beberapa
undang-undang seperti Undang-Undang Migas, Undang-Undang
Landas Kontinen Indonesia dan Undang-Undang ZEE vang masth
melatakan kewenangan vang lebih besar kepada pemerintah pusat
dengan pertimbangan SDA merupakan SDA strategis dan vital,
sehingya perlu dikuasai oleh negara

Sejalan dengan berlakunya Undang-Undang Pemerintahan
daerah, sudah seharusnya beberapa SDA kelautan yvang memang telah
dapat dikelola oleh daerah diserahkan kepada daerah, untuk
menghindari adanya dominasi pusat vang terlalu besar,

Dominasi pusat vang demikian besar tentunya berakibat negatif,
yaitu memicu rasa ketidak-adilan antara pusat dan daerah yvang
menjuras pada arah. dimana daerab merasa diperlakukan tidak adil,
sehungpa memicu terjadi konflik antara pusat dan daerah dalam
pengelolaan SDA di daerah. Wewenang terhadap pengelolaan SDA
kelautan dalam undang-undang terkast dengan pengelolaan SDA
kelautan dapat dilthat pada Tabel 3 berikut ini.
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Tabel 3. Pengaturan wewenang

No | Undang-Undang Wewenang Kesesuaian

1. [UUNo3 Pasal 4: Kewenangan daerah
Tahun 1983 1. Hak berdaulat tidak diatur secara
Tentang, Zona untuk melakukan |eksplisit, karena UL
Ekonomi eksplorasi dan ZEEl merupakan
Ekslusif eksploitasi, implementasi dari

pengelolaan dan
konservasi sumber
daya alam hayati
dan non hayati dari
dasar laut dan
tanah di bawahnya
serta air di atasnya
dan kegiatan-
kegiatan lainnya
untuk eksplorasi
dan eksploitasi
ekonomis zona
tersebut, seperti
pembangkitan
temaga dari air,
arus dan angin;
Yursdiksi yang
berhubungan
dengan : a.
pembuatan dan
penggunaan
pulau-pulau
buatan, instalasi-
instalasi dan
bangunan-
bangunan
lainnya;b,
penelitian ilmiah
L TE TS T
kelautanc. Hak-
hak lamn dan
kewajiban-

|

ketentuan inte-
rnasional, dalam
PHI'lF;E.l'L'I ran
pengelolaan SDA
kelauatan di £ZEEI
huktrm mternasional
mendelegasikan
kepada Negara untuk
mengatur dalam
hukum nasionalnya.
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kewajiban lainnya
bardasarkan
Konvensi Hukum
Laut vang berfaku.

. Kebebasan
pelayaran dan
penerbangan
imternasional serta
kebebasan
pemasangan kabel
dan pipa bawah
laut diakui sesuai
dengan prinsip-
prinsip hukum

« laut internasional

vang berlaku.

L

UU No 9
Tahun
1990Tentang
Kepariwisalaan

Diktum Menimbang
Huruf c:pengaturan
yanyg semakin
mampu mewujudkan
keterpaduan dalam
kepiatan
penvelengearaan
kepariwisataan, serta
memelihara
kelestarian dan
mendorong upaya
peningkatan mutu
lingkungan hidup
serta objek dan daya
tarik wisata;

Wewenang  daerah
ticlak diatur

U Mo 2
Tahun 14992
Tentang
Pelayaran

Pasal 5:

1. memperlancar
arus perpindahan
orang dan/atau
barang secara
masal melalu
perairan dengan
setlamat, aman,

lNdak daitur secara

eksplisit
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cepat, lancar, tertib
dan teratur,
nyaman, dan
berdayaguna,
dengan biava
vang terjangkau
vleh daya beh
masya-rakat;

- meningkatkan
penyelenggaraan
pelayaran sebagai
bagian dari
keseluruhan moda
transportasi secara
terpadu dengan
meman-faatkan
perkembangan
ilmu pengetahuan
dan teknolog;

3. mengembangkan
kemampuan
armada angkutan
nasional yang
tangeuh di |
perairan, serta
dhidukung mdustri
perkapalan yany
andal, sehingga
ma ]'I"IJ,'I'II
memenuhi
kebutuhan
angkutan baik di
dalam negeri
maupun ke dan
dari luar negert;

4. meningkatkan
kemampuan dan
peETanan
kepelabuhanan,
serta keamanan

Wt
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dan keselamatan
pelavaran;

5, terwujudnya
sumber daya
manusia yang
berjiwa bahari,
profe-sional, dan
mampu mengikubi
perkembangan
kebutuhan
penyelenggaraan
pelayaran.

UL No 41 Pasal 4 :

Tahun l. mengatur dan

19% Tentang mengurus segala

Kehutanan sesualu yang
berkaitan dengan
hutan, kawasan
hutan, dan hasil
hutam;

- menetapkan
status wilayah
tertentu sebagai
kawasan hutan
atau kawasan
hutan sebagar
bukan kawasan
hutan; dan

3. mengatur dan

menetapkan
hubungan-
hubungan hukum

bt

anlars orang
dengan hulan,
seTta mengalur
perbuatan-
perbuatan hekum
Mengenan
kehutanan.
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UL Mo 31
Tahun 2004
Tentang
Perikanan

Pasal 7 :

. rencana
pengelolaan
perikanan;

b. potensi dan
alokasi sumber
daya ikan di
wilayah
pengelolaan
perikanan
Republik
Indonesia;

c. jumlah tangkapan
yang
diperbolehkan di
wilayah
pengelolaan
perikanan
Fepublik
Indonesia;

d. potensi dan
alokast lahan
pembudidayaan
ikan di wilayah
pengelolaan
perikanan
Republik
Indomesia;

i, potensi dan
alokasi induk serta
benih ikan ertentu,
di wilavah
pengelolaan
perikanan
Republik
[ndonesia;

L. jenis, umlah, dan
ukuran alat
penangkapan
ikan;

Pasal 18

Peraturan Menteri
Eelautan dan
Perikanan Momor 3
Per 17/ Men/ 2006
Tt—rntang Uszaha
Perikanan Tangkap
(1) Menteri dapat

(2]

{3 Gubernur atau

mendelegasikan
kewenangan
penerbitan
perpanjangan SIP[
dan/atau SIKPL
kepada Gubernur
atau pejabat di
daerah yang
bertanggung
jawab di bidang
perikanan bagi
kapal perikanan
berbendera
Indonesia
berukuran di atas
30 GT sampai
dengan ukuran
tertentu,
Menerbitan
perpanjangan S[P1
dan/atau S1K P
sebagaimana
dimaksud pada
avat (1) dilakukan
atas nama
Drvektur Jenderal

pojabat di daerah
yvang bertanggrrung
jawakb di bidang
pertkanan
sebagaimana
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-

E-

';e'ni:-'., jumlah,
ukuran, dan

dimaksud pada
ayat (1) wajib

penempatan alat menyampaikan
bantu salinan
penangkapan ikan; perpanjangan SIP1
daerah, jalur, dan dan/atau SIKF]

waktu atau musim
penangkapan ikan;

. persyaratan atau

standar prosedur
operasional,
penangkapan ikan;
sistemn pemantauan
kapal perikanan;

kembali serta
penangkapan ikan
berbasis budi daya:
pembudidayaan
ikan dan perlin-
dungannya;
pencegahan
pPreTH e A ran dan
ke-rusakan sumber
daya ikan serta
lingkungannya;

- rehabilitasi dan

peningkatan
sumber daya ikan
serta ling-
kungannya;

. ukuran atau berat

minimum jenis
ikan yang boleh
ditangkap;

kepada Chrektur

Jenderal.

(4} Pelaksanaan

pendelegasian
kewenangan
sebagaimana
dimaksud pada
avat (1) dievaluas

. jenis ikan baru setiap tahun dan
yvang akan Menteri dapat
dibudidayakan; menarik kembali

p-jenis ikan dan kewenangan
wilayah penebaran apabila

“pelaksanaannya

Hlak sesuan
dengan peraturan
perundang-

undangan yang
E'_rerl;aku.

u. suaka perikanan;

14
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v, wahah dan
wilayah wabah
penyvakit ikan:

W, jeni.l: ikan
vang dilarang
untuk
diperdagangkan,
dimasukkan, dan i
keluarkan ke dan
dari wilayah
Fepublik
Indomesia: dan

x. jenis ikan yang

dilindung,
6. |UU No27 Pasal 5
Tahun 2007 perencanaan,
Tentang pemantaatan, peng-
Pengelolaan | Awasan. dan
Wilavah pengendalian
Poesisir terhadap interaksi

manusia dalam
memantaatkan
Sumber Daya Pesisir
dan Puldu-TFulan
Keal serta proses
alamiah secara
berkelanjutan dalam
npaya meningkatkan
keseqahteraan
Masyarakat dan
menjaga keutuhan
Megara Kesaluan
Republik Indonesia,

DL N 43
Tahumn

2008 Tentang,
Wilavah
MNegara

Pasal 10 :

a. menelapkan
kebijakan
pengelolaan dan
pemantaatan
Wilayah Megara

Lihat Pasal 11 dan 12
LI Mo, 43 Tahon MES

pada uralan terdahulu
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dan Kawasan
Merbakasan;

b. mengadakan
perundingan
dengan negara lain
men EEI'I.HI
penetapan Batas
Wilayah Negara
sesual dengan
ketentuan
peraturan
perundang-
undangan dan
hukum
nternasional;

. membangun atau
membuat tanda
Batas Wilayah
MNegara;

d. melakukan
pendataan dan
pemberian nama
pulau dan
kepulauan serta
WNsuUr geografis
lainnya;

e memberikan izin
kepada
penerbangan
miernasional
untuk me-lintasi
wilayah udara
teritorial pada jalur
vang lelah
ditentukan dalam
peraburan
perundang-
undangan;

f. memberikan 1zin
lintas damai
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kepada kapal-
kapal asing untuk
melintasi laut
teritorial dan
perairan
kepulauan pada
jalur yang telah
ditentukan dalam
peraturan
perundang-
undangan;

£ melaksanakan
pengawasan di
zona tambahan
vang diperlukan
untuk mencegah
pelanggaran dan
menpghukum
pelanggar

- peraturan
perundang-
undangan di
bidang bea cukai,
tiskal, iougras:,
alau saniter di
dalam Wilayah
Megriara atau laut

Jteritorial;

h. menetapkan
wilayah udara
yvang dilarang
dilintasi oleh
penerbangan
internasional
untuk pertahanan
dan keamanan;i,
membuat dan
memperbarui peta
Wilayah Negara
dan
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menyampaikannya
kepada Dewan
Perwakilan Rakvat
sekurang-
kurangnya setiap 5
{lima) tahun sekali;
danj.menjaga
keutuhan,
kedaulatan, dan
keamanan Wilayah
Negara serta
Kawasan
perbatasan

8 (U No4
Tahun

2009 Tentang,
Pertambangan
Mineral dan
Batubara

Fasal 6.:

a. penetapan
kebijakan
nasional;

b. pembuatan
peraluran
perundang -
undangan;

. penetapan standar

nasional, pedoman,

dan kriteria;
penetapan sistem
perizinan
pertambangan
mineral dan batu
bara nasional;

&, penetapan WP
vang dilakukan
setelah
berkoordinas:
dengan
pemerintah daerah
dan berkonsultasi
dengan Dewan
Perwakilan Rakyat
Republik
Indonesia;

—

Ll.

Lihat Pasal ¥ dan 8
UL No, 4 Tahun 2009
pada

terdahulu

Lraidan
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f. pemberian IUP,
pembinaan,
penyelesaian
konflik
masyarakat, dan
pengawasan usaha
pertambangan
vang berada pada
lintas wilayah

ropinsi dan/ atau
wilayah laut lebih
dar 12 (dua belas)
mil dari garis
pantai;

g. pemberian [LIP,
pembinaan,
penyelesaian
konflik
masyarakal, dan
pengawasan usaha
pertambangan
vang lokast
penambangannya
berada pada lintas
wilayah provinsi
dan/atau wilavah
laut lebih dari 12
{dua belas) mul
darigaris pantai;

h. pemberian 1LT,
pembinaan,
penvelesaian
koilflik
masyarakat, dan
pengawasan usaha
pertambangan
vperast produksi
vang berdampak
lingkungan
langsunyg lintas
provinsi dan/ atau
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dalam wilavah laut

lebih dari 12 (dua

belas) mil dari garis
ntai;

i. pemberian IUPK
Eksplorasi dan
[UPK Operasi
Produksi;

i- pengevaluasian [U
P Operasi
Produkst, yang
dikeluarkarl oleh
pemerintah daerah,
vang telah

-menimbulkan
kerusakan
lingkungan serta
vang tidak
menerapkan
kaidah
pertambangan
vang baik;

k. penetapan
kebnakan produksi.
pemasaran
pemaniaatan, dan
konservasi;

. penetapan
kebijakan kerja
sama, kemitraan,
dan pemberdayaan
masyarakat.

m. perumusan dan
penetapan
penerimaan negara
bukan pajak dari
hasil usaha
pertambangan
mineral dan
hatubara;
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n. pembinaan dan
pengawasan
ruﬂn]r'elenggaraan
pengelolaan
pertambangan
mineral dan
batubara vang
dilaksanakan oleh
pemerintah daerah;

. pembinaan dan
'I:J‘E'I'lE;EI Wakdn
penyusunan
peraturan daerah di
bidang,
pertambangan;

P me_i:nv:-ntarlsasiﬂn,
penyelidikan, dan
penelitian serta
eksplorasi dalam
rangka
memperoleh data
dan informasi
mineral dan batu
bara sebagai bahan
penyusunan WIP
dan WPHM;

q. pengelolaan
informasi geologi,
mformasi potensi
sumber daya
mineral dan
batubara, serta
informasi
pertambangan
pada tingkat
nasional;

r. pembinaan dan
pengawasan
terhadap reklamasi
lahan pasca-

tambang:
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5. penyusunan

neraca sumber
daya mineral dan
batubara tingkat
nasional;
pengembangan

dan peningkatan

nilai tambah
kegiatan usaha
pertambangan;
dan

. pemingkatan

kemampuan
aparatur
Pernerintah,
pemerintah
provinsi, dam
pemerintah
kabuparen,/kota
dalam
penyelengpraraan
pengelolaan usaha
pertambangan,
(Pasal )

Undang-
Undang Mo, 9
Tahun 199

Tentang

Perairan
Indonesia

Mengumumkan
sebagaimana
mestinya peta
dengan skala atau
skala-skala yang
memadal atau
daltar titik-titik
koordinat
peografis serta
mendepositkan
salinan daflar titik-
titik koordinat
geografis tersebut
pada Sek-retariat
lenderal PBB

Trdak diatar
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= Menark garis-
gars penutup
pada mulut-mulut
sungai, kuala,
teluk, anak laut
dan pelabuban

= Mengizinkan
pemeliharaan dan
penggantian kabel-
kabel setelah
diterimanya
pemberitahuan
sebagaimana
mestinya
mengenai letak
dan maksud untuk
mem-perbaiki dan
menggantt kabel-
kabel tersebut

* Menangguhkan
sementara lintas
damai segala jenis
kapal asing dalam
daerah tertentu di
laut teritorial atau
perairan
kepulauan, apabila
penangguhan
demikian sangat
diperlukan untuk
petlindungan
keamanannya,
lermasuk
keperluan lathan
senjata

* Pemerintah
Indonesia
menetapkan alur
aut dan skema
pemisah laut di
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alur teritorial dan
perairan
kepulauan,
termasuk rute
penerbangan
Menentukan harus
mengajukan usul
kepada organisasi
berwenang untuk
mencapal
kesepakatan
bersama dalam hal
penctapan dan
penggantian alur
laut dan skema
pemisah lalu lintas
Pemanfaatan,
pengelolaan,
perlindungan dan
pelestanan
lingkungan
perairan Indonesia
dan pembentukan
badan koordinasi
Penegakan
kedaulatan dan
hukum di perairan
Indonesia

10 | Undang- Penguasaan Tidak diatur

Undang No. penuh dan

Tahun Tentang| eksklusif atas

Landas kekayaan alam di

Konbnen Landas Kontinen
[rulonesia serta
pemilikannva ada
paca negara

3 Melakukan
perundingan dan
persetujuan untuk
penetapan batas
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landas kontinen
vang berbatasan
dengan negara
laing Eksplorasi
dan Ekﬁplnita.f-::i
sumber kekayaan
alam di Landas
Eontinen
[ndonesia
§ Penyelenggaraan
penyelidikan
ilmiah atas
kekavaan alam di
Landas Eontinen
- & Menentukan
5}’;:1:&[—5:,.'3 rat
tentang
pembangunan,
perlindungan dan
PeEnggunaan
Instalasi dan/ atau
alat-alat
3 Perlindungan
I:E:rhadnp
kepentingan lam
seperti pertahanan
dan keamanan
“nasional,
perhubungan,
telekomunikasi
clan fransmisi
listrik di baswah
laut, perikanan,
; penyelidikan
oceonografi dan
penvelidikan
tlmiah L-n'r'm_!.'d,
dan cayar alam
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11.

Undang-
Undang No. 22
Tahun 2001
Tentang
Minyak dan
Gias Burm

Menteri ESDM:

Menetapkan
wilayah kerja yang
akan ditawarkan
kepada badan
usaha atau bentuk
usaha tetap
melakukan
penawaran wilayah
kerja;

Menetapkan
kebijakan
PeEmawWaran,
Menetapkan badan
asaha dan bentuk
usaha tetap vang
diben wewenang
untuk melakukan
eksplorasi dan
eksploitas:;
Menyetujui
permohonan
Pertamina untuk
mendapatkan
wilayah kerja
terbuka tertentu;
melakukan
koordinasi dengan
badan pelaksana
dalam penetapan
badan usaha atau
bentuk osaha tetap
Menerima dan
menyetuju
permahonan I'T
Pertamina untuk
wilayah kenja yang
habis jangka waktu
kontraknya
Menerima dJdan

Berdasarkan Pasal 68
PP MNomor 35 Tahun
2004, vaitu
memberikan izin
pengpunaan wilayah
kerja kontraktor
vang belum
digunakan untuk
eksplorasi dan
ekaploitasi, selain
eksplorasi dan
eksploitasi oleh
pihak lain setelah
mendapat reko-
mendasi dari
Menteri. Wilayah
kerja
dikonsultasikan ke
pemda dan rencana
pengembangan
lapangan vang
pertama kali akan
diproduksi
berkonsultasi -
dengan pemda
propinsi
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menyetujul
perubahan kontrak

* Menerima
pengembalian
wilayah kerja
secara bertahap
atau seluruhnya
dari badan usaha
atan bentuk usaha
etap-

* Menerima dala
selama masa kerja
kontrak kerja sama
melalui badan
pelaksana dan
menyetujui
pertukaran data
antar kontraktor

* Menyetujui
rencana
pengembangan
lapangan yang
pertama kali akan
diproduksi

* hMemberikan izin
usaha kegiatan
usaha hilir

* Melimpahkan
WEWETIANY
pemberian 1z
usaha untuk
kegiatan tertentu
dan pemberian ixin
usaha pengolahan,
pengangkutan,
penyimpanan, dan
kegiatan usaha
niaga minyak
bumi, bahan bakar
minyak bumi dan
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bahan bakar gas
dan atau hasil
olahan -
Menyampaikan
teguran dan
pencabutan izin

* Menetapkan
bBentuk dian
ketentuan pokok
kontrak kenja sama

= Menetapkan
rencana induk
jaringan transmisi
dan distribusi gas
Bumi nasional

= Menentukan
standar muftu
terhadap bahan
bakar minyak hasil
olahan yang
dipasarkan di
dalam negeri

* Menetapkan jenis
Standar mutu
bahan bakar
minyak, bahan
bakar gas

* Memberikan
rekomendasi
PenEgUnaan
bagian-bagian
tanah yang tidak
digunakan untuk
kegiatan usaha
kepada pihak lain

* Melakukan
pembinaan dan
pengawasan
kegiatan usaha
hulu dan
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hilirBadan
Pelaksana:

* hMembina kerja
sama dalam rangka
terwuudnya
mntegrasi dan
sinkronisasi
kegiatan
operasional
kontraktor Kontrak
Foerja Sama;

* Merumuskan
kebijakan atas dan
program kerja
kontraktor Kontrak
Kerja Sama;

* Mengawasi
kegiatan utama
operasional
kontraktor Kontrak
Kerja Sama;

» Membina seluruh
aset kontraklor
kKontrak Kerja
Sama yang menjacds
milik negara;

= Melakukan
koordinasi dengan
prhak dan/atau
instansi berkail
vang diperlukan
dalam pelaksanaan
kepatan usaha
hulu. Badan
Pengatur:

* Menetapkan
kewagiban badan
usaha yang akan
atau telah
melakukan
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penyediaan
pendistri-busian
bahan bakar
minyak di
[ndonesia untuk
melakukan ope-
rasi di daerah yang
mekanmsme
pasarnya belum
berjalan dan
daerah terpencil:

* Menetapkan
volume alokast
cadangan bahan
Dbakar minyak dari
masing-masing
badan usaha sesnai
dengan wan usaha
untuk memenuhi
cadangan nasional
bahan bakar
minyak vang
ditetapkan
pemerintah;

* Menetapkan
pemanfaatan
bersama atas
tasilitas
pengangkutan dan
penyimpanan
bahan bakar
minyak serta
tasililas penunjang
mailik badan usaha
dalam kondisi
vang sangat
diperlukan dan/
atau menunjang
optrmalisas
distribusi di daerah

terpens il
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= Menetapkan tarif
pengangkutan gas
bumi melalui pipa
dengan prinsip
tekno-ekonomi;

* Menetapkan harga
gas bumi untuk
rumah tangga dan
pelanggan kecil
dengan
mempertimbangkan
kemampuan dan
daya behi
rasvarakat;

= Menetapkan dan
memberlakukan
sistem informasi
pengusahaan dan
akun pengaturan
pada badan usaha
vang melakukan
kegiatan usaha
pengangkutan gas
bumi melahn pipa;

* Menyelesaikan
perselisihan yang
timbul terhadap
pemegang hak
khusus
pengangkutan gas
bumi melalui pipa
dan/atau vang
berkaitan dengan
pelaksanaan
kegiatan
penganykutan gas
bumu melalur pipa;

= -Mengusulkan
kepada Mentern
keuangan
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mengenai besaran
iuran badan usaha
Vang mempunyai
kegiatan usaha di
bidang penyediaan
dan pendistribusian
bahan bakar
minyak serta
pengangkutan gas
bumi melalur pipa
dan menetapkan
biava hak
pengangkutan gas

bumi melalui pipa;

‘MMemberikan hak

khusus peng-
angkutan gas bumi
melalui pipa pada
ruas tertentu dan
transmisi gas bumi
dan pada wilayah
terbentu dan
jaringan distribusi
gas bumi melalui
lelang berdasarkan
Rencana Induk
jaringan Transmisi
dan Distribusi Gas
Bumi Masional.

Urusan
pemerintahan
vang melipuli:
politik luar negeri,
pertahanan,
keamanan, yuslisi,
moneter dan fiskal
nasional dan
AFama.

Bandingkan dengan
ketentuan Fasal 18
vanyg menyatakan
bahwa:

{1) Daerah yang
memiliki wilayvah
laut diberikan
kewenangan
untuk mengelola
sumber daya di
wilayvah laut.
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* Menvelenggarakan
urusan
pemerintahan dan
menyerahkan
urusan
pemerintahan
kepada perangkat
pemerintah atau
wakil pemerintah
di daerah.

* Menentukan
kriteria
vksternalitas,
akuntabilitas dan
efisiensi untuk
urusan pemerintah
vang bersifal wajib
dan pilihan

* Menetapkan
standar pelayanan
minimal untuk
FTRTERTY
pemerintahan di
daerah yvang-
bersifat wapb.

* pemberian sumber-
sumber keuangan
untuk
menyelenggarakan
UrUSan
pemerintahan vang
menjaci
kewenangan
pemerintahan
daerah;

* pengalokasian dana
perimbangan
ke prascda
pemerintahan
daerah; dan

(2) Daerah
mendapatkan
bagi hasil atas
pengelolaan
sumber daya
alam di bawah
dasar dan/atau di
dasar laul sesuai
dengan peraturan
perundang-
undangan.
Eewenangan
daerah untuk
mengelola
sumber daya di
wilayah laut
sebagaimana
dimaksud pada
ayat (1) meliputi:
a.  cksplorass,
eksploitasi,
komservast,
dan
pengelolaan
kekayaan
latal;
pengaturan
acdministratit;
£ pengaturan
tala ruang;
penegakan
hukum
terhadap
peraturan
vary di ke
lnarkan cleh
dhwmah b vang
dilimpahkan
kiwverangannya
aleh
Pemerintah;

(3)

il
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= ‘pemberian

pinjaman dan/atau
hibah kepada
pemerintahan
daerah.
Melaksanakan
urusan
pemerintahan yvang
terkait dengan
pemanfaatan SDA
dan sumber daya
lainnya sesuai
peraturan
peruncang-
undangan

2. 1kuk serta
dalam
F-em-t-']iharaan
keamanan dan
ikut serta
dalam
pErtahanan
kedaulatan
nega-ra.

H4) Kewenangan

untuk mengelola
sumber daya di
wilayah laut
sebagaimana di-
maksud pada ayat
{3) paling jauh 12
{dua belas) mil laut
diukur dari garis
pantai ke arah laul
lepas dan/atau ke
arah perairan
kepulauvan untuk
provins: dan 1/3
{sepertiga) dari
wilayah
kewenangan pro-
vinsi untuk
kabupaten/ kota,

i3} Apabilawilayah

laut antara 2 (dua)
provinsi kurang
dari 24 {dua puluh
empat) mil,
kewenangan
untuk mengelola
surmber daya di
wilayah laut dibagi
sama jarak atau
diukur sesuai
prinsip garis
tengah dari
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wilayah antar 2
{dua) provinsi
tersebut, dan
untukkabupaten/
kota memperoleh
1/3 (sepertiga)
dari wilayvah
kewenangan
provinsi
dimaksud.

{0) Ketentuan
sebagaimana
dimaksud pada
avat (4} dan ayat
i5) tidak berlaku
terhadap
penangkapan
ikan oleh nelayan
kecil.

{7} Pelaksanaan
katentuan
sebagaimana
dimaksud pada
avat (1), avat (3).
avat {4}, dan ayat
{5) diatur lebih
lanjut dalam
peraturan
perundang-
undangan.

13,

Undang-
Undang MNo.
33 Tahun 2004
Perimbangan
Keuangan
antara
Pemerintah
Pusal dan
Femerintah
Daerah

* Menetapkan
alokasi Dana Bagi
Hasil 504

* Mengatur
ketentuan lanjut
dana bagn hasil,

o Mlengatur tata cara
pemberian,
penerimaan, dan

Bandingkan dengan
Hak daerah untuk
mendapatkan dana
bagi hasl dalam
pengelolaan
perikanan dan
pertambangan
minyak dan gas
bumi
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penggunaan hibah,
baik dari dalam
maupurn luar
neger

o Menetapkan batas
maksumal
kumulatif
pinjaman
pemerintah dan
pemerintah daerah

Banyaknyva peraturan perundang-undangan yang terkait dengan
pengelolaan SDA kelautan juga berakibat banyaknya instansi yang
berwenang melakukan pengelolaan SDA ini. Oleh sebab itu, dari aspek
wewenang perlu pengaturan secara tegas agar antara instansi satu
dengan instansi yang lain tidak tumpang tindih, begitu pula halnya
dengan perangkat pemerintahan Jdi dacrah. Banyaknya kepentingan
dari berbagai instansi akan menimbulkan overlaping dan kontrakdiktif
pengaturan wewenang,

Pengaturan wewenang ini dapat diatur dalam dua persoalan,
yaitu disatu sisi terkait dengan pemenfaatan SDA dan di sisi lain terkait
dengan perlindungannya, Kedua hal ini perlu diatur secara jelas batas-
batas wewenang antara instansi, yaitu:

a. Perlu adanya ketegasan dan kejelasan dalam pembagian
kewenangan pengelolaan SDA kelautan antara pusat dan daerah
secara propoersional dengan memperhatikan kepentingan
nasional dan daerah

b.  Perlu adanya pengaturan SDA kelautan vang didasarkan pada
jenis, sifat dan karakter SDA yang berbasis ekosistern yang tidak
semata-mata didasarkan pada wilayah administrasi
pemerintahan,

c.  Perlu keterlibatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara
signifikan dalam penyusunan perundang-undangan dibidang
SDYA terkait dengan kepentingan daerah

“Bambang Iriana Djajaatmadya, Hirmonises Houkwm Pengeloliten Siember Dnga Kelaitan
Dafam Kerungka Desentratisost, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen
Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jakara, 3007, kbm, 142
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Wewenang pengelolaan vang dilakukan di daerab, sejalan
dengan perubahan kewenangan antara pusatl dan daerah, perlu
dipertimbangkan untuk bidang-bidang tertentu yang dapat diserahkan
kepada daerah sudah waktunya untuk benar-benar diserahkan kepada
daerah, agar dacrah dapat bertanggungjawab melakukan pengelolaan
sekaligus melakukan pengawasannya

Secara beoritis adanya otonomi daerah dengan desentralisasi
mencerminkan adanya distribusi wewenang dan pusat ke daerah. Oleh
sebab itu, jika kita konsisten menentukan adanva desentralisasi yang
lebih luas, maka ketkutsertaan dan keterlibatan daerah pada seluruh
aspek pemerintahan dan pengelolaan SDA juga harus dilakukan
dengan sepala konsekuensinya. Penyerahan urusan kepada daerah
akan berakibat positif untuk memaju kestapan daerah dan kepedulian
daerah dalam membangun daerahnya masing-masing yang tentunya
tidak lE‘r]L‘}'Jrlﬁ- dari kentrol pemen intah pusat sesuai dengan wewenang
vang ditetapkan

524 Ruang Lingkup Pengaturan

Dalam berbagai undang-undang vang terkait dengan
pengelolaan S0DA kelautan, diatur dan ditetapkannya mang lingkup
pengaturan, vartu bahwa peraturan tersebul mengatur dan
menjangkau tempat tertentu, sepertt Undang-Undang Landas
Kontinen mengalur tentang wilayah dasar faut dan tamah dilaw ahnya
atau di Landas Kontinen Indonesia, Undang-Undang Perairan
mengatur tentang perairan, baik itu laut territorial, peraran pedalaman
mavpun peratran kepulavan, begitu pula halnya Undang-Uindang
Wilavah Negara berarti mengatur tentang wilavah negara Repubhk
Indonesia,

Fengaturan wilayah hukum dalam undang-undang terkait
dengan pengelolaan 5DA kelautan, berdasarkan hasil penelitian masih
terdapat ketidaksesuaian satu sama lain, sebagal contoh Undang-
Undang Minyak dan Gas Bumi, menentukan bahwa wilayah hukum
(ruang hingkup) pertambangan minvak dan gas bumi, sebagaimana
diatur dalam Pasal | Undang-Undang Minyak dan Gas Burma yvang
menyatakan bahwa: wilavah hukum pertambangan Indonesia, yailu
seluruh wilayah daratan, perairan dan landas kontinen Indonesia

Pengaturan Pasal 1 Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi,
untuk pertambangan minvak dan gas bumi di landas kontinen tunduk
pada Undang-Undang Landas Kontinen, pada hal Undang-Undang
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Landas Kontinen justru tidak mengatur masalah pertambangan dan
bahkan sebagaimana telah diuraikan pada bagian terdahulu Undang-
Undang Landas Kontinen bertentangan dengan UNCLOS 1982,
Demikian pula halnya dengan pengaturan wewenang daerah di
wilayah laut, ternyata pada wilayah dasar laut dan tanah di bawahnya
walaupun di laut teritorial dibedakan antara wewenang dan hak bagi
hasil, pada hal di wilayah laut territorial merupakan satu kesatuan
baik perarrannya maupun dasar laut dan tapah di bawahnya.
Pengaturan vang membedakan antara pengelolaan perairan dan dasar
laut dan tanah di bawahnya dalam Undang-Undang Pemerintahan
Daeral tentunya tidak sesuai dengan pengaturan dalam Undang-
Undang Perairan dan UNCLOS 1982

Adapun materi muatan tentang ruang lingkup pengaturan
dapat dilihat pada Tabel 4 berikut ini.

Tabel 4. Ruang Lingkup Pengaturan

No | Undang-Undang | Ruang Lingkup Pengaturan Kesesuaian
1. | ULl No 3 Tahun | Pasal 2 Bandingkan
| G483 In-:-mang Talur di luar dan berbatasan dengan
Fona Fkonomi |dengan  laut  wilayah |Ketentuan
Eksklisit Indonesia  sebagaimana [UNCLOS yang
ditetapkan berdasarkan |mengatur )
undang-undang yang |tentang zona-
berlaku tentang perairan |2ona maritim:-
Indonesia yvang meliputi[Laut teritorial-
dasar  laut, tanah di|dona
bawahnya dan air di atasnya | TaMibahan-
dengan batas terluar 200 {dua |£EE-Perairan
ratus} mul laut divkur dari |Pedalaman-
garis pangkal laut wilayah |Perairan
Indonesia, kepulavan-
Lamdas
Eontinen-Laut
lepas
UL No & Fasal 4 :a. objek dan daya
Fahun tarik wisata ciptaan Tuhan
|9¥iTentang | Yang Maha Esa, vang
Kepariwisataan l‘(‘l'h'uiun.l keadaan alam,
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serta flora dan fauna; b.
objek dan daya tarik wisata
hasil karya manusia vang
berwujud museum,
peninggalan purbakala,
peninggalan sejarah, seni
budaya, wisata agro, wisata
tirta, wisata buru, wisata
petualangan alam, taman
rekreaksi, dan tempat
hibruran.

UL No 21
Tahun 1992
Tentang
Pelayaran

Pasal 4 :

pelayaran di perairan
Indonesia dan kapal-kapal
berbendera Indonesia vang
berada di luar perairan
Indonesia,

Penpelolaan
Wilavah Pesisir

4. | ULl No 41 Pasal 4 :

Tahun 15969 Semua hutan di dalam

Tentang wilavah Republik Indonesia

Eehutanan termasuk kekavaan alam
vang terkandung  di
dalamnya dikwpasai oleh
Megara unluk sebesar-besar
kemakmuran rakyal

5. | UL No 31 Pasal 4 :

Tahumn 2004 4. Wilayah Perairan Indonesia

Tentang b. ZEEl.

Perikanan Sungai, waduk, rawa dan
genangan air lamnya yvany
dapat diusahakan serta lahan
pembudiyaan ikan yang
potensial di wilayah Republik
Indonesia

bo | UL No 27 Pasal 2
Tt 2000 Wilayah Pesisir dan Mulau-
Tentang

Pulau Kecil meliputi daerah
prralthan antara Ekosistern
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darat dan laut yang
dipengaruhi cleh
perubahan di darat dan
lawut, ke arah darat
mencakup wilayah
administrasi kecamatan
dan ke arah laut sejauh 12
(dua belas) ol laut divkur
dari garis pantal.

7. | UU Mo 43 Pasal 4wilayah darat,
Fakun wilayah perairan, dasar laut,
208 Tentany  |[dan tanah di bawahnya
Wilayah serta ruang udara di
Megara atasnya, termasuk seluruh

sumber kekayaan yang
terkandung di dalamnya.

B |UU Nod (Diktum Menimbang huruf
Tahun 2009 a) :Wilayah Hukum
Tentang, pertambangan [ndonesia
Pertambangan |Pasal 1 Wilayah hukum
Mineral dan pertambangan meliput,
Batubara daratan, perairan dan

landas kontinen

9. | Undang- Perairan Indonesia vang
Undang Mo. 9 [terdiri dari laut teritorial,
Fahun 1996 perairan kepulavan, dan
Tentang perairan pedalaman serta
MPerairan ruanyg udara di atas laul
Indonesia teritorial, perairan

kepulauan dan perairan
pedalaman serta dasar dan
tanah di bawahnya
termasuk sumber kekayaan
alam yvang terkandung di
dalamnya (["asal 4)

10, | Undang- Landas kontinen, yaitu
Undang Mo, 1 [dasar laut dan tanah di
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Tahun 1973 bawahnya di luar perairan
Tentang wilavah Republik Indonesia
Landas sebagaimana diatur dalam
Kontinen UL Nomor 4 Tahun 1960
sampai kedalaman 200 m
atau lebih dan masih
memungkinkan
diselenggarakannya
eksplorasi dan eksploitasi
kekayaan alam {Pasal 1
huruf ab
11 Undang- Seluruh wilayah daratan,
Undang No. perairan dan landas
22 Tahun 2001 | kontinen Indonesia (Pasal 1
Tentang angka 15).
Minyak dan
Gas Bumi
12 Undang- kewenangan daerah  di
Undang Mo, 32 [wilayah laut dan hak derah
Tahun 2004 mendapatkan bagi hasil
Tentang terhadap lpLﬂli.;t!!cﬂaan dasar
Parmrintal laut dan !.mml.1 Li.i bawahnya,
Dimana propinsi berwenang
Dasrah sepauh 12 mal dan kabupaten/
kota berwenang  sejauh
sepertiga dari 12 mil, baik ke
arah laut lepas maupun ke
arah perairan pedalaman
{Pasal 18 ULl Pemnda)
137 Undang- L'LF ini juga mengatur

Undang Mo, 33
Tahun 2004
Perimbangan
Keuangan
antara
Pemerintah
Pusat dan
Pemerintah
Daerah

tentang dana bagi hasil
vang diberikan kepada
pemerintah daerah dari
SDA mnyak dan gas bumi
vang berada di wilayah laut.
{Pasal 11, 14-16 Undang-
Undang Perimbangan
Keuangan)
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Ruang lingkup pengaturan terkait dengan pengelolaan 5DA
kelautan dalam berbagai undang-undang, ternyata belum konsisten
dalam menggunakan istilah dan kriteria zona-zona maritim, hal in
dapat terlihat adanya perbedaan antara istilah dan pengertian landas
kontinen, pengukuran garis pangkal untuk negara kepuliuan dan
penunjukkan dari undang-undang satu ke undang-undang vang lain
tidak konsisten.

Konsep pengaturan tentang ruang lingkup yang diajukan dalam
penelitian ini, yaitu dimulai dari wilayah hukum pengelolaan itu
sendiri vang melipati: daratan, perairan Indonesia, dan landas kontinen
Indonesia, Khusus untuk wilayah perairan, terdiri dan dua wilayah
yang satu sama lain tunduk pada rezim hukum tersendirt.

Wilayah perairan [ndonesia, merupakan satu kesatuan, vang
terdiri dari laut teritorial dan perairan kepulauan, di wilayah ini
Indonesia memilikn kedaylatan, baik perairannya, Jdasar laut di
bawahnya maupun ruang udara di atasnva (Undang-Undang Perairan
Indonesia). Dengan demikian, jika wewenang, pemerintah pusat
hendak diberikan kepada daerah, juga hendaknya tidak dibedakan,
antara wewenang pengelolaan wilayah perairan dan pengelolaan dasar
laut dan tanah dibawahnya. Oleh sebab itu, pengaturan yang terdapat
dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah hendaknya juga
disesuaikan, karena terdapat perbedaan antar pemberian wewenang
di wilayah perairan dengan dasar faut dan tanah di
bawahnyamenimbulkan kerancuan pengaturan. Begitu pula
pengaturan dalam Undang- Undang Minyak dan Gas Buma, mengingat
terdapat perbedaan yang mendasar antara pengelolaan pertambangan
di wilayah daratan dengan di wilayah perairan dan landas kontinen,
maka dalam pengaturannyapun perlu dibedakan. Walaupun
pengaturan tersebut tidak harus dalam undang-unding tersendiri,
namun pengaturan pertambangan minyak dan gas bumi, khusus [
wilayah perairan Indonesia perlu diatur secara khusus dalam pasal-
pasal tertentu.

Landas Kontinen, sehubungan rezim hukum landas kontinen
menpgatur suatu negara hanya memiliki yurisdiksi dan hak berdaulat,
vang berimplikasi internasional (negara lain), maka dalam pengaturan
pengelolaan SDA kelautan di landas kontinen dalam Undang-Undang
Minyak dan Gas Bumi juga perlu diatur secara khusus dalam pasal-
pasal tertentu
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3.2.5 Pengaturan Perlindungan dan Pelestarian Lingkungan

Berdasarkan hasil pengkajian terhadap pengaturan perlindungan
dan pelestarian lingkungan dalam undang-undang terkait dengan
pengelolaan 5DA kelautan, dapat diketahui bahwa keseluruhan
undang-undang telah mengatur tentang perlindungan dan pelestarian
lingkungan. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 5 berikut ini.

Tabel 5. Pengaturan Perlindungan dan Pelestarian Lingkungan

Fahon 199w
Tentang

Kehutanan

perlindungan hutan dan
komservast alam bertujuan
menjaga hutan, kawasan

No|Undang-Undang Perlindungan dan Pelestarian Kesesuaian

1 UL Mo 5 Tahun | Diktum Menimbang Angka 5 |Lihat ketentuan
1983 Tentanglingkungan laut di perairan |Pasal 9 Undang-
ZEE] vang berada di bawah|Undang

- kedaulatan dan yurisdiksi|Lingkungan
Republik Indonesia harus|Hidup vang
dilindungi dan dilestarikan; |Menentukan

bahwa:

2. _L_”-J -"k'-:.!.'; Pasal .?; . a. Pemerintah
l_il]!’-l!'l | ) memelihara kelestarian menctapkan
Tentang serta keutuhan objek dan kebijaksanaan
Kepariwisataan | daya tarik wisata nasional

3 [UUNe 1 Pasal 67 : Nakhodaatau | “or®
}Tfjhlm [qqg pemimpin kapal wajib ﬁgﬁﬁnge:n
I: :""f”"b .w;.;r.'m n'|1:|..'|ru_|.rk:1n kepada hichup dan

clayaran pejabat pemerintah Vang penatain
berwenang terdekat atau ruang dengan
instansi yarg berwenang tetap '
menangani remperhatikan
penanggulangan rulai-nilai
pencemaran laut mengenar agrama, adat
terfadmya pencemaran laut wstadat, dan
vang disebabkan oleh rufai-nilai yang;
kapalnya atau oleh kapal hidup dalam
finy, atau apabila melihat masyarakat.
adanyva pencemaran di laut [P, Pengelolaan

= lingkungan

4. JUL No 41 Pasal 46 :Penyelengparaan hithup,

dilaksanakan
sevara terpadu
oleh instanst
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hutan dan lingkungannya,
agar fungsi lindung, fungsi
konservasi, dan fungsi
produksi, tercapai secara
optimal dan lestari.

Ul MNe 31
Tahun 2004
Tentang
Perikanan

{Pasal )Pengelolaan
perikanan dalam walayah
pengelolaan perikanan
Eepublik Indonesia
dilakukan untuk tercapainya
manfaal yang optimal dan
berkelanjutan, serla
temaminya kelestarian
sumber daya ikan

Ul No 27
Tahun 2007
Tentang
Pengelolaan
Wilayah
Posisir

sesual dengan
bidang hugas
jawab masing-
masing,
masyarakat,
serta pelaku
pembangunan
lain dlengan
abkan
keterpaduan
perencanaan
dan
pelaksanaan
kebijaksanaan
nasonal

ruang,
perlindungan
sumber daya
afam non
hayati,
perlindungan
surmber daya
buatan,
korservasi
sumber daya
alam hayati
dan
ekosisterrnya,
cagar budayi,
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hayati dan
perubahan
tklimud.
Eeterpaduan
PETENCanaan
dan
pelabsanaan
kebijaksanaan
nasional
pengelodaan
lingkungan
hiL‘!UP.
sehagiimana
dhimaksud
pada avat (2),
dikoordinas
oleh Menteri.

UL No. 43
Fahun 2004
Tentang
Wilayah
Megara

Pasal 22 .

Negara Indonesia berhak
melakukan pengelolaan dan
pemanfaatan kekayaan alam
dan lingkungan laut di laut
bebas serta dasar laut
internasional yang:
dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan
perundang-undangan dan
hukum internasional.

L Ko, 4
Fahun 2009
Tentang
Pertambangan
Mineral dan
Batubara

Pasal 10 :a. secara
transparan, partisipatif, dan
berfangpung jawab;b, secara
terpadu dengan nemperhati-
kan pendapat dari instansi
pemernintah terkait,
masyarakat, dan dengan
mempertimbangkan aspek
ekologt, ekonomi, dan
social budaya, serta
berwawasan lingkungan;
danc. dengan rmemperhat

tkan aspirasi daerah,
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Undang-
Undang MNo. 9
Tahun 194
Tentang
Perairan
Indonesia

* Pemanfaatan,
pengelolaan,
perlindungan, dan
pelestarian lingkungan
perairan Indonesia
dilakukan berdasarkan
peraturan perundang-
undangan nasional yang
berlaku dan hukum
internasional;

= Administrasi dan
yurisdiksi, perlindungan
dan pelestarian
lingkungan perairan
Indonesia dilaksanakan
berdasarkan peraturan
perundang-undangan
yvang berlaku;

* Apabila diperlukan untuk
meningkatkan
pemantaatan,
pengelolaan,
perlindungan, dan
pelestarian lingkungan
Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1)
dapat dibentuk sesuatu
badan koordinast yang
ditetapkan dengan
Keputusan Presiden.

=

10

Undang-
Undang No,
1 Tahun 1973
Tentang
Landas
Kontinen

Barang siapa melakukan
eksplorasi dan eksploitasi
dan penyehidikan ilmiah
sumber-sumber kekayaan
alam di landas kontinen
Indonesia, diwajibkan
mengambil langkah-langkals
untuk:
* Mencegah  terjadinya
pencemaran air laut di
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landas kontinen Indonesia
dan udara di atasnya;

* Mencegah meluasnya
pencemaran dalam hal
terjadinya pencemaran.

11

Undang-
Undang Mo
22 Tahun 2001
Tentang
Minvak dan
Gas Bumi

Barang siapa melakukan

eksplorasi dan eksploitasi dan

penyelidikan ilmiah sumber-

sumber kekayvaan alam di

landas kontinen Indonesia,

diwajibkan mengambil
langkah-langkah untuk:

* Mencegah  terjadinya
pencemaran air laut di
landas kontinen Indonesia
dan udara di atasnya;

* Mencegah meluasnya
pencemaran dalam hal
terjadinya pencemaran.,

12

Undang-
Undang No
32 Tahun 2004
Tentang
Pemerintah
Daerah

Masal 17 ayat {1) hurul (c) yang
meneyaskan bahwa
hubungan pemerintah dalam
bidang pemantiatan SDPA dan
sumber daya lainnya,
melipubs penyerasian
lingkungan dan tata ruang
serta rehabilitasi lahan., Selain
ihu, diatur pula dalam Pasal 18
ayat (3} huruf (c) yang
mengatur bahwa
kewenangan daerah untuk
mengelola sumber daya di
wilayah laut, meliputi
pengaluran bata roang,.

Undang-
Undang Mo,
33 Tahun 2004
Perimbangan

Lrana bagi hasil dari dana
reboisas: dari [uran Hak
Pengusahaan Hutan dunl
Provisi Sumber [Dava Hutan,

sebagaimana diatur dalam)
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Pasal 16 yang menetapkan
bahwa: Dana Bagi Hasil dar
Dana Reboisasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 14
huruf ba. 60% (enam puluh
persen) bagian Pemerintah
digunakan untuk rehabilitasi
hutan dan lahan secara
nasional; dan b. 40% {empat
puluh persen} bagian daerah
digunakan untuk kegiatan
rehabilitasi hutan dan lahan
di kabupaten/ kota penghasil.

Pengaturan perlindungan dan pelestanian lingkungan sebagaimana
diatur dalam undang-undang vang tertera pada Tabel 5 di atas, masih
bersifat umum belum lerlihat adanya pengaturan tentang
keterhubungannva dengan instansi lain. Pengaturan yang terlalu
umum dapat menyebabkan insterpretas: dar masing-masing lembaga,
sehimgga menimbulkan tumpang tindih wewenang, khususnya
dibidang pengawasan terhadap kegiatan yang berpotensi terjadinya
kerusakan lingkungan.

Pengelolaan SDA kelautan tidak dapat dipisahkan dengan
upaya perlindungan dan pelestariannya. Walaupun setiap undang-
undang telah menetapkan adanya kewajiban untuk melakukan
perlindungan dan pelestarian lingkungan, namun hanya meletakan
garis besarnva saja, tanpa adanya pengaturan lentang wewenang,
instansi lain di luar instansi pelaksana. Pengatiran yvang demikian
dapat menimbulkan adanya tumpang tindih wewenang.

Konsep ideal pengaturan perlindungan dan pelestarian
ling kungan dalam pengelolaan SDA kelautan hendaknya diatur secara
rinci keterhubungan antara mstansi pengelola dengan instansi yang
berwenang melakukan upaya perlindungan dan pelestarian
hingkungan, terimasuk pola koordinasi antar instans tersebut.

Upayva perlindungan dan pelestarian lingkungan yang
dilakukan vleh instansi pelaksana undang-undang dengan lembaga

vang terkait dengan perlindungan dan pelestarian lingkungan perlu
ditentukan batasan wewena ngnya, pada level perencanaan,
pelaksanaan maupun pengawasan, Seluruh kegiatan pada sehap level
i dilakukan dengan pola koordinasi antar sektor terkait, sehmggea
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benturan kewenang:m dapat dihindar. Pola koordinas: ini dapat
mengacu pada Pasal 9 Undang-Undang Lingkungan Hidup vang
menentukan bahwa:

(1)

(2)

3)

4

Pemerintah menetapkan kebijaksanaan nasional tentang
pengelolaan lingkungan hidup dan penataan ruang dengan tetap
memperhatikan nilai-nilai agama, adat istadat, dan nilai-nilai
vang hidup dalam masyarakat.

Pengelolaan ingkungan hidup, dilaksanakan secara terpadu oleh
instansi pe-merintah sesuai dengan bidang tugas dan tanggung
jawab masing-masing, masyarakat, serta pelaku pembangunan
lain dengan memperhatikan keterpaduan perencanaan dan
pelaksanaan kebijaksanaan nasional pengelolaan lingkungan
hidup

Pengelolaan lingkungan hidup wajib dilakukan secara terpadu
dengan pifataan ruang, perlindungan sumber daya alam non
hayati, perlindungan sumber daya buatan, konservasi sumber
dava alam hayati dan ekosistemnya, cagar budaya,
keanekaragaman hayah dan perubahan iklim,

Keterpaduan perencanaan dan pelaksanaan kebijaksanaan
nasional pengelo-laanlingkungan hidup, sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), diknordinasi oleh Menteri,

Implementasi Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup,

dalam kerangka perumusan kebijakan daerah, diperlukan berbagai
upaya guna menjawab tantangan/ ham-batan persoalan perlindungan
dan pelestarian Engkunyan laut, vang meliputi eksplorasi, eksplotas
sumber daya serta pengelolaan yang meliputi pelestarian, konservasi,
rehabn-litas:, pengamanan, keselamatan, pencemaran, abrasi, interusi,

sedimentasi pada kawasan pesisir dan laut perbatasan antara propinsi
melipulti:

i,

Upaya penyempurnaan peraturan lentang pemanfaatan rmang
wilayah secara lebih operasional. Sehingga dapatl memberikan
peluang dan kemudahan bagi tumbuhnya investasi
masyvarakal/dunia usaha, acuan/pedoman dalam
pengembangan wilavah perbatasan antara propinsi secara lebih
efisien dan efektf bagi semua seklor pembangunan baik yang
dilakukan pemerintah maupun masvarakat/dunia usaha.
Dengan begitu dapat memberikan keuntungan bagl semua
pihak khususnya masyarakat luas dengan tetap menjaga
kelestarian lingkungan bagt pembangunan berkelanjutan;
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Upava pengelolaan pemanfaatan sumberdaya secara terpadu
dan sinergis antara propinsi tlerhadap rencana pengembangan
kawasan strategis regional (lintas wilayah dan sektor) melalui
program-program pengembangan Wisata Bahari,
Pengembangan Transportasi Laut, Pengelolaan Perikanan,
Agro-industri dan Agrowisata terpadu.
Upaya peningkatan kerjasama antar daerah (propinsi dan
kabupaten/kota) dalam optimalisasi pemanfaatan fasilitas
sarana dan prasarana yang tersedia.
Upaya bersama dalam peningkatan dan pengembangan
institusi yang ada guna mengantisipasi dan memenuhi
kebutuhan dalam rangka pengelolaan wilayah pesisir dan laut
untuk lebih meningkatkan kescjahteraan masyarakat;
Upaya-upaya bersama penerapan dan pengembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi puna peningkatan kesejahteraan
masyarakat,-"daerah dengan kerja-sama berbagai pihak
(stakeholders). Hal ini merupakan tantangan bagi perguruan
tinggi (lembaga penelitian) di kedua propinsi untuk berperan
aktif;
Upaya pengendalian pemanfaatan sumberdaya yang ada
dengan perencanaan vang tepat dalam menangani konservasi
kawasan pesisir dan laut guna menjamin keberlanjutan fungsi
kawasan melalui program-program rehabilitasi dan pelestarian
SDA dan lingkungan hidup (terumbu karang, abrasi dan
sedimentasi, pencemaran, ikan hias, bakau).®

) Ekvirgmre Togye daer Ofonons Pergelolann Sumberdaya Lauk,
-? oo, Jakar I:I "Du-.
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